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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas iktikad baik dalam
transaksi pemasaran dan penjualan unit apartemen Meikarta secara pre project
selling, bertujuan untuk menjawab masalah: Pertama, penerapan asas iktikad baik
dalam pemasaran dan penjualan unit apartemen melalui P3U (Penegasan dan
Persetujuan Pemesanan Unit). Kedua, keabsahan P3U dalam pemasaran dan
penjualan unit Apartemen Meikarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yang didukung dengan Kketerangan narasumber. Pendekatan yang
digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian pertama menunjukan pihak meikarta belum
menerapkan asas iktikad baik dalam pemasaran dan penjualan unit apartemen
meikarta secara pre project selling, salah satunya melanggar ketentuan Pasal 42
ayat (2) Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah
Susun jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 51 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang. Kedua keabsahan P3U antara pihak pengembang dengan
konsumen tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar syarat obyektif dari
syarat sah perjanjian. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah pihak
pengembang diharapkan lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku
khususnya terkait Undang-Undang Rumah Susun. Pemasaran dan penjualan
apartemen diharapkan dilakukan dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku.
Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli apartemen yang
dipasarkan secara pre project selling, dan lebih teliti dalam membaca klausula yang
terkandung di dalam perjanjian.

Kata-Kata Kunci : Asas Iktikad Baik, Keabsahan Perjanjian, Rumah Susun
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan populasi penduduk menimbulkan permasalahan hunian
dimanapun, contohnya di kota-kota besar seperti Jakarta dengan permasalahan
keterbatasan lahan menjadi persoalan utama. Maka untuk memenuhi kebutuhan
hunian masyarakat yang terus menerus meningkat dan terbatasnya lahan,
membangun hunian dengan sistem lebih dari satu lantai yang bersusun vertikal ke
atas. Apartemen atau rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan
masalah kebutuhan hunian terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya
terus meningkat, namun memiliki lahan yang terbatas. Selain itu Pembangunan
rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah dan membuat ruang-ruang
terbuka kota yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk
peremajaan kota bagi daerah yang kumuh.

Apartemen atau rumah susun adalah bangunan bertingkat untuk hunian yang
satuannya dapat di miliki secara terpisah.! Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mendefinisikan apartemen atau rumah susun
dengan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing

1 Suriansyah Murhaini, Hukum Rumah Susun: Eksistensi, Karakteristik, dan Pengaturan, Ctk.
Pertama, Laksbang Grafika, Surabaya, 2015, him. 36.



dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.?

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti dan perumahan yaitu
Lippo Grup membangun proyek besar yaitu kota baru Meikarta di Cikarang Bekasi
dengan nilai investasi Rp 278 Triliun. Lippo grup menciptakan konsep hijau bagi
Meikarta karena letak Meikarta yang dekat dengan Kawasan industri Cikarang.
Kehadiran Meikarta di tengah-tengah jantung Kawasan industri ini memberikan
angin segar bagi para pekerja yang memang membutuhkan hunian yang nyaman
dan strategis.® Meikarta menawarkan fasilitas yang lengkap seperti pusat
Kesehatan, pusat Pendidikan dengan penyelenggara dalam dan luar negeri, tempat
ibadah dan lain-lain.

Jual beli properti dalam praktik terdapat sistem penjualan di mana objek jual
beli atas perumahan atau unit apartemen masih dalam tahap perencanaann, Sistem
ini dinamakan Pre Project-Selling. Pre Project-Selling merupakan suatu pemasaran
dan penjualan yang dilakukan sebelum pembangunan properti seperti perumahan
atau apartemen dilaksanakan, sehingga penawaran yang diberikan oleh
pengembang (developer) berupa sebuah ilustrasi maupun rancangan.* Sistem
penjualan ini sudah dikenal di Eropa, salah satunya di Perancis. Hukum Perancis

sejak tahun 1967 telah melakukan penjualan suatu unit dari suatu rencana

2 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

8 Kurniasih Budi, 2017
properti.kompas.com,https://properti.kompas.com/read/2017/09/02/132300521/kota-baru-
meikarta-mengadopsi-konsep-tata-kota-new-york diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

4 Mika Anabelle dan Hanafi Tanawijaya, Sistem Pre Project Selling Dalam Penjualan Satuan
Unit Apartemen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (contoh
kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 616/PDT.G/2017PN.JKT jo Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 20/PDT.G/2019/PT/DKI), Jurnal Hukum Adigama, Edisi No..
2 Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2019, him.4.
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pembangunan menggunakan tipe perjanjian yang khusus, yang dikenal dengan
penjualan sebuah bangunan yang akan dibangun.®

Penjualan dengan sistem pre project selling di Indonesia dilakukan dengan
membuat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) yang dibuat
untuk mengikat para pihak. PPJB merupakan perjanjian penduhuluan untuk
lahirnya perjanjian pokok atau perjanjian jual beli, isi dari PPJB berupa janji-janji
para pihak yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati untuk sahnya
melakukan perjanjian pokok.®

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau dua
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau di mana kedua belah
pihak saling mengikatkan diri. Dalam Bab Il Buku Il KUHPerdata Indonesia
menyamakan perjanjian dengan kontrak. Setiap perjanjian akan melahirkan akibat
hukum yaitu hak dan kewajiban serta dapat dituntut apabila tidak terpenuhi.
Seringkali dalam perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihak di kemudian hari
menimbulkan permasalahan. Maka dari itu penting sekali untuk para pihak benar-
benar memahami isi atau substansi dari suatu kontrak tersebut.

Tujuan dari suatu perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila di
kemudian hari timbul masalah dan selain itu perjanjian bertujuan untuk melindungi

hak-hak para pihak. Fungsi dan tujuan dari hukum perjanjian pada umumnya tidak

5 Arivan Halim, Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang
Dalam Pre Project Selling, Jurnal Justice Voice, Edisi No.2 Vol.1, Fakultas Hukum Universitas
Krisnadwipayana, 2022, him. 54-55.

® Edi Krisharyanto dan Peni Jati Setyowati, Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip
Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Jurnal Perspektif, Edisi No. 2 Vol. 24, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2019, him.
127.



terlepas dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap orang
memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian termasuk kebebasan dengan
siapa pihak ingin membuat suatu perjanjian dan menentukan bentuk suatu
perjanjian tersebut.” Kebebasan tersebut sesuai dengan berlakunya asas kebebasan
berkontrak.

Asas merupakan dasar dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak ukur berpikir
tentang sesuatu. Pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum merupakan
suatu pemikiran dasar yang bersifat umum yang kemudian melatarbelakangi
pembentukan hukum positif® Maka proses pembuatan perjanjian harus
memperhatikan asas-asas yang harus dipenuhi di dalam hukum perjanjian.®
Pendapat Nieuwenhuis asas-asas hukum itu membentuk satu dengan lainnya
sebagai suatu sistem check and balance sehingga terciptanya suatu keseimbangan
dan mencegah adanya tumpang tindih di antara semua norma hukum yang ada.
Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa Asas-asas perjanjian adalah sebagai
berikut: a) asas konsensualisme; b) asas pacta sunt servanda; c) asas kebebasan
berkontrak; dan d) asas iktikad baik.°

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam
membuat perjanjian, namun demikian kebebasan itu tidak mutlak terdapat batasan-

batasan, salah satunya dibatasi oleh asas iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan

7 Eko Rial Nugroho, Penyusunan Kontrak: Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah
Tangan, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2021, him. 69.

8 1bid., him. 62.

® Nieuwenhuis, dikutip dari M. Muhtarom, Asas-asas hukum perjanjian: suatu landasan dalam
pembuatan kontrak, Jurnal Suhuf, Edisi No. Vol. 26, Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2014, him. 49.

10 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (bagian
pertama), Ctk. Kedua, FH Ul Press, Yogyakarta, 2014, him. 83-84.



salah satu asas penting dan mendasar di dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat
(3) KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan
iktikad baik.!!  Pendapat Ridwan Khairandy bahwa pembatasan kebebasan
berkontrak setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, faktor pertama yakni
makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik, di mana pelaksanaan iktikad baik tidak
hanya ada pada pelaksaan perjanjian, namun juga harus ada pada saat dibuatnya
perjanjian (pra pelaksanaan). Faktor kedua yakni bahwa makin berkembangnya
ajaran penyalahgunaan keadaan. Maka pengertian yang terkandung di dalam asas
iktikad baik adalah bahwa kebebasan berkontrak suatu pihak dalam membuat
perjanjian dibatasi oleh iktikad baiknya. Asas iktikad baik memiliki 2 (dua)
pengertian yaitu dalam arti objektif dan dalam artian subjektif. Iktikad baik dalam
pengertian objektif bahwa perjanjian dibuat harus mengindahkan norma kepatutan
dan kesusilaan, artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak
merugikan salah satu pihak. Iktikad baik dalam pengertian subjektif bahwa iktikad
baik terletak dalam sikap batin seseorang, dalam hukum benda dapat diartikan
dengan kejujuran.!?

Tidak jarang terjadi suatu permasalahan dalam suatu perjanjian. Salah satunya
seperti cidera janji, di antara salah satu pihak tidak dapat melaksanakan
kewajibannya untuk memenuhi prestasi tersebut atau dalam hal lain salah satu pihak

melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

11 Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta 2014, him.
10.

12 Miftah Arifin, Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas lktikad Baik dalam Hukum
Perjanjian, Jurnal lus Constitendum, No. 1 VVol. 5, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2020,
him. 68



Beberapa konsumen proyek Apartemen Meikarta yang merasa dirugikan
lantaran sampai saat ini banyak konsumen yang belum mendapatkan proses serah
terima. Para konsumen mengaku menyesal karena termakan iklan hunian murah
dengan fasilitas lengkap yang pada 2017 silam gencar dilakukan oleh Lippo Group.
Salah satu konsumen unit apartemen Meikarta bernama A. Rizki mengaku
menyesal telah menyelesaikan transaksi unit apartemen tesebut secara tunai karena
hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari pembangunan proyek apartemen
tersebut, justru A. Rizki mengkonfirmasi bahwa saat ini dirinya justru diminta
untuk pindah ke unit yang sudah siap huni, namun dengan syarat dikenakan biaya
tambahan.*3

Proyek Meikarta sempat tertunda karena diterpa berbagai permasalahan
hukum, salah satunya adalah terkait kasus suap dan perizinan. Pembangunan
Meikarta belum memenuhi persyaratan administratif karena belum memperoleh
izin dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pada saat itu, Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Barat menyatakan bahwa pembangunan proyek Meikarta harus dihentikan
terlebih dahulu dikarenakan perizinan tata ruang yang belum rampung. Namun
pihak Lippo Group tetap melakukan pemasaran properti tersebut meskipun belum
mengantongi izin atas pembangunan proyek tersebut.}* Pemasaran yang dilakukan

dengan sistem Pre Project Selling ini menawarkan beragam fasilitas yang

13 Muhammad Idris, Cerita pilu konsumen meikarta, bayar lunas ratusan juta rupiah, tapi unitnya
belum jelas, terdapat dalam https://money.kompas.com/read/2022/12/18/132656926/cerita-pilu-
konsumen-meikarta-bayar-lunas-ratusan-juta-rupiah-tapi-unitnya?page=all diakses pada tanggal 09
Januari 2023

14Hendra Kusuma, Alasan Deddy Mizwar minta proyek meikarta disetop, terdapat dalam
https://finance.detik.com/properti/d-3583534/alasan-deddy-mizwar-minta-proyek-meikarta-disetop
diakses pada tanggal 18 April 2023



https://money.kompas.com/read/2022/12/18/132656926/cerita-pilu-pembeli-meikarta-bayar-lunas-ratusan-juta-rupiah-tapi-unitnya?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/12/18/132656926/cerita-pilu-pembeli-meikarta-bayar-lunas-ratusan-juta-rupiah-tapi-unitnya?page=all
https://finance.detik.com/properti/d-3583534/alasan-deddy-mizwar-minta-proyek-meikarta-disetop

dijanjikan dan dengan harga yang terbilang cukup terjangkau membuat para
konsumen tertarik untuk memiliki hunian apartemen meikarta, yang kemudian
terjadi transaksi antara pengembang (developer) dan konsumen dengan adanya
Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau penegasan pemesanan
sebagai bukti bahwa telah melakukan pemesanan satuan unit apartemen Meikarta.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan kepatuhan artinya
penilaian terhadap tindakan iktikad baik dinilai dari apakah hal-hal yang telah
diperjanjikan telah dilaksanakan, dan bertujuan mencegah dari perilaku tidak patut
dan tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak.®

Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan pada skripsi ini adalah
menganalisis bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam transaksi pemasaran
dan penjualan unit apartemen Meikarta secara Pre Project-Selling antara pihak
pengembang (developer) dengan konsumen.
B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan
dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Pengembang Meikarta telah menerapkan asas iktikad baik dalam

pemasaran dan penjualan unit Apartemen melalui P3U?
2. Bagaimana keabsahan P3U dalam pemasaran dan penjualan unit Apartemen

Meikarta?

15 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, him. 27



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengembang Meikarta telah menerapkan asas iktikad

baik dalam pemasaran dan penjualan unit Apartemen melalui P3U.

2. Untuk mengetahui keabsahan P3U dalam pemasaran dan penjualan unit

Apartemen Meikarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan penelitian ini mencoba mengaitkan dengan beberapa karya ilmiah

terdahulu, sehingga akan ditemukan beberapa keterkaitan dengan karya ilmiah di

atas. Adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No

Penelitian

Terdahulu

Unsur Pembeda

Ahmad Syauqi
Robbi®

Skripsi tersebut berjudul Keabsahan Transaksi

Jual Beli Properti Menggunakan Sistem Pre

Project Selling ditinjau Dari Hukum Perjanjian.

Rumusan masalah pada skripsi ini mengenai:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan
mengatur jual beli apartemen secara Pre
Project Selling?

2. Bagaimana Keabsahan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam
penjualan satuan unit apartemen Meikarta
secara Pre Project Selling?

3. Bagaimana Tanggung Jawab hukum
pengembang  (developer) bagi para
konsumen satuan unit properti Meikarta
secara Pre Project Selling?

Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum jual beli secara Pre Project
Selling tidak lepas dari ketentuan
KUHPerdata, UU Nomor 1 Tahun 2011

16 Ahmad Syauqi, Skripsi: Keabsahan Transaksi Jual Beli Properti Menggunakan Sistem Pre
Project Selling Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

Jakarta, 2019.



tentang  Perumahan  dan  Kawasan
Pemukiman, dan UU Nomor 20 tahun 2011
tentang Rumah Susun. Pasal 42 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 2011 mengatur bahwa pada
proses Pre Project Selling menggunakan
Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB)
dan sebagaimana Pasal 42 UU Nomor 20
Tahun 2011 menentukan bahwa pada proses
Pre Project Selling menggunakan Perjanjian
Bersyarat.

2. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) dalam penjualan satuan unit
apartemen Meikarta secara Pre Project
Selling yang dituangkan dalam bentuk
Nomor Urut Pemesanan (NUP) oleh PT
Mahkota Sentosa Utama selaku
pengembang (developer) terhadap calon
terhadap calon konsumen adalah tidak sah
dan batal demi hukum dikarenakan
perjanjian  tersebut melanggar syarat
objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu
mengenai suatu hal tertentu dan kausa yang
halal. Serta PPJB tersebut tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana Pasal 43 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rumah Susun menentukan maka
perjanjian tersebut batal demi hukum karena
persyaratan-persyaratan tersebut merupakan
tujuan utama agar PPJB dapat dibuat

3. Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa
tanggung jawab hukum pengembang
apabila salah satu pihak melakukan
kesalahan yang dilakukan salah satu pihak
dalam kredit pemilikan rumah susun maka
didasarkan pada perbuatan wanprestasi.
Perbuatan Melawan Hukum sebagimana
Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa
tanggung jawab pengembang dalam hal
konsumen tidak menerima rumah susun
sesuai dengan yang diperjanjikan pada awal
perjanjian kredit kepemilikan. Demikian
pihak yang melakukan kesalahan harus
mengganti kerugian.

Perbedaan dengan yang akan diteliti adalah

dalam skripsi ini  membahas dari sisi

implementasi asas iktikad baik dalam transaksi
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pemasaran dan penjualan unit apartemen

Meikarta dengan pre project selling.

2. | Vinna Skrispi tersebut berjudul Tanggung Jawab

Khairunnisa'’ Pengembang (developer) Dalam Penjulan

Satuan Unit Apartemen Meikarta Secara Pre

Project Selling. Rumusan masalah pada skripsi

ini mengenai:

1. Bagaimana keabsahan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam
penjualan satuan unit apartemen Meikarta
secara Pre Project Selling?

2. Bagaimana tanggung jawab  pihak
pengembang (developer) dalam penjualan
satuan unit apartemen Meikarta secara Pre
Project Seliing?

Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) dalam penjualan satuan unit
apartemen Meikarta secara Pre Project
Selling yang dituangkan dalam bentuk
Nomor Urut Pemesanan (NUP) oleh PT
Mahkota Sentosa Utama selaku
pengembang (developer) terhadap calon
terhadap calon konsumen adalah tidak sah
dan batal demi hukum dikarenakan
perjanjian  tersebut melanggar Syarat
objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu
mengenai suatu hal tertentu dan kausa yang
halal. Serta PPJB tersebut tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana Pasal 43 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rumah Susun menentukan maka
perjanjian tersebut batal demi hukum karena
persyaratan-persyaratan tersebut merupakan
tujuan utama agar PPJB dapat dibuat.

2. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa
tanggung jawab secara hukum pengembang
(developer) dikatakan melakukan Perbuatan
Melawan Hukum, maka pengembang
(developer) diminta pertanggungjawaban
atas kerugian calon konsumen.

17Vinna Khairunnisa, Skripsi: Tanggung Jawab Pengembang (developer) Dalam Penjualan
Satuan Unit Apartemen Meikarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
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Perbedaan dengan yang akan diteliti adalah
dalam skripsi ini membahas dari sisi
implementasi asas iktikad baik dalam transaksi
pemasaran dan penjualan unit apartemen
Meikarta dengan pre project selling.

Imanuel Bagus
Sumardiputro®8

Skrispi tersebut berjudul Implikasi Perjanjian

Pendahuluan Jual Beli Satuan Unit Apartement

Secara Pre Project Selling. Rumusan masalah

pada skripsi ini mengenai:

1. Bagaimana implikasi kontrak PPJB
terhadap developer sebagai penjual dengan
konsumen dalam konsumenan apartement
yang dijual secara pre project selling?

Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Jual beli hak atas satuan unit apartemen
dengan sistem pre project selling yang
diawali dengan adanya PPJB antara
developer dengan  konsumen. PPJB
merupakan bukti terjadinya hubungan
hukum antara developer dengan konsumen.
Konsumen diikat dengan PPJB yang sudah
disepakati para pihak dengan objek berupa
tanah beserta apartemen yang akan
dibangun di atasnya. Perjanjian
pendahuluan ini belum memuat perpindahan
hak kepemilikan yang nantinya akan
dilakukan setelah para pihak telah
melaksanakan kewajiban dan menerima
haknya. Apabila semua hak dan kewajiban
para pihak sudah terpenuhi, barulah demi
kepentingan  peralihan  haknya harus
dibuatkan AJB hak atas tanah beserta
bangunan dalam hal ini apartemen di
hadapan PPAT.

Perbedaan dengan yang akan diteliti adalah

dalam skripsi ini  membahas dari sisi

implementasi asas iktikad baik dalam transaksi
pemasaran dan penjualan unit apartemen

Meikarta dengan pre project selling.

18 Imanuel Bagus Sumardiputro, Skripsi: Implikasi Perjanjian Pendahuluan Jual Beli

Satuan Unit Apartement Secara Pre Project Selling, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga,

2020.



12

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan kepustakaan mengemukakan beberapa ketentuan dan batasan
yang menjadi sorotan dalam mengadakan studi kepustakaan. Adapun tinjauan
kepustakaan tentang skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Pada Umumnya

Secara umum perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau
lebih yang berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam hal ini
adalah hak dan kewajiban.'® Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian
atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi tersebut menurut para
ahli tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan
persetujuan sepihak saja, sangat luas karena digunakannya perkataan perbuatan
yang dianggap memiliki makna yang cukup luas.?’ Para ahli memberikan definisi
perjanjian dengan perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.?

Subjek dari perjanjian adalah para pihak yang membuatnya, dalam hal ini
terdapat pihak yang wajib memberikan atau melakukan prestasi dan pihak yang
berhak atas prestasi tersebut. Objek dari perjanjian adalah suatu prestasi. Prestasi
sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata menentukan adalah meyerahkan sesuatu,

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.??

19 Eviariyani, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013), him. 2.

20 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,
Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2010, him. 16.

21 |bid., him. 18.

22 M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, him.
10.
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2. Syarat sah perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian dinyatakan
sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
c. Suatu hal tertentu; dan
d. Adanya kausa yang halal.

Syarat yang pertama dan syarat kedua merupakan syarat yang menyangkut
subjek, dan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat yang menyangkut
terkait objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya maka
dapat dibatalkan, sedangkan suatu perjanjian yang mengandung cacat pada
objeknya maka memiliki akibat hukum yaitu batal demi hukum.?

3. Asas dalam Kontrak

Asas hukum merupakan sebuah pedoman bagi para pihak dalam melakukan
suatu perjanjian. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa asas di dalam perjanjian
sebagai pedoman bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian hingga menjadi
suatu perikatan yang dapat dipaksakan pelaksannaan atau pemenuhannya.?* Asas-
asas hukum di dalam perjanjian sebagai berikut :

a. Asas Personalia;
b. Asas Konsensualitas;

c. Asas Kebebasan Berkontrak;

23 J Satrio, Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung,1992, him. 126.

24 M. Natsir Asnawi, Aspek Hukum Janji Prakontrak: Telaah Dalam Kerangka Pembaruan
Hukum Kontrak di Indonesia, Ull Press, Yogyakarta, 2017, him. 13.
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d. Asas lktikad Baik;
e. Asas Pacta Sunt Servanda;
f. Asas Keadilan.
4. Apartemen

Apartemen merupakan istilah lain dari salah satu bentuk rumah susun, di
mana terdapat pemisahan hak atas bangunan dengan segala sesuatu yang menjadi
bagiannya, hak atas tanah yang bersangkutan serta bagian-bagiannya pula dan hak
atas tanah yang khusus atas bagian tertentu dari bangunan yang dipergunakan
secara terpisah.?®

Secara spesifik antara apartemen dan rumah susun tidak ada perbedaan
bentuk, struktur dan konstruksi. Peraturan mengenai apartemen di Indonesia
mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mendefinisikan
rumah susun dengan bangunan Gedung bertingkat yang dibangun di dalam suatu
lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara
fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan
tanah bersama.?

Satuan rumah susun dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah atau

secara perorangan dalam hal ini hak yang dimiliki ialah hak perseorangan,

25 Suriansyah Murhaini, Op. Cit., him. 39.
26 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
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sedangkan bangunan dan tanahnya merupakan hak bersama, yaitu bagian bersama,

benda bersama dan tanah bersama. Macam-macam rumah susun di Indonesia dibagi

menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Rumah Susun Sederhana (rusuna), pada umumnya dihuni oleh golongan yang
kurang mampu. Biasanya dijual atau disewakan oleh Perumnas (BUMN)

b. Rumah Susun Menengah (Apartemen), pada umumnya dihuni oleh golongan
menengah. Biasanya dijual atau disewakan oleh Perumnas/Pengembang Swasta
kepada masyarakat golongan menengah kebawah.

¢. Rumah Susun Mewah, biasanya dijual kepada masyarakat golongan menengah
ke atas atau juga dijual kepada orang asing oleh pengembang swasta.?’

5. Perjanjian Jual beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian antara pihak penjual dan
pihak konsumen, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak
miliknya atas sesuatu barang kepada konsumen, dan konsumen mengikatkan diri
untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati
dalam perjanjian mereka.?® Maka dari definisi tersebut dapat disimpulkan unsur
mutlak yang harus ada di dalam perjanjian jual beli adalah adanya perikatan antara
pihak penjual dan konsumen.

Terjadinya perjanjian jual beli bermula dari adanya suatu penawaran yang
berasal dari penjual maupun konsumen baik dilakukan secara eksplisit maupun

implisit, baik tertulis maupun lisan kemudian dituangkan di dalam pernyataan

2" Suriansyah Murhaini, Op.Cit., him. 37.
28 Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Ull,
Yogyakarta, 1989, him. 115.
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kehendak. Pernyataan kehendak ini dapat dilakukan secara eksplisit dan implisit ,
pernyataan implisit biasanya dituangkan dalam simbol atau secara diam-diam.
Penawaran sering dijumpai pada saat negoisasi atau tawar menawar mengenai
harga dan barang yang kemudian kesesuaian kehendak tersebut di kedalam
pernyataan kehendak. Apabila penawaran tersebut di terima maka terjadilah kata
sepakat. Kata sepakat inilah yang kemudian melahirkan suatu perjanjian jual beli
dan mengikat para kedua belah pihak,?® Sesuai berlakunya asas konsensualitas
dalam perjanjian, yaitu perjanjian timbul lahir karena adanya kesepakatan dan
sudah ada sejak tercapainya kata sepakat.*
6. Hak dan kewajiban penjual

Pasal 1474 KUHPerdata menentukan bahwa penjual memiliki kewajiban
utama yaitu menyerahkan benda yang dijualnya dan menanggungnya atau
menjaminnya.®! Penyerahan adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya ke
dalam kekuasaan dan kepunyaan konsumen.3? Selain terkait penyerahan barang
penjual memiliki kewajiban untuk menanggung atau menjamin benda yang
dijualnya tersebut, yaitu menjamin tidak adanya cacat tersembunyi dan
menanggung kenikmatan tentram atas benda tersebut.®® Adapun hak penjual adalah
hak untuk mendapatkan pembayaran dari pihak konsumen.

7. Hak dan kewajiban konsumen

2 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual beli, Ctk. Pertama, FH UlI Press, Yogyakarta, 2016, him.
30-31.

30 Hartono Soerjopratiknjo, Aneka Perjanjian Jual Beli, Ctk. Pertama, Seksi Notariat Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, him. 3.

31 Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

32 pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, Op. Cit., him. 81
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Pasal 1513 KUHPerdata menentukan bahwa kewajiban utama konsumen
adalah membayar harga konsumenan sebagaimana di tentukan perjanjian. Harga
yang di maksud adalah harus berbentuk uang, jika pembayaran dilakukan tidak
dengan dalam bentuk uang, misalnya dengan menggunakan benda tertentu maka
perjanjian tersebut telah berubah bentuk menjadi perjanjian tukar menukar, bukan
perjanjian jual beli.** Adapun hak konsumen adalah mendapatkan barang ang
dibelinya dan hak milik atas barang tersebut.®®

8. Pre Project Selling

Pre project selling merupakan penjualan atas suatu proyek atau bangunan,
di mana objek bangunan tersebut akan ada di masa mendatang. Pengembang
(developer) melakukan pemasaran terlebih dahulu kepada konsumen dengan
menggunakan berupa brosur atau iklan penawaran. Sistem pre project selling
terdapat 2 (dua) perjanjian yaitu PPJB dan Perjanjian jual beli.®

9. PPJB

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang
selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan
setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat
dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun
atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang

dinyatakan dalam akta notaris. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang

3 1bid., hlm. 86.

% bid., him. 91.

36 Rizki Tri Anugrah Bhakti, Perlindungan Hukum Konsumen Properti Atas Sistem Pre Project-
Selling di Kota Batam, Jurnal Cahaya Keadilan, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas
Putera Batam, 2019, him. 241.
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selanjutnya disebut Sistem PPJB merupakan rangkaian proses kesepakatan antara
Setiap Orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang
dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual
Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.’

PPJB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. PPJB merupakan
kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual
beli rumah atau satuan Rumah Susun yang dapat dilakukan oleh pelaku
pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah Susun atau dalam proses
pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah Deret yang dibuat di hadapan
notaris.®

10. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata mengatur tentang asas iktikad baik bahwa
“perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik”. Doktrin dan yurispudensi,
memaknai iktikad baik dengan melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan
perjanjian secara rasional dan patut dalam artian bahwa isi perjanjian harus rasional
dan patut. Asas iktikad baik merupakan dasar dan penting di dalam membuat suatu
perjanjian.

Para pihak dalam membuat perjanjian wajib bertindak sebagai pribadi yang
baik, pribadi yang baik dinilai dari kejujuran seseorang dalam melakukan suatu

perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada waktu

37 Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

38 Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
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diadakan perbuatan hukum tersebut (dalam arti subjektif).® Para pihak dalam
membuat dan melaksanakan perjanjian perlu memperhatikan norma-norma
kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum (dalam arti objektif).*° Asas iktikad
baik dalam hukum perjanjian dibedakan menjadi 2 yaitu :
a. lktikad baik saat mengadakan atau membuat perjanjian (pra pelaksanaan)

Iktikad baik pada saat pra pelaksanaan merupakan motivasi dan pemahaman
diri bahwa perjanjian yang akan dibuat tersebut merupakan hasil dari persesuaian
dan pertemuan dua kehendak dan tidak pertentangan dengan norma-norma yang
ada. lktikad baik ditunjukkan dengan memastikan bahwa semua syarat sah
perjanjian telah terpenuhi sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut.
b. Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak

Iktikad baik pelaksanaan kontrak, ditunjukkan dengan kesungguhan untuk
melaksanakan semua prestasi yang disematkan kepadanya dan berusaha
semaksimal mungkin tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan hak-hak pihak
lain dalam kontrak tersebut.*
F. Definsi Operasional

1. Asas lktikad Baik merupakan suatu asas yang menentukan bahwa suatu

perjanjian harus dibuat secara patut dan dilaksanakan dengan

memperhatikan norma kesusilaan, kemanfaatan, dan ketertiban umum.

% A Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, him. 19.
40 Eko Rial Nugroho, Op. Cit., him. 79.
41 M. Natsir Asnawi, Op. Cit., him.15.
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2. Meikarta merupakan sebuah nama proyek apartemen yang dibangun oleh
PT Mahkota Sentosa Utama anak perusahan PT Lippo Cikarang Tbk yang
terletak di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

3. Pre Project Selling merupakan suatu strategi penjualan suatu proyek atau
bangunan di masa mendatang, pemasaran menggunakan hanya berupa
brousr atau iklan penawaran. Dalam artian objek yang di tawarkan belum

selesai dibangun atau bahkan belum pada tahap pembangunan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan tidak hanya sekedar
mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek. Terkait pencarian dalam sebuah
penelitian adalah pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang dapat menjawab
beberapa pertanyaan dan ketidaktahuan tertentu.*?

Penelitian hukum merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan
pengetahuan yang benar mengenai hukum. Pengetahuan yang benar tersebut
berfungsi untuk menjawab, menjelaskan, dan memecahkan berbagai masalah
hukum secara ilmiah. Dalam mencari dan menemukan pengetahuan hukum yang
benar tentu perlu cara, cara itu disebut metode.** Metode Penelitian Hukum
dibedakan menjadi 2 model yaitu penelitian hukum doktrinal (normatif) dan

penelitian hukum nondoktrinal (empiris).**

42 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Ctk. Pertama,. PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1997, him. 27-28.

4 M. Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021,
him. 48.

4 Ibid., him. 51.
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Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen,
karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder
yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan,
yang didasarkan pada data primer atau data yang didapat langsung dari
masyarakat.*®

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini,
diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau
data sekunder yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka
yang ada maka, penulisan ini juga bersifat penulisan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus
(case approach), pendekataan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekataan kasus (case approach)
mengunakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*® Dalam
putusan pengadilan yang diteliti mengenai ratio decendendi.*’ Pendekatan
perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

4 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Ctk. Ketiga, Alfabeta, Bandung,
2015, him. 51-53.

46 Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Ctk. Ketigabelas, Kencana,Januari, 2017,
him. 134.

47 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Ctk. Kedua,
Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him.119.
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ditangani.*® Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan tidak berawal
dari suatu aturan hukum yang ada karena memang belum ada atau tidak ada aturan
hukum untuk masalah yang dihadapi.®® Pendekatan konseptual merujuk pada
prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para
sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

3. Objek Penelitian

Asas dan sistem Norma berkenaan dengan Penerapan asas iktikad baik

dalam perjanjian jual beli unit Apartemen Meikarta. Norma yang menjadi objek
penelitian adalah norma hukum tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum Penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini

menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat secara yuridis. Bahan primer yang
digunakan antara lain:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

48 peter Mahmud, Op.Cit., him. 133.
49 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Op.Cit., him. 115
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b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian-penelitian
terdahulu, buku-buku sebagai pedoman yang berkaitan dengan pokok
permasalahan antara lain meliputi buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, dan
sebagainya yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer, serta buku wajib Pedoman
Penulisan Hukum
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum
primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang

dipergunakan yaitu:
a) Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu Teknik mengumpulkan literatur-literatur yang
berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil
kesimpulannya.
b) Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada narasumber yaitu terhadap pihak konsumen
dalam pemesanan satuan unit apartemen Meikarta yang telah melakukan transaksi

jual beli dengan pihak pengembang (developer)
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6. Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan
cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan
permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut kemudian akan disajikan

dalam bentuk narasi.

H. Kerangka SKkripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun
menggunakan sistematika sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan
pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.
BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI DAN ASAS
IKTIKAD BAIK SERTA RUMAH SUSUN

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan atas tinjauan teori mengenai
perjanjian, perjanjian jual beli unit apartemen, perjanjian pengikatan jual beli, asas
iktikad baik dan rumah susun.
BAB 11l PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN KEABSAHAN P3U UNIT
APARTEMEN MEIKARTA

Merupakan bab hasil penelitian mengenai pembahasan untuk menjawab
permasalahan yang dirumuskan oleh penulis.

BAB IV PENUTUP
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Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab
sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun

mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.



BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI DAN ASAS

IKTIKAD BAIK SERTA RUMAH SUSUN

A. Perjanjian pada umumnya
1. Pengertian Perjanjian
Secara umum perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau

lebih yang berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam hal ini
adalah hak dan kewajiban.® Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313
KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun definisi tersebut
menurut para ahli tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena hanya
menyebutkan persetujuan sepihak saja, sangat luas karena digunakannya perkataan
perbuatan yang dianggap memiliki makna yang cukup luas.>* Demikian dengan
menurut Suryodiningrat yang berpendapat bahwa Pasal 1313 KUHPerdata
memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut®?:

a. Hukum tidak ada hubungannya dengan setiap perikatan, dan tidak ada
hubungannya dengan sumber perikatan. sebab apabila ditafsirkan secara luas,
setiap janji merupakan suatu persetujuan.

b. Perkataan perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan akibat

hukum tanpa dimaksudkan.

S0Eviariyani, Loc.Cit.
S1Agus Yudha Hernoko, Loc.Cit.
52 |bid., him. 17.
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c. Definisi pada Pasal 1313 KUHPerdata hanya mengenai perjanjian sepihak
(unilateral), satu pihak sajalan yang berprestasi sedangkan pihak lain tidak
berprestasi. Seharusnya dalam suatu perjanjian para pihak saling berprestasi.

d. Pasal 1313 KUHPerdata hanya mengenai persetujuan obligatoir (melahirkan
hak dan kewajiban bagi para pihak), dan tidak berlaku bagi perjanjian jenis lain.

e. Kemudian para ahli memberikan definisi perjanjian dengan perbuatan hukum
di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih.>
Subjek dari perjanjian adalah para pihak yang membuatnya, dalam hal ini

terdapat pihak yang wajib memberikan atau melakukan prestasi dan pihak yang

berhak atas prestasi tersebut. Objek dari perjanjian adalah suatu prestasi. Prestasi
sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdata adalah meyerahkan sesuatu, melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.>*

2. Unsur-unsur dalam perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia dapat
diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi, sebagai berikut:

a. Unsur essentialia
Unsur essentialia merupakan unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian.

Tanpa adanya unsur essentialia maka tidak ada nya suatu perjanjian. Misalnya

dalam perjanjian sewa menyewa unsur mutlak yang harus ada pada perjanjian ini

adalah suatu kenikmatan atas suatu barang dan harga sewa. Dalam perjanjian jual

53 1bid., him. 18.
% M Yahya Harahap, Loc.Cit.
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beli unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang
dan harga barang tersebut.>®
b. Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang diatur oleh hukum tetapi dapat
dikesampingkan oleh para pihak.>®
c. Unsur accidentalia

Unsur accidentalia merupakan unsur yang merupakan sifat pada perjanjian
yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.>’

3. Syarat sah perjanjian

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal
1320 KUHPerdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenubhi
4 (empat) syarat yaitu :

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang
atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang dicapai tidak boleh adanya
unsur paksaan (1324 KUHPerdata), penipuan (1328 KUHPerdata) dan kekhilafan
(1322 KUHPerdata). Jika suatu perjanjian mengandung unsur-unsur tersebut maka
perjanjian tersebut dapat dibatalkan.>®

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

% Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (bagian
pertama). Op.cit., 66-67

%6 | bid.

57 Ibid.

8Eviariyani, Op.Cit., him. 7.
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Para pihak dalam mengadakan perjanjian merupakan pihak yang memiliki
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan berlaku bagi subjek
hukum dari perjanjian. Subjek hukum “orang” (naturlijke person) maka orang
tersebut harus sudah dewasa. Kecakapan menurut hukum diartikan bahwa para
pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa (telah
mencapai 21 tahun atau sudah menikah) dan memiliki akal sehat. Ketentuan yang
termuat dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu bahwa orang yang tidak cakap hukum
adalah sebagai berikut:>®
(1) Anak yang belum dewasa
(2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
(3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukanundang-undang dan

pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat

persetujuan tertentu

Pasal 330 KUHPerdata seseorang yang belum dewasa apabila berumur dibawah
21 tahun dan belum menikah. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Jabatan Notaris Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa seorang dewasa adalah
penghadap berumur 18 tahun atau telah menikah. Maka ketentuan dalam Pasal 330
KUHPerdata tidak berlaku lagi.®°

Subjek badan hukum atau rechtpersoon atau orang yang diciptakan oleh hukum

adalah badan hukum yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta

9Surainsyah Murhaini, Op.Cit., him. 79
€0 Ibid., him. 80
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melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dan dapat memiliki kekayaan sendiri
terpisah dari kekayaan pengurusnya.®?
c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertetu atau adanya obyek perjanjian. Obyek dari suatu perjanjian
adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang
menjadi hak kreditur. Prestasi dapat berupa suatu perbuatan positif dan perbuatan
negatif. Perbuatan positif artinya prestasi dapat berupa memberikan sesuatu dan
berbuat sesuatu. Perbuatan negatif artinya prestasi dapat berupa tidak berbuat
sesuatu.®
d. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1336 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai
kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu
atau terlarang. Pasal 1337 KUHPerdata mengatur tetang pengertian terkait suatu
sebab yang halal yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adanya kesepakatan dua belah pihak dan kecakapan untuk melakukan
perbuatan hukum merupakan termasu syarat subjektif, suatu hal tertentu dan suatu
sebab yang halal merupakan termasuk syarat objektif. Syarat subjektif merupakan
syarat yang apabila tidak terpenuhi syarat ini maka mengakibatkan sebuah
perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif merupakan syarat

yang apabila tidak terpenuhinya persyaratan ini maka mengakibatkan perjanjian

61 Eviariyani, Op.Cit., him. 8.
82 1bid., him. 9.
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batal demi hukum atau perjanjian yang telah terbentuk tersebut dianggap tidak
pernah ada.®®

4. Asas-asas dalam Perjanjian

Kedudukan asas dalam sistem hukum yang mengatur sistem hukum mempunyai
peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau sebuah pondasi yang
menopang berdirinya suatu norma hukum. Posisi asas hukum memiliki fungsi
sebagai suatu pondasi yang memberikan arah atau tujuan serta penilaian
fundamental, yang mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis. Bahkan
dalam satu mata rantai sistem, asas, norma, dan tujuan hukum berfungsi sebagai
pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.®*

Asas-asas perjanjian terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu sebagai
berikut:
a. Asas konsensualisme;
b. Asas pacta sunt servanda;
c. Asas kebebasan berkontrak; dan

d. Asas iktikad baik.

Menurut Ridwan khairandy hukum perjanjian terdapat empat asas yang saling
berkaitan satu dengan yang lainnya, asas tersebut yaitu sebagai berikut:%°
a. Asas konsensualisme (the principle of consensualism)

b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract)

8 Dijan Widijowati, Pengantar llmu Hukum, ANDI, Yogyakarta 2018, him. 153-154

6 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., him. 21-22.

8 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (bagian
pertama), Op.Cit., him. 85.



32

c. Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract)
d. Asas iktikad baik (principle of good faith).
e. Asas kebebasan berkontrak

Asas konsensualisme yaitu bahwa Suatu perjanjian harus didasarkan pada
consensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Asas
konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir jika ada kata sepakat atau
persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tidak
ada kata sepakat, maka tidak terjadi perjanjian.®®

Asas pacta sunt servanda atau asas kekuatan mengikatnya kontrak yaitu bahwa
suatu perjanjian mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat
perjanjian tersebut. Dengan adanya kesepakatan atau konsensus dari para pihak,
maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian mengikat perjanjian
sebagaimana layaknya undang-undang.®’

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan iktikad baik. Perundang-undangan tidak memberikan definisi
yang jelas mengenai iktikad baik. Iktikad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di
artikan dengan kepercayaan, keyakinan dan kemauan (yang baik). Asas lIktikad baik
merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan isi
dari suatu kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun

kemauan baik dari para pihak.%® Iktikad baik dalam kontrak dilaksanakan pada

€ Ibid., him. 90.

®7Ibid., him. 91.

®8Vinna Khairunnisa, Skripsi: Tanggung Jawab Pengembang (developer) Dalam Penjualan
Satuan Unit Apartemen Meikarta Secara Pre Project Selling, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 2018, him. 34.
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pelaksanaan kontrak, namun juga dilaksanakan pada tahap pra kontrak karena
kedua macam iktikad baik kedua tahap ini memiliki makna yang berbada. Iktikad
baik pada tahap pra kontrak disebut juga iktikad baik subjektif karena didasarkan
pada kejujuran para pihak, kemudian iktikad baik pada tahap pelaksanaan kontrak
disebut iktikad baik objektif karena mengacu pada isi perjanjian.®

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia berkaitan dengan sistem
terbuka dalam Buku Il KUHPerdata yaitu merupakan hukum pelengkap yang
boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Adanya
asas kebebasan berkontrak, orang dapat bebas membuat suatu perjanjian yang
kemudian lahirlah perjanjian-perjanjian tidak bernama.

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat sah
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

5. Berakhirnya suatu Perjanjian

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hapusnya
suatu perjanjian dikarenakan beberapa hal yaitu:

a) Karena pembayaran

b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau
penitipan

c) Karena pembaharuan utang

d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi

e) Karena pencampuran utang

8 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., him.91-92.
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f) Karena pembebasan utangnya

g) Karena musnahnya barang yang terutang
h) Karena kebatalan atau pembatalan

1) Karena berlakunya suatu syarat batal, dan

j) Karena lewat waktu.

B. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak
konsumen, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak
miliknya atas sesuatu barang kepada konsumen, dan konsumen mengikatkan diri
untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati
dalam perjanjian mereka.”® Maka dari definisi tersebut dapat disimpulkan unsur
mutlak yang harus ada di dalam perjanjian jual beli adalah adanya perikatan antara
pihak penjual dan konsumen.

Terjadinya perjanjian jual beli bermula dari adanya suatu penawaran yang
berasal dari penjual maupun konsumen baik dilakukan secara eksplisit maupun
implisit, baik tertulis maupun lisan kemudian dituangkan di dalam pernyataan
kehendak. Pernyataan kehendak ini dapat dilakukan secara eksplisit dan implisit ,
pernyataan implisit biasanya dituangkan dalam simbol atau secara diam-diam. Pada
penawaran tidak sering banyak dijumpai terjadinya negoisasi atau tawar menawar
mengenai harga dan barang yang kemudian kesesuaian kehendak tersebut di
kedalam pernyataan kehendak. Apabila penawaran tersebut diterima maka

terjadilah kata sepakat. Kata sepakat inilah yang kemudian melahirkan suatu

0 Djohari Santoso dan Achmad Ali, Loc.Cit.
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perjanjian jual beli dan mengikat para kedua belah pihak,"* Sesuai dengan
berlakunya asas konsensualitas dalam perjanjian, yaitu perjanjian timbul lahir
karena adanya kesepakatan dan sudah ada sejak tercapainya kata sepakat.

Pasal 1458 KUHPerdata menentukan bahwa jual beli dianggap telah terjadi
apabila antara kedua belah pihak telah mencapai kata sekapat mengenai barang dan
harga, meskipun barang belum diserahkan penjual dan konsumen belum membayar
harganya. Pada Pasal 1459 KUHPerdata menentukan bahwa hak milik atas barang
yang dijual belum beralih kepada konsumen selama barang tersebut penyerahannya
belum dilakukan. Penyerahan diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas benda
tersebut. Selama penyerahan belum dilakukan maka hak milik benda tersebut belum
beralih."

Suatu perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum yaitu timbul nya hak dan
kewajiban. Dalam hal ini hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli yaitu:

1. Kewajiban Penjual

Pasal 1474 KUHPerdata menentukan kewajiban utama penjual adalah
menyerahkan bendanya dan menanggung atau menjaminnya. penyerahan
merupakan menyerahkan barang yang telah dijualnya ke dalam kekuasaan dan
kepunyaan konsumen.” Penjual harus menjamin bahwa konsumen dapat
menguasai barang secara aman dan damai dan penjual harus menjamin bahwa
barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi.”* Apabila barang yang diberi

ternyata mengandung cacat tersembunyi maka konsumen dapat menuntut

I Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual beli., Loc.Cit.
72 |bid., hlm. 53-54.

3 Ibid., him. 79-80.

4 Ibid., him. 82.
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pengembalian uang yang telah dibayar kepada penjual dan mengembalikan barang
yang dibeli.

2. Kewajiban Konsumen

Pasal 1513 KUHPerdata menentukan bahwa kewajiban utama konsumen adalah
membayar harga konsumenan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
sebagaimana ditentukan perjanjian. Pembayaran harus berbentuk uang, jika
pembayaran bukan dalam bentuk uang contoh dengan menggunakan barang maka
perjanjian tersebut berubah bentuk menjadi perjanjian tukar menukar, bukan
perjanjian jual beli.”
C. Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang isi dari suatu perjanjian
tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya
mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukan bagi setiap orang
yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan
kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.’®

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menerangkan bahwa klausula (perjanjian) baku adalah setiap aturan atau
ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu

secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

5 1bid., him. 86.
6 Kelik Wardiono, Perjanjian Baku Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian
Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya, Ombak, Yogyakarta, 2014, him. 11.



37

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”” Perjanjian baku

dapat dibagi menjadi:’®

1. Perjanjian baku sepihak (perjanjian standar umum) adalah perjanjian yang
isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian.
Kedudukan yang kuat dalam hal ini adalah pihak kreditur yang pada umumnya
mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan dengan pihak debitur.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian yang isinya
ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

3. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat adalah
perjanjian yang sejak awal sudah disediakan untuk memenuhi permintaan

masyarakat yang meminta bantuan kepada mereka.

Perjanjian berhubungan dengan adanya keinginan agar tidak mengalami
kerugian terlalu besar pada salah satu pihak dihindari dengan mencantumkan
syarat-syarat yang bermaksud untuk mengurangi atau meringankan atau bahkan
menghapuskan sama sekali tanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Klausul
eksonerasi merupakan syarat dalam suatu perjanjian yang berupa pengecualian
tanggung jawab atau kewajiban terhadap akibat dari suatu peristiwa, yang menurut
hukum yang berlaku seharusnya di tanggung resikonya oleh pihak yang telah
mencantumkan klausul tersebut.”® Pada perjanjian baku terdapat pembatasan
terhadap klausul eksonerasi, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pembatasan yang tegas terkait

" pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8 Kelik Wardiono, Op.Cit., him. 12.
% Ibid., him. 13.
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pencantuman Klausul baku dan klausul eksonerasi. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU

Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa:®°

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap doumen dan atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli konsumen

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan
Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 8 tahun 1999 menetapkan bahwa setiap klausul

baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen perjanjian yang memenuhi

8 pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
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ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi
hukum. 8!
D. Asas lktikad Baik

Pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat
ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjjian tersebut harus
dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas-asas perjanjian yang tergantung didalam
Pasal 1338 KUHPerdata adalah asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas
kebebasan berkontrak, dan asas iktikad baik.%?

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan
peraturan yang bersifat memaksa sekalipun para pihak telah bersepakat untuk
memuat suatu klausul yang sifatnya demikian berat sebelah, sehingga menimbulkan
rasa ketidak adilan, namun tetap saja klausul-klausul yang terdapat di dalam
perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas
iktikad baik.®lktikad baik pada hakikatnya adalah kejujuran dan kepatutan atau
keadilan yang mengandung makna kepercayaan, transparansi, taat norma, tanpa
paksaan dan tanpa tipu daya.®*Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan iktikad

baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”. Maksud dari Pasal 1338 ayat

81 pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

82 Ridwan khairandy, Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (bagian
pertama), Op.Cit., him. 84.

8 Kelik Wardiono, Op.Cit., him. 38

8 Miftah Avrifin, Op.Cit., hIm.75
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(3) KUHPerdata tersebut adalah perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan
dan keadilan. Iktikad baik memiliki pengertian yang luas.

Pada intinya iktikad baik merupakan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak
merugikan pihak lain atau dengan tidak mengambil keuntungan tertentu di luar dari
hal-hal yang disadari oleh pihak lain tersebut.®® Iktikad baik ditunjukkan dengan
perilaku yang jujur, dan tidak menyembunyikan informasi-informasi tersembunyi
yang seharusnya diketahui oleh pihak lain.2® Iktikad baik tidak hanya mengacu pada
kejujuran tetapi juga nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Iktikad baik
mencerminkan standar keadilan kepatutan masyarakat.®

Batasan mengenai iktikad baik sulit ditemukan, tetapi pada umunya iktikad baik
merupakan suatu bagian dari kewajiban kontraktual. Demikian apa yang mengikat
bukan sekedar apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh para pihak melainkan juga
apa yang menurut iktikad baik juga diharuskan. Iktikad baik merupakan salah satu
bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak.%
Pembahasan iktikad baik pada Pasal 1338 KUHPerdata diartikan sebagai asas
hukum perjanjian sehingga memberikan kesimpulan bahwa iktikad baik hanya ada
pada pelaksanaan kontrak. Menurut Ridwan Khairandy iktikad baik harus sudah
ada sejak fase prakontrak dimana para pihak melakukan negoisasi hingga mencapai

kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.

8 M. Natsir Asnawi, Op.cit., him 70

% |bid., him. 71

87 Miftah Arifin, Op.Cit., him. 75.

8 Yogar Simamora, Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip hukum kontrak pengadaan barang dan
jasa pemerintah di Indonesia, Ctk. Pertama, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, him. 33-34
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Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi 2 (dua) macam, yaitu
sebagai berikut:®°
1. Iktikad baik pada saat mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Dalam hal ini

hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang
bagi pihak yang tidak beriktikad baik harus bertanggung jawab dan
menanggung resiko. Iktikad baik dalam hal ini mengacu pada iktikad baik yang
terdapat pada Pasal 1977 KUHPerdata dan 1963 KUHPerdata. Iktikad baik ini
bersifat subjektif dan statis.

2. lktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam
perjanjian. lIktikad baik dalam hal ini di atur dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata, iktikad baik ini bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi
sekitar perbuatan hukumnya. lktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian
menitikberatkan pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak,
yaitu tidakan sebagai pelaksanakan sesuatu hal.

Menurut Ridwan Khairandy Iktikad baik dibagi menjadi dua jenis:®
1. Iktikad baik yang bersifat subjektif (subjective goede trouw).

Iktikad baik bersifat subjektif terletak dalam hukum benda (bezit). Iktikad baik
diartikan dengan kejujuran. Iktikad baik subjektif berkaitan dengan sikap batin atau
kejiwaan yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau memgetahui bahwa
tindakannya bertentangan atau tidak dengan iktikad baik.

2. lktikad baik yang bersifat objektif (objective goede trouw).

8 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., him. 137-138
% Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum, Op.Cit., him.
189-191.
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Iktikad baik objektif mengacu kepada iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.
Iktikad baik bersifat objektif merupakan konsep umum iktikad baik yang mengacu
kepada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak bertindak sesuai dengan atau
bertentangan dengan iktikad baik. Standar yang digunakan dalam iktikad baik
objektif adalah standar yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Ketentuan
iktikad baik objektif menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah
menjadi sumber hukum tersendiri. Norma tersebut tidak dari objektif para pihak
sendiri, namun harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik.

Menurut Hoge Raad menafsirkan bahwa iktikad baik dalam pelaksanaan
kontrak adalah kerasionalan dan kepatutan.®® Iktikad baik harus sudah harus ada
pada tahap prakontrak. Hal ini membawa pengaruh bahwa janji-janji prakontrak
memiliki daya mengikat secara hukum sehingga pelanggaran yang terjadi ada tahap
ini membawa akibat hukum yang dapat dituntut pemenuhannya.®?

E. Rumah Susun

1. Pengertian Rumah Susun

Apartemen merupakan istilah lain dari salah satu bentuk rumah susun, dimana
terdapat pemisahan hak atas bangunan dengan segala sesuatu yang menjadi
bagiannya, hak atas tanah yang bersangkutan serta bagian-bagiannya pula dan hak
atas tanah yang khusus atas bagian tertentu dari bangunan yang dipergunakan
secara terpisah.®® Secara spesifik antara apartemen dan rumah susun tidak ada

perbedaan bentuk, struktur dan konstruksi. Peraturan mengenai apartemen di

%1 Ibid., him 204.
92 M. Natsir Asnawi, Op.cit., him. 70
% Suriansyah Murhaini, Op. Cit., him. 39.
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Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
mendefinisikan rumah susun dengan bangunan Gedung bertingkat yang dibangun
di dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan
secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,
terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama.’* Satuan rumah susun dapat dimiliki dan digunakan
secara terpisah atau secara perorangan dalam hal ini hak yang dimiliki ialah hak
perseorangan, sedangkan bangunan dan tanahnya merupakan hak bersama, yaitu
bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Macam-macam rumah susun
di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Rumah Susun Sederhana (rusuna), pada umumnya dihuni oleh golongan yang
kurang mampu. Biasanya dijual atau disewakan oleh Perumnas (BUMN).

b. Rumah Susun Menengah (Apartemen), pada umumnya dihuni oleh golongan
menengah. Biasanya dijual atau disewakan oleh Perumnas/Pengembang Swasta
kepada masyarakat golongan menengah kebawah.

c. Rumah Susun Mewah, biasanya dijual kepada masyarakat golongan menengah
ke atas atau juga dijual kepada orang asing oleh pengembang swasta.®

2. Status tanah dan pelaku pembangunan rumah susun

% Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
% Suriansyah Murhaini, Op.Cit., him. 37.
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menentukan
bahwa rumah susun dibangun di atas tanah:®®
a. Hak milik

Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah Hak milik
adalah warga negara Indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan
sosial.
b. Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara

Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah hak guna
bangunan atas tanah negara adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
c. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan

Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun diatas tanah hak guna
bangunan atas tanah hak penngelolaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang
berbentuk Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum
Perumnas).
d. Hak Pakai atas tanah negara

Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah Hak Pakai
atas tanah negara adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan
di Indonesia, kementerian, Lembaga Pemerintah non kementerian, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan toritas, badan keagamaan, badan

sosial, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

% Urip Santoso, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
Ctk. Pertama, Kencana, Depok, 2017, him. 216-217.
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e. Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan

Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah hak pakai
atas tanah hak pengelolaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Selain itu rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun
dengan:%’
a. Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah

Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah untuk pembangunan
rumah susun dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan.
b. Pendayagunaan tanah wakaf

Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun dilakukan
dengan cara sewa atau Kerjasama pemanfataan sesuai dengan ikrar wakaf.

Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan dilakukan sesuai dengan prinsip
Syariah dan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pembangunan rumah susun
dilakukan di atas tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak
Pengelolaan, pelaku pembangunan rumah susun wajib menyelesaikan status Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual satuan rumah susun
yang bersangkutan.

Prosedur penyelenggaraan rumah susun dari tahap perolehan hak atas tanah
sampai dengan penjualan rumah susun yaitu:

a. Perolehan izin lokasi

7 1bid.
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b. Perolehan hak atas tanah
c. Penerbitan sertifikat hak atas tanah
d. Penerbitas izin mendirikan bangunan

3. Penjualan Satuan Rumah Susun

Penjualan satuan rumah susun kepada masyarakat dapat melalui 2 (dua) cara,
yaitu:

a. Penjualan satuan rumah susun melalui pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual

Beli (PPJB)

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang
selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan
setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat
dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun
atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang
dinyatakan dalam akta notaris.®® Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang
selanjutnya disebut Sistem PPJB merupakan rangkaian proses kesepakatan antara
Setiap Orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang
dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual
Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.®®

PPJB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut Herlien Budiono

perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang biasanya memuat janji-

% Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenaggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

% Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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janji dari para pihak yang mengandung ketentuan-ketentuan terkait syarat untuk
jual beli dihadapan PPAT telah dipenuhi. Melakukan pemasaran sebelum
pembangunan, pelaku pembangunan rumah susun sekurang-kurangnya harus
memiliki:

1) Kepastian peruntukan ruang;

2) Kepastian hak atas tanah;

3) Kepastian status penguasaan rumah susun;

4) Perizinan pembangunan rumah susun; dan

5) Jaminan atas pembangunan rumah susun dari Lembaga penjamin.

Pemasaran yang dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan,
segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan rumah susun dan/atau
agen pemasaran mengikat sebagai Perjanjian Pengikatan Jual Beli bagi para pihak.
Jual beli satuan rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan dilakukan
melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan notaris.

Pembangunan rumah susun melalui sistem PPJB dilakukan setelah memenubhi
persyaratan kepastian atas:%

1) Status kepemilikan tanah

2) Hal yang diperjanjikan

3) PBG

4) Ketersediaan prasarana, saran, dan utilitas umum;

5) Keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

100 pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
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Dalam PPJB paling sedikit memuat:%t
1) Identitas para pihak;
2) Uraian objek PPJB;
3) Harga rumah dan tata cara pembayaran;
4) Jaminan pelaku pembangunan;
5) Hak dan kewajiban para pihak;
6) Waktu serah terima bangunan;
7) Pemeliharaan bangunan;
8) Penggunaan bangunan;
9) Pengalihan hak;
10) Pembatalan dan berakhirnya PPJB; dan
11) Penyelesaian sengketa
Pelaku pembangunan pada saat pemasaran wajib menyampaikan informasi
mengenai: 102
1) Jadwal pelaksanaan pembangunan;
2) Jadwal penandatanganan PPJB
3) Jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah terima rumah.
b. Penjualan satuan rumah susun melalui pembuatan Akta Jual Beli (AJB)
Proses jual beli satuan rumah susun yang dilakukan sesudah pembangunan

rumah susun selesai dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.

101 Pasal 22J PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

102 pasal 22F ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 menetapkan 2 (dua) macam sertifikat
yang berkaitan dengan rumah susun yaitu :

1) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun)

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) Sebagai tanda
bukti dari kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak
Pakai atas tanah negara, atau hak pakai atas tanah Hak Pengelolaan diterbitkan
Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun).1%®

Serifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 1 angka 11 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 merupakan tanda bukti epemilikan atas satuan
rumah susun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas
tanah negara, serta Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah hak pengelolaan.
2) Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Satuan Rumah Susun

Sertfikat kepemilikan Bangunan Gedung satuan rumah susun (SKBG) satuan
rumah susun merupakan tanda bukti kepeilikan satuan rumah susun di atas barang
milik negara/ daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.%

4. Kepemilikan Satuan Rumah Susun

Hak milik atas satuan rumah susun dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan
hukum tergantung pada status hak atas tanah yang di atasnya dibangun rumah

susun, yaitu:1%

103 Urip Santoso, Op.Cit., him. 224.
104 pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
105 Urip Santoso, Op.Cit., him. 226.
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a. Rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Milik, maka yang dapat
memiliki satuan rumah susun adalah hanya warga negara Indonesia, bank
pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial.

b. Rumah susun yang dibangun di atas Hak Guna Bangunan atas tanah negara atau
Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, maka yang dapat memiliki
satuan rumah susun adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah negara atau Hak
Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, maka yang dapat memiliki satuan rumah susun
adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Penguasaan hak
milik atas satuan rumah susun oleh pemiliknya tidak selalu untuk selama-lamanya

melainkan bergantung ada status hak atas tanahnya yaitu*°®:

a. Rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Milik, maka penguasaan satuan
rumah susun tersebut oleh pemiliknya tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu
dikarenakan salah satu sifat Hak Milik adalah turun temurun, yaitu Hak Milik
dapat diteruskan oleh ahli waris sepanjang ahli waris memenuhi syarat sebagai
subjek Hak Milik.

b. Rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan atas tanah

negara atau Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, maka penguasaan

19 1bid., him 227
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rumah susun tersebut berjangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 30
tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui haknya
paling lama 30 tahun. Perpanjangan dan pembaruan hak pada Hak Miliki atas
satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan atas tanah
Hak Pengelolaan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara
tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.

c. Rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah negara atau Hak
Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, maka penguasaan Hak Milik atas satuan
rumah susun berjangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun,
dapat diperpanjangn paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui haknya untuk
jangka waktu paling lama 25 tahun. Perpanjangan dan pembaruan hak pada Hak
Miliki atas satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah Hak Pakai atas tanah
Hak Pengelolaandapat dilakukan seleah mendapatkan persetujuan tertulis dari

pemegang Hak Pengelolaan.

F. Perjanjian dalam islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam hukum islam adalah suatu persetujuan dalam kontrak yang
dilakukan oleh penjual dan konsumen untuk saling bertukar antara barang dengan
alat tukar tertentu sehingga terjadilah proses serah terima yang benar menurut
hukum perdagangan.’®” Menurut istilah figh, jual beli merupakan perikatan atau

akad yang mengandung pengertian pertukaran harta benda atau jasa atau dengan

107 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan: dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, Ctk.
Kesepuluh, Pustaka Setia, Bandung, 2011, him. 271.
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harta benda lagi untuk selama-lamanya (menjadi milik masing-masing) menurut
peraturan yang telah ditentukan.'®Dasar hukum mengenai jual beli terdapat dalam
Al-qur’an Surat An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli yang beraku
dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Islam justru menganjurkan jual beli, dan melarang transaksi yang mengandung
unsur riba, hal tersebut terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 275 yang
menyatakan bahwa:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari
Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi
urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

2. Rukun dan Syarat Keabsahan Perjanjian Jual Beli

Prinsip dari jual beli adalah ‘anraradhin minkum, sikap saling merelakan
sebagai petunjuk yang memberikan makna bahwa suka sama suka harus muncul
dalam hati para pihak pada saat melakukan transaksi.'® Sikap saling merelakan
antara pihak penjual dan konsumen dapat terpenuhi apabila terpenuhi syarat dan
rukunnya. Rukun dalam jua beli yaitu:

a. Shighat

Shighat adalah ucapan yang dituturkan oleh penjual dan konsumen sebagai

bukti kerelaan para pihak untuk menjual dan membeli suatu barang yang

108 1hid., him. 272.
109 1pid., him. 276.
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diperjualbelikan.!® Shighat harus diucapkan dengan jelas. Kata-kata yang
diucapkan dalam jual beli menjadi salah satu bukti adanya sikap saling merelakan
di antara kedua pihak. Syarat-syarat akad yaitu:!!
1) Adanya kesepakatan yang tidak terpisahkan, terjadi secara bersamaan
2) Tidak diselingi kata-kata lain
3) Menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami kedua belah pihak.
b. ‘aqid

‘aqid adalah orang yang melakukan akad. ‘aqid terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu
pihak penjual disebut dengan al-Muslam Ilaih dan pihak konsumen disebut dengan
al.Muslam.!'? Syarat bagi penjual dan konsumen yaitu:!3
1) Sudah baligh
2) Sehat lahiriah dan batiniah
3) Atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan.
C. Ma’aqud ‘alaih

Ma’aqud ‘alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan
padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad ini harus telah ada ketika akad
dilangsungkan, objek harus jelas dan dikenali, dan objek akad dapat
diserahterimakan.'* Syarat dari benda-benda yang akan diperjual belikan yaitu:1*°

1) Barang yang suci dan mungkin dapat disucikan

110 Ibid., him. 276.

1 Ibid., him. 279.

112 Muhammad Syarullah, Hilah Dalam Jual Beli Salam, Jurnal Islamika, Vol.3, No. 1,
Universitas Muhammadiyah Riau, 2020, him. 157.

113 Wawan Muhwan Hariri, Op.Cit., him. 279.

114 Hadi Tuasikal, Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal
Justisi, VVol. 6, No.2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, 2020, him 92-93.

115 Wawan Muhwan Hariri, Op.Cit., him. 279
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2) Barang yang memberikan manfaat satu sama lain
3) Tidak mengaitkan barang dengan syarat tertentu
4) Tidak dibatasi waktu.

3. Gharar

Unsur yang harus dihindari dalam jual beli yaitu gharar. Gharar adalah
keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para
ulama beberapa bentuk gharar yang dilarang dalam jual beli yaitu:!® a)tidak ada
kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik
objek akad itu sudah ada maupun belum ada, b)menjual suatu barang yang bukan
kepemilikan atau penguasaan penjual, c)tidak ada kepastian terkait jenis
pembayaran atau jenis benda yang diperjualbelikan, d)tidak ada kepastian
mengenai sifat,barang dan jumlah harga yang harus dibayar, e) tidak ada ketegasan
dalam menentukan bentuk tranksaksi, f)tidak ada kepastian mengenai objek akad,
g)kondisi objek akad tidak terjamin kesesuaiannya dengan yang diperjanjikan.

4. Berakhirnya perjanjian (akad) menurut hukum islam

Pada hukum islam, berakhirnya suatu akad bisa terjadi karena beberapa hal
yaitu:
a. Sebab-sebab terpenuhinya akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Akad jual beli

dikatakan telah berakhir apabila barang telah berpindah hak milik dari penjual

116 Hidayatul Azgia, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Institus Tazkia BogorAl-rasyad, vol.1,
Januari 2022, him. 73-76
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kepada konsumen.t’ Suatu perjanjian biasanya selalu didasarkan pada waktu maka
secara otomatis perjanjian akan berakhir. Dasar hukum terdapat dalam Al-Qur’an
surat At-Taubah (9) ayat 4:

“Kecuali orang- orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan
mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (lupa)
mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah
janjinya sampai batas waktunya. Sesunguhnya Allah menyukai orangorang yang
bertakwa”

b. Pemutusan akad
Pemutusan akad dalam arti tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta

sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Pemutusan akad dapat

terjadi karena beberapa hal yaitu:!®

1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara

2) Adanya khiyar

3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (igalah) salah satu pihak yang
lekakukan akad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal
atas akad yang baru saja dilakukan.

4) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang
berakad.

5) Berakhirnya waktu akad.

c. Kematian

117 Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (akad): Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan
Salama dan Istishna, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No.2, Sekolah Tinggi Agama Islam
Watampone, 2016, him. 271.

118 Ibid., him. 272.
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Akibat dari berakhirnya suatu akad salah satunya adalah kematian. Hal yang
utama adalah mengenai hak-hak yang menyangkut hak perseorangan dan bukan hak
kebendaan.!®
d. Tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewanangan dalam akad

maukuf

Akad maukuf atau akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain akan

berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.!?

119 1bid.
120 1hid.
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PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN KEABSAHAN P3U UNIT
APARTEMEN MEIKARTA

A. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Pemasaran dan Penjualan Unit

Apartemen Meikarta melalui P3U

Penjualan merupakan suatu proses di mana sang penjual harus memastikan dan
mengaktivasi serta memuaskan kebutuhan atau keinginan sang pembeli agar
dicapai manfaat, baik bagi sang penjual maupun bagi sang pembeli yang
berkelanjutan dan yang menguntungkan kedua belah pihak.'?

Pemasaran merupakan suatu proses yang dengannya individu-individu dan
kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak
lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai
dari produsen sampain konsumen. Sasaran dari pemasaran adalah untuk menarik
pelanggan, menetapkan harga menarik, mendistribukan produk, mempromosikan,
serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada.*??

Perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih.*?® Menurut J.M Dunne terdapat 3 (tiga) fase dalam tahapan kontrak yaitu fase

pra kontrak, fase pelaksanaan kontrak, dan fase pasca kontrak. Iktikad baik sudah

121 Winardi, Pengantar Manajemen Penjualan (Sales Management), Ctk. Pertama, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1991, him. 3

122 Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, Ctk. Pertama UB Press Malang, 2011, him. 2

123 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., him. 18

57



58

harus ada pada fase pra kontrak di mana para pihak melakukan negoisasi mencapai
kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak.?*

Suatu perjanjian selain harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian juga harus berlandaskan asas-asas
perjanjian salah satunya adalah asas iktikad baik.1% Perjanjian merupakan suatu
proses menuju pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang di
dalamnya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilandasi oleh iktikad baik.!?® Setiap
perjanjian wajib menerapkan asas iktikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
menentukan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Penerapan iktikad baik harus dilaksanakan pada setiap tahap kontrak, baik
prakontrak maupun pelaksanaan kontrak. Iktikad baik merupakan salah satu asas
penting di dalam suatu perjanjian, namun makna iktikad baik sendiri masih abstrak,
sehingga penafsiran mengenai asas iktikad baik berbeda-beda. Batasan mengenai
iktikad baik pun sulit ditemukan, tetapi pada umumnya iktikad baik merupakan
suatu bagian dari kewajiban kontraktual. Beberapa ahli mengemukakan mengenai
batasan iktikad baik salah satunya Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan
mengenai iktikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau secara jujur. Iktikad baik
memiliki pengertian yang luas, namun pada intinya iktikad baik merupakan niat

untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan pihak lain atau dengan tidak

124 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum, Op.Cit., him.
186.

125 Aris Setyo Nugroho, Penerapan Asas lktikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum
Perjanjian Hukum Civil Law dan Common Law, Jurnal Repertorium, Edisi 1, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret, 2014, him. 75.

126 |hid.
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mengambil keuntungan tertentu di luar hal-hal yang disadari oleh pihak lain.t?’
Iktikad baik ditunjukan dengan perilaku yang jujur dan tidak menyembunyikan
informasi-informasi tersembunyi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain.

Pemasaran secara pre project selling merupakan proses pemasaran yang
dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Proses pemasaran yang dilakukan
sebelum pembangunan dilaksanakan pada umumnya menggunakan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli atau biasa dikenal dengan PPJB. Perjanjian Pengikatan Jual
Beli (PPJB) Pembangunan rumah susun menggunakan sistem pemasaran pre
project selling memperhatikan ketentuan syarat yang diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Penjualan atau pemasaran rumah susun secara pre project selling biasanya
didahului dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), meskipun
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan para
pihak harus tetap menerapkan asas iktikad baik dalam pembuatannya baik dalam
substansi perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 42 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun menerangkan
bahwa pemasaran yang dilakukan sebelum pembangunan rumah susun
dilaksanakan, maka segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan
dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)

bagi para pihak.

127-M. Natsir, Aspek Hukum Janji Prakontrak: Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum
Kontrak di Indonesia, Ctk. Pertama, FH UlI Press,Yogyakarta, 2017.
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Pemasaran secara pre project selling harus memenuhi ketentuan administratif
sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Rumah Susun. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Rumah Susun menyatakan bahwa pemasaran yang dilakukan sebelum
pembangunan rumah susun dilaksanakan, pelaku pembangunan sekurang-
kurangnya harus memiliki:1%8
1. Kepastian peruntukan ruang

Wakil Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deddy Mizwar menjelaskan bahwa
Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan rekomendasi lahan untuk
proyek Meikarta seluas 84,6 Ha (delapan puluh empat koma enam hectare) dari 500
Ha (lima ratus hektare) yang di ajukan oleh pihak pengembang (developer). Izin
penggunaan lahan seluas 84,6 ha sudah tertuang dalam Keputusan Bupati Bekasi
Nomor 503.2/Kep 468-DMMPTSP/2017.12°
2. Kepastian hak atas tanah

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan penguasaan
Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang dari 500 Ha
(hektare) yang menjadi kawasan Meikarta belum sepenuhnya dimiliki oleh pihak
pengembang (developer).

“Faktanya dari data, di sana ada perkampungan, ada sawah juga di sana, saya
enggak tahu juga. Faktanya masih banyak hak atas tanah di sana. Cukup banyak

mungkin 30%," tuturnya di Gedung Ombudsman Status Hak atas Tanah.

128 pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
129https://finance.detik.com/properti/d-3761089/deddy-mizwar-lahan-untuk-meikarta-hanya-
84-ha-tak-bisa-ditambah diakses pada tanggal 6 Maret 2023 pada jam 12.07 WIB



https://finance.detik.com/properti/d-3761089/deddy-mizwar-lahan-untuk-meikarta-hanya-84-ha-tak-bisa-ditambah
https://finance.detik.com/properti/d-3761089/deddy-mizwar-lahan-untuk-meikarta-hanya-84-ha-tak-bisa-ditambah
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Menurutnya, pihak meikarta harus menyelesaikan akuisisi seluruh lahan terlebih
dahulu sebelum akhirnya melakukan pembangunan dan pemasaran. Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Daryanto menjelaskan bahwa seluruh lahan
Meikarta sudah dimiliki oleh pihak pengembang (developer), tetapi
kepemilikannya terpecah-pecah atas nama beberapa pihak dan Hak Guna
Bangunannya sendiri belum atas nama pihak pengembang (developer).!3
3. Kepastian status penguasaan rumah susun
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
menyatakan bahwa penguasaan satuan rumah susun, yaitu:13!
a) Penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun umum dapat dilakukan
dengan cara dimiliki atau disewa.
b) Penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun khusus dapat dilakukan
dengan cara pinjam pakai atau disewa.
c) Penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun negara dapat dilakukan
dengan cara pinjam pakai, sewa atau sewa beli.
d) Penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun komersial dapat dilakukan
dengan cara dimiliki atau disewa.
Pembangunan proyek Meikarta memiliki berbagai masalah terkait dengan izin
yang belum dikantonginya. Izin mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), lIzin
Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Penggunaan Peruntukkan Tanah (IPPT)

yang hanya diberi seluas 84,6 Ha (delapan puluh empat koma enam hektar) dari

130https://finance.detik.com/properti/d-3609693/benarkah-grup-lippo-belum-sepenuhnya-
kuasai-lahan-meikarta diakses pada tanggal 6 Maret 2023 pada jam 10.56 WIB
181 pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun



https://finance.detik.com/properti/d-3609693/benarkah-grup-lippo-belum-sepenuhnya-kuasai-lahan-meikarta
https://finance.detik.com/properti/d-3609693/benarkah-grup-lippo-belum-sepenuhnya-kuasai-lahan-meikarta
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yang direncanakan. Namun pihak pengembang (developer) melakukan pemasaran
proyek seluas 500 Ha (lima ratus hektare), sehingga pihak pengembang dari
pembangunan proyek Meikarta ini belum memiliki kepastian terhadap penguasaan
apartemen yang akan dibangunnya karena belum memiliki 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB).

Direktur Jendral Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin lippo
belum melakukan penyesuaian tata ruang atas proyek pembangunan Meikarta.!

“Meikarta itu penyesuaian tata ruang belum ada. Jadi bagaimana dia sudah

berbuih-buih jualan gitu, kita masih malah bingung kan’ tutur Arie Yuriwin saat
menjadi pembicara pada seminar kebijakan dan regulasi Pembebasan Lahan
Proyek Properti di Kantor PT Jasa Marga (Persero) Thk, Kamis 15/3/2018.
4. Perizininan Pembangunan rumah susun

Pada 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pihak pengembang
(developer) untuk menghentikan proyek pembangunan Meikarta sementara, karena
proyek tersebut belum mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa
Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan rekomendasi lzin
Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebesar 84,6 Ha (delapan puluh empat koma
enam hektar) untuk lahan proyek Meikarta. Dengan hanya mengantongi lzin
Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) pengembang belum bisa untuk melakukan
pembangunan. Sebab pengembang harus membuat dan memiliki izin terkait

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu, lalu Izin Lingkungan dan

132https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/07/140636621/profil-megaproyek-meikarta-
sederet-masalah-hingga-kini-dituntut?page=all diakses pada tanggal 03 Maret 2023 pada jam 12.08
wIB



https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/07/140636621/profil-megaproyek-meikarta-sederet-masalah-hingga-kini-dituntut?page=all
https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/07/140636621/profil-megaproyek-meikarta-sederet-masalah-hingga-kini-dituntut?page=all
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Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Apabila izin tersebut sudah selesai maka pihak
pengembang baru dapat melakukan proses pembangunan.
5. Jaminan atas pembangunan rumah susun dari Lembaga penjamin

Ketua sub comm 3 Mortgage Bankers, Indrastomo Nugroho menerangkan
bahwa setiap bank pada dasarnya dalam bekerjasama dengan pihak pengembang
tidak hanya melihat dari nilai proyek saja, tetapi juga melihat unsur legalitas.*®
Pihak perbankan yang turut serta melakukan proses penyaluran Kredit Pemilikan
Apartemen (KPA) untuk proyek Meikarta adalah Bank BNI, Bank Cimb Niaga,
Nobu bank, BTN, Maybank, Ciptadana, Bank Artha Graha, Bank Muamalat, Panin
Bank.!34

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (UU Cipta Kerja), kemudian mengubah sebagian pasal yang ada
di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun salah
satunya Pasal 43 ayat (2) yaitu proses jual beli Sarusun yang dilakukan sebelum
pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB setelah memenuhi
persyaratan kepastian atas: a)status kepemilikan tanah; b)kepemilikan IMB;
c)ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; d)keterbangunan paling sedikit
20% (dua puluh persen); dan e)hal yang diperjanjikan. UU Cipta Kerja mengubah
pasal tersebut menjadi proses jual beli Sarusun yang dilakukan sebelum

pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB setelah memenuhi

133 http://infobanknews.com/bahaya-kredit-macet-proyek-meikarta-mengintai/ diakses pada
tanggal 4 Maret 2023 pada jam 17:02 WIB

134https://ekonomi.republika.co.id/berita/ph1vyi382/ojk-kredit-pemilikan-apartemen-
meikarta-capai-rp-8-triliun diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pada jam 17.07 WIB



http://infobanknews.com/bahaya-kredit-macet-proyek-meikarta-mengintai/
https://ekonomi.republika.co.id/berita/ph1vyi382/ojk-kredit-pemilikan-apartemen-meikarta-capai-rp-8-triliun
https://ekonomi.republika.co.id/berita/ph1vyi382/ojk-kredit-pemilikan-apartemen-meikarta-capai-rp-8-triliun
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persyaratan kepastian atas: a)status kepemilikan tanah; b)persetujuan bangunan
gedung; c)ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; d)keterbangunan
paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan e)hal yang diperjanjikan.

Pemasaran dengan menggunakan sistem pre project selling pada umumnya akan
menuangkannya pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pasal 43 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun mengatur bahwa
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian
atas:

a) Status kepemilikan tanah

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa lahan yang dipasarkan oleh Meikarta
yaitu lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) belum dimiliki sepenuhnya oleh pihak
pengembang (developer). 1zin yang diberikan kepada Meikarta adalah seluas 84,6
Ha (delapan puluh empat koma enam hektar) dari yang pihak pengembang
(developer) ajukan yaitu seluas 500 Ha (lima ratus hektar). Pihak Meikarta harus
menyelesaikan akuisisi seluruh lahan terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan
pengembangan dan pemasaran.

b) Kepemilikan IMB

Direktur Jendral Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanvahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang
menjelaskan bahwa pihak Meikarta belum mengantongi Izin Mendirikan

Bangunan. %

BShttps://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/10/2018/imb-dan-rtrw-proyek-
meikarta-belum-beres/ diakses pada tanggal 6 Maret 2023 pada jam 19.45 WIB



https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/10/2018/imb-dan-rtrw-proyek-meikarta-belum-beres/
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/10/2018/imb-dan-rtrw-proyek-meikarta-belum-beres/
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Pada tahun 2017 Kepala bidang penanaman modal pada dinas penanaman
modal dan pelayanan satu pintu kabupaten Bekasi, Muhammad Said mengatakan
bahwa Izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah dimiliki meikarta adalah 24
tower dari total pengajuan 53 tower, maka terdapat 29 tower yang belum
mempunyai 1zin Mendirikan Bangunan (IMB).13® Meikarta melakukan pemasaran
sebelum bangunan diselesaikan dan belum mengantongi izin mendirikan bangunan
bahkan belum menyelesaikan terkait penyesuaian tata ruang.

c) Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

Prasarana adalah kelengkapan dasar lingkungan dari hunian rumah susun yang
memenuhi standar tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang
layak dihuni meliputi air bersih tempat sampah, drainase, dan jaringan jalan. Dalam
hal prasarana, Meikarta memiliki lokasi yang strategis yaitu dikelilingi dengan kota
industri. Ketua Kamar Dagang dan Industri Bali A.A Ngurah Alit Wiraputra
mengatakan bahwa Meikarta memiliki konsep kota yang modern dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Kota baru Meikarta memiliki perencanaan tata kota, tata
ruang, infrastruktur, hunian yang memadai, serta fasilitas yang memadai.'3’ Proyek
infrastruktur meliputi:

1) Pelabuhan Laut Patimban (Patimban Deep Seaport)
2) Bandara Internasional Kertajati
3) Kereta Api Cepat (Light Rail Transport)

4) Jalan Tol Layang (Elevated Toll)

B38https://bisnis.tempo.co/read/1137917/daftar-perizinan-meikarta-menurut-dinas-penanaman-
modal-bekasi diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pada pukul 10.00

Bhttps://www.beritasatu.com/ekonomi/492738/meikarta-miliki-konsep-pembangunan-kota-
modern diakases pada tanggal 7 Maret 2023 pada tanggal 12.29 WIB.



https://bisnis.tempo.co/read/1137917/daftar-perizinan-meikarta-menurut-dinas-penanaman-modal-bekasi
https://bisnis.tempo.co/read/1137917/daftar-perizinan-meikarta-menurut-dinas-penanaman-modal-bekasi
https://www.beritasatu.com/ekonomi/492738/meikarta-miliki-konsep-pembangunan-kota-modern
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5) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Sarana di atas merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian rumah susun yang
berfungsi mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,
budaya dan ekonomi.'*® Kota baru Meikarta direncanakan akan memiliki sarana
yang memadai, seperti Central Park yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas
olahraga dan hiburan, Sekolah, rumah sakit, shopping mall, dan shopping street.
d) Keterbangunan paling sedikit 20%

Ombudsman mengungkap bahwa pemasaran unit apartemen meikarta jelas
melanggar hukum karena pemasaran dilakukan dengan tidak memenuhi syarat
keterbangunan paling sedikit 20%. Meikarta melakukan penjualan meskipun unit
belum terbangun, bahkan pada saat lahan masih kosong.'*® Meikarta menyatakan
bahwa proses pembangunan 20% dilakukan secara bertahap, nyatanya unit tersebut
belum terbangun.4°
e) Hal yang diperjanjikan

Hal yang diperjanjikan adalah satuan rumah susun yang dibangun dan dijual
kepada calon konsumen yang sedang dipasarkan melalui berbagai media, seperti
promosi berupa lokasi dan bentuk satuan rumah susun, harga satuan rumah susun,
spesifikasi rumah susun, saran, prasarana serta utilitas umum rumah susun, dan

waktu serah terima satuan rumah susun.

138 Ahmad Syaugi Robbi, Skripsi: Keabsahan Transaksi Jual Beli Properti Menggunakan Ssitem
Pre Project Selling Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta 2019, him. 60

139https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230215131721-92-913362/ombudsman-sebut-
ada-pelanggaran-hukum-di-pemasaran-meikarta diakses pada 02 maret 2023 jam 14.40

140https://kumparan.com/kumparanbisnis/populer-ombudsman-bongkar-modus-meikarta-
kemenkeu-sebut-jastip-rugikan-negara-1zpz\WJeVSsc/2 diakses pada 02 maret 2023 jam 15.01



https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230215131721-92-913362/ombudsman-sebut-ada-pelanggaran-hukum-di-pemasaran-meikarta
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230215131721-92-913362/ombudsman-sebut-ada-pelanggaran-hukum-di-pemasaran-meikarta
https://kumparan.com/kumparanbisnis/populer-ombudsman-bongkar-modus-meikarta-kemenkeu-sebut-jastip-rugikan-negara-1zpzWJeVSsc/2
https://kumparan.com/kumparanbisnis/populer-ombudsman-bongkar-modus-meikarta-kemenkeu-sebut-jastip-rugikan-negara-1zpzWJeVSsc/2
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Kasus Meikarta, penjualan satuan unit apartemen Meikarta dituangkan ke
dalam bentuk Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) yang didalamnya
berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum. Pada sifatnya Perjanjian
tersebut merupakan perjanjian baku dimana isi perjanjian tersebut telah ditetapkan
secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi
lebih kuat dalam hal ini adalah pihak pengembang (developer) yang diperuntukan
bagi setiap orang yag melibatkan diri dalam perjanjian baku ini. Pada perjanjian
baku pihak konsumen tidak memiliki posisi tawar menawar atas hal-hal yang harus
konsumen sepakati pada perjanjian ini. Maka konsumen hanya memiliki pilihan
untuk menerima atau menolak. Penerimaan atas penjualan unit apartemen meikarta
dapat di tunjukkan dengan berupa persetujuan pemesanan unit.

Berdasarkan penelitian, pada fase pra-kontrak pihak pengembang (developer)
pembangunan Meikarta tidak melaksanakan penerapan asas iktikad. Wirjono
Prodjodikoro memberikan batasan mengenai iktikad baik dengan istilah “dengan
jujur” atau secara jujur. Pada intinya iktikad baik merupakan niat untuk melakukan
sesuatu yang tidak merugikan pihak lain atau dengan tidak mengambil keuntungan
tertentu di luar hal-hal yang disadari oleh pihak lain. Iktikad baik ditunjukan dengan
perilaku yang jujur dan tidak menyembunyikan informasi-informasi tersembunyi
yang seharusnya diketahui oleh pihak lain 2!, Tidak diterapkannya asas iktikad baik
pihak pengembang (developer) dilihat dari tidak dipenuhinya syarat-syarat
administratif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 Tentang

Rumah Susun. Pemasaran dan penjualan proyek Meikarta tidak memenuhi Pasal 42

141 M. Natsir, Loc.Cit.
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ayat (2) dan 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah
Susun jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi
apabila ingin memasarkan bangunan rumah susun yang pembangunannya belum
selesai. Salah satu hal hal yang tidak dipenuhi adalah status hak atas tanah.
Sebagaimana menurut Direktur Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang
mengatakan bahwa meikarta belum sepenuhnya memiliki lahan 500 Ha
sebagaimana yang dipasarkan, sehingga pihak pengembang (developer) harus
menyelesaikan akuisisi seluruh lahan tersebut sebelum melakukan pembangunan
dan pemasaran. Sebagaimana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
Tentang Rumah Susun menerangkan bahwa pelaku pembangunan dilarang untuk
membuat PPJB apabila tidak sesuai dengan yang dipasarkan atau sebelum
memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud pada Pada 43 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun jo Pasal 51
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang yang sudah dijelaskan diatas. Pemasaran bangunan yang belum
memiliki izin memberikan dampak kepada konsumen yaitu belum adanya kepastian
hukum bagi bangunan tersebut.

Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) antara pihak pengembang

(developer) dengan konsumen merupakan perjanjian baku atau perjanjian yang
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dibuat dan dirancang secara sepihak maka tidak adanya perundingan antara pihak-
pihak terkait atau konsumen, konsumen hanya memiliki 2 (dua) pilihan yaitu
menerima atau menolak. Penerimaan dalam pelaksanaan kontrak biasanya dalam
praktik ditunjukkan dengan penandatanganan para pihak sebagai bukti bahwa pihak
tersebut mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut.4?

Meikarta pada fase pelaksanaan kontrak belum menerapkan asas iktikad baik di
tunjukkan dari tidak dilakukannya serah terima unit apartemen kepada konsumen
sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasar dari keterangan narasumber yaitu
Bapak Amran menyebutkan bahwa dijanjikan akan serah terima pada bulan
Desember 2019, namun pada Desember 2019 tidak terlaksana serah terima tersebut.
Dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum disebutkan bahwa terdapat
denda keterlambatan proses serah terima sebesar 0,5% dari nilai sisa pekerjaan atas
unit dikalikan dengan persentase nilai harga net angsuran yang sudah terbayar,
namun berdasar dari keterangan narasumber biaya keterlambatan tersebut akan
dibayarkan bersamaan dengan proses serah terima unit tersebut.'*® Pada tahun 2020
Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat memutus perkara penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), keputusan
PKPU tersebut mengesahkan proposal perdamaian dari Meikarta.'** Salah satu

putusan tersebut yaitu menyatakan sah dan mengikat secara hukum. Proposal

142 Fahdelika Mahendar dan Christina Tri Budhayati, “Konsep Take It or Leave It Dalam
Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2,
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2019 him.106.

143 Wawancara Pribadi dengan Amran Melalui Komunikasi via suara, pada tanggal 07 Maret
2023, pukul

144https://bisnis.tempo.co/read/1433131/perkara-pkpu-pengembang-meikarta-pengadilan-
niaga-terima-proposal-perdamaian diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pada pukul 17.01 WIB.
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Perdamaian PT. Mahkota Sentosa Utama (dalam PKPU) tertanggal 15 Desember
2020. 14

Pada Proposal perdamaian tersebut Meikarta menawarkan relokasi dan
pengembalian dana (refund) apabila menolak opsi relokasi. Relokasi ditawarkan
kepada konsumen yang termasuk kepada kelompok | atau konsumen yang
pembangunan struktur Gedung yang dipesan sudah mencapai 20% atau lebih
berdasarkan laporan penilai independen yang ditunjuk oleh pihak pengembang
(developer) dan penawaran opsi refund kepada konsumen yang termasuk kepada
kelompok Il yaitu konsumen dengan progress pembangunan struktur gedung yang
dipesan belum 20% atau lebih berdasarkan laporan penilai independen yang
ditunjuk oleh pihak pengembang (developer). Pada proposal perdamaian pihak
pengembang (developer) menjanjikan serah terima akan diserahkan paling lambat
tahun 2025.

Tidak kunjung terjadinya serah terima, pihak pengembang (developer)
memberikan opsi alternatif berupa penggantian unit apartemen, salah satunya.
Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr yang
mengabulkan gugatan penggugat yaitu Djuara Primaton Siahaan kepada kepada
tergugat yaitu PT Mahkota Santoso Utama (MSU). Djuara Primaton Siahaan
menerangkan bahwa telah menandatangani Penegasan dan Persetujuan Pemesanan
Unit (P3U) apartemen Meikarta pada tanggal 3 September 2017 dan dijanjikan

akan melaksanakan serah terima pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 31 Desember

145 Putusan Pengadilan Negeri Niaga (Putusan Pertama) Nomor 328/Pdt.Sus-
PKPU//2020/PN Niaga. Jkt.Pst
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2019 namun pihak pengembang (developer) tidak melaksanakan dan tidak
memberikan kepastian sampai dengan batas waktu tersebut, kemudian penggugat
akhirnya melakukan somasi terhadap tergugat dan tergugat memberikan
penyelesaian alternatif terhadap somasi yang diberikan berupa penggantian unit
apartemen, dengan yang lebih luas dari unit apartemen yang diperjanjikan namun
dengan catatan harus membayar uang lebih untuk selisih luas tersebut. Terhadap
penawaran tersebut penggugat menolak dan tetap ingin unit apartemen yang
dijanjikan, sehingga tetap mengajukan gugatan. Majelis hakim memutus perkara
terhadap gugatan tersebut dengan menetapkan tergugat telah melakukan
wanprestasi kepada penggugat karena akan melaksanakan apa yang dijanjikannya,
tetapi terlambat dari batas waktu yang dijanjikan dan barangnya tidak sebagaimana
yang dijanjikan. Majelis hakim menimbang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata
bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya, karena penggugat menolak penyelesaian
alternatif tersebut maka tergugat tetap harus memenuhi prestasinya. Majelis hakim
menyatakan Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) yang telah
ditandatangani pada tanggal 3 September 2017 tersebut batal dan tidak mengikat
secara hukum, serta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Hal tersebut
berdasarkan Pasal 1276 KUHPerdata bahwa hal-hal yang dapat dilakukan terhadap
pihak yang wanprestasi adalah memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi
perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi,
membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Maka pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut adalah dengan
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pengembalian keadaan semula yaitu membatalkan perjanjian disertai dengan ganti

rugi.

B. Keabsahan P3U dalam Pemasaran dan Penjualan Unit Apartemen

Meikarta

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan.
Perjanjian melahirkan perikatan yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi
para pihak. Akibat hukum adalah lahirnya suatu hak dan kewajiban4®. Akibat
hukum yang lahir dari suatu perjanjian dikehendaki oleh para pihak, karena
perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para
pihak yang membuat perjanjian.'¥’ Bahwa P3U (Penegasan dan Persetujuan
Pemesanan Unit) ditanda tangani oleh 2 belah pihak, maka terdapat hubungan
hukum antara pihak konsumen dengan pihak pengembang (developer).

Berdasarkan penelitian pada kasus Meikarta perjanjian antara pihak
pengembang (developer) dengan konsumen ini di tuangkan ke dalam bentuk Nomor
Unit Pemesanan (NUP) atau Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U)
yang di dalamnya terdapat ketentuan dan syarat umum yang berlaku. Perjanjian
akan mengikat apabila dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat emenegani
sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

146 Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum
Perjanjian, Jurnal llmiah Hukum Dirgantara, Edisi No. 10 Vol.10, Fakultas Hukum Universitas
Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, 2019, him. 3

147 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2009 him. 115
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Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang
atau lebih dengan pihak lainnya. Dalam pembentukan kata sepakat terdapat unsur
penawaran dan penerimaan. Kata sepakat prinsipnya adalah terjadinya persesuaian
antara penawaran dan penerimaan. Penawaran merupakan pernyataan dari satu
pihak mengenai usul suatu ketentuan perjanjian kepada pihak yang menerima
penawaran. Penerimaan merupakan persetujuan akhir terhadap suatu penawaran.
Apabila penawaran tersebut diterima atau disetujui oleh pihak lainnya maka terjadi
penerimaan, pada saat penerimaan terjadi adanya persesuaian kehendak antara
kedua belah pihak. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau
melahirkan perjanjian. Persesuaian kehendak tersebut haruslah dinyatakan.!4®
Pernyataan kehendak dapat diungkapkan dalam berbagai cara, dapat secara tegas
dan diam-diam. Pernyatakan kehendak secara tegas diberikan secara eksplisit yaitu
dengan cara tertulis, lisan atau dengan tanda. Pernyataan kehendak secara tertulis
dapat dilihat dari adanya tanda tangan para pihak.'4°

Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) membuktikan bahwa adanya
hubungan hukum antara pihak pengembang dengan konsumen. Sepakat Penegasan
dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) dinyatakan dan dibuktikan oleh para pihak
melalui ditandatanganinya perjanjian tersebut. Para pihak yang menandatangani
perjanjian tersebut dianggap telah memahami isi perjanjian tersebut dan menerima
penawaran yang diberikan oleh pengembang terkait objek perjanjian yang dalam

hal ini adalah tanah beserta bangunan serta harga yang harus dibayarkan.

148 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (bagian
pertama) Op.Cit, him. 169.
149 1bid., hlm. 170.
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Hasil wawancara dengan pihak konsumen yaitu Bapak Amran, menyebutkan
bahwa dalam melakukan kesepakatan dengan pihak pengembang (developer), sama
sekali tidak dalam keadaan terpaksa, konsumen tertarik dengan unit apartemen
Meikarta karena lokasi yang strategis dan harga terjangkau. Maka pada syarat
pertama ini, dapat dinyatakan sah karena adanya kesepakatan yang dibuat di antara
mereka, tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk
membuat suatu perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak
cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian
dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu: Orang-orang yang belum
dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampuan. Maka dalam hal ini jelas
kedua belah pihak yaitu konsumen dan pihak pengembang (developer) yaitu
merupakan PT, Mahkota Sentosa Utama merupakan orang yang cakap dalam
membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdata mengatur bahwa suatu persetujuan harus mempunyai
sebagai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Artinya
adalah bahwa objek perjanjian tidak secara individual tertentu, tetapi cukup bahwa

jenisnya ditentukan.

150 3, Satrio, Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1992.him. 293
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Objek suatu perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang
bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku tertentu, bisa berupa
memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.®

Maka suatu hal tertentu dalam hal ini adalah pihak konsumen berkewajiban
untuk membayar harga yang telah ditentukan, dan pihak pengembang (developer)
melakukan penyerah unit apartemen kepada pihak konsumen.

4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang,
apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan
baik atau ketertiban umum.>2
Berdasarkan hasil analisis, pihak pengembang (developer) belum memenuhi syarat
administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dalam membangun Apartemen. Salah satunya
adalah terkait dengan status hak atas tanah. Sebagaimana disampaikan oleh
Direktur Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang mengatakan masih
terdapat tanah yang belum dibebaskan di lahan yang direncanakan dibangun di
Kawasan Meikarta, dari 500 Ha (lima ratus hektar) yang menjadi Kawasan
Meikarta belum sepenuhnya dimiliki oleh pihak pengembang (developer). Meikarta
harus menyelesaikan akuisisi seluruh lahan tersebut terlebih dahulu sebelum

melakukan pembangunan dan pemasaran. Sebagaimana syarat sah mengenai suatu

151 |bid., him. 294
152 pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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hal tertentu masuk kepada syarat yang menyangkut mengenai objeknya. Syarat
yang menyangkut mengenai objeknya apabila mengandung cacat maka memiliki
akibat hukum yaitu batal demi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, P3U yang dibuat oleh pihak pengembang
(developer) yang di dalamnya memuat ketentuan dan syarat merupakan perjanjian
baku yang terdiri dari 27 Pasal, dalam substansi perjanjian tersebut masih terdapat
ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban penjual (developer) dengan
konsumen. Ketentuan dan syarat P3U Meikarta mencantumkan klausula baku yang
melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pencantuman klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (d)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat
pada Pasal 4.9 ketentuan dan syarat yang terkandung dalam P3U Meikarta ini yaitu
dalam hal metode pembayaran yang dipilih adalah angsuran melalui tunai bertahap
kepada penerima pesanan dalam hal ini adalah pihak pengembang (developer),
pemesan dalam hal ini adalah pihak konsumen setuju untuk memberikan hak
kepada penerima pesanan. Sebagaimana Pasal 18 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengatur bahwa pelaku
usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa dari konsumen
kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
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secara angsuran, maka klausula yang terkandung dalam ketentuan dan syarat dalam
P3U melanggar Undang-Undang tersebut.

Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha
dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau
tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pada
P3U terdapat poin yang menerangkan bahwa ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
penegasan pemesanan dicantumkan di dalam website atau dalam maksud tidak
tercetak. Artinya, dengan menyetujui penegasan pemesanan tersebut maka secara
otomatis menyetujui ketentuan dan syarat. Maka terdapat 2 (dua) kesepakatan
dalam 1 (satu) persetujuan, pertama yaitu mengkonfirmasi pemesanan unit, dan
yang kedua adalah secara tidak langsung menyetujui ketentuan-ketentuan dan
syarat-syarat penegasan pemesanan yang kemudian mengikat bagi para pihak.

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah
ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi
hukum. Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdata mengatakan bahwa suatu perjanjian tanpa
sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak
mempunyai kekuatan, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-
undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Maka berdasarkan Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penegasan dan Persetujuan

Pemesanan Unit (P3U) antara konsumen dengan pihak pengembang (developer)
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menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum dan dapat dikatakan tidak

mengikat antara para pihak dan tidak memiliki kekuatan hukum.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pada bagian ini terdapat beberapa poin kesimpulan dari hasil penelitian yang

dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengembang Meikarta dalam praktek pemasaran dan penjualan unit apartemen
pada fase prakontrak belum menerapkan asas iktikad baik, ditunjukkan dengan
belum dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Ketentuan-ketentuan yang telah
dilanggar dari pihak pengembang (developer) apartemen Meikarta adalah
pemasaran apartemen Meikarta dengan sistem pre project selling terkait
perizininan sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, salah satunya adalah status hak atas tanah
dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pihak Pengembang (developer)
apartemen Meikarta pun melanggar Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
terkait keterbangunan 20 % (dua puluh persen) sebelum melakukan pemasaran.
Pada fase pelaksanaan kontrak Meikarta belum menerapkan asas iktikad baik di
tunjukkan dari tidak dilakukannya serah terima unit apartemen kepada

konsumen sesuai dengan waktu yang ditentukan
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2. Keabsahan Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) dalam penjualan
satuan unit apartemen Meikarta secara pre project selling oleh PT Mahkota
Sentosa Utama selaku pengembang (developer) terhadap calon konsumen tidak
sah dan batal demi hukum karena melanggar syarat obyektif dari syarat sah nya
perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai
suatu sebab yang halal karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah susun serta melanggar
ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran
Pada bagian akhir dari penelitian ini, terdapat beberapa poin terkait dengan

saran, sebagai berikut:

1. Pihak pembangunan (developer) apartemen dalam melakukan pembangunan
dan pemasaran memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Tujuannya untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen.

2. Pihak pengembang (developer) dalam membuat perjanjian baku lebih
memperhatikan asas keseimbangan dan keadilan agar menghindari terjadinya
klausula-klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Konsumen unit apartemen diharapkan untuk lebih waspada dan teliti dalam

membeli unit apartemen yang dipasarkan dengan menggunakan sistem pre
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project selling. Konsumen apartemen diharapkan pula untuk membaca dengan
lebih teliti terkait klausula-klausula baku yang ada di dalam perjanjian yang
ditetapkan oleh pihak pengembang (developer).

4. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap
praktik pemasaran dan penjualan properti terkhusus apartemen terhadap sistem
pre project selling, sehingga masyarakat dapat terhindar dari kerugian yang
mungkin dapat timbul dari pemasaran apartemen yang tidak memenuhi

persyaratan pembangunan apartemen.
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LAMPIRAN

AMENDMENT
PENEGASAN DAN PERSETUJUAN PEMESANAN UNIT
FERUDAFIAN UNIT
(vedanjutnys discbor “Amendment Fevegnsan Pemsesnuan®™ atay “Amendment F3U" )
No.: 02545/ AMDT-MSL/D62020

Suyn/Komd 4
Numma { AMRAN SYAHIRUL ARIEF '
No. KTP | g
Alserut KTP 4 —M
No. NPWP | eEGRRerNETy,
Selenjutnyn disebust "PEMESAN",
1. PEMESAN menynmbkun baliwa:

& Toluh menandamngani Ponegness Pemesanan No. 01244447 PPU-MSUU&2017 tevtanggul 19082017 (sclanjuenys
disebes “Ponegnsan Pemesnunn™ s “PIU™).
b.wmmuunmmmmaaummI-Auuszn(m-uwmw “Unit
Lama™) menfudt borlokasl & Blok SB007 Tower 1- A Ualt 27h (sclanjumyn disebut “Ugii"), dan dengnn domiking sepaket
mmxumrmxammmnmw L90H2017 yaay merupaken Lampiran Pencguins
Pemesupan manjudi Keafirmml Pessoss No. UR- OBOO2IS7H temanggal 26002020 sebuguimany  Laenpiren
A d Peney P I
¢ Kotmntuun- keteniaan dan Sywrst- syaras Penag Pem ” Teta Terrlb Koenplek dan Pernterun Tam Tenil
(House Rulo) (* Lamglenn PAU ) ik perubal pervhabannyn yung berloky dart wakiu los waksu (% Perubnhan
unwumvmmmmmmumrnmm.mw:mm dolum
Lamplran P3U mako yung berinku adolah perubatum terakir 1 plrna PAU,
2. PENERIMA PESANAN monyotukan bahwn
mwmammwunmmnmmMMUm niupun
blayn persbabas loknsi Unit sebagnimens rersobus dintus.
3. Amenilm Pencgatun Fom ml upakon s ke dan baglon yony tidok terplsabian dari P g
Pemesasan. |

mm:r-mmwmmnmgmm

PEMESAN Mengetalsi dan memyemjui
[
|
Maserni
RP.6000 ALY
AMRAN SYAHIUL ARIEF l%‘*h & AL =
e nnmn PT. MANMKOTA SENTOSA UTAMA
Pads ungpai Amendment Pencgasan P inl, P yatalan telah o dokumen mll Ameodment
Penegasan Pecnssannn
dea solusud lmpimn- linpinn Amesdment Peougnion Punessnes ini.
[ ’
SBO0TA2T-I0N

]
FT. MAILKOTA SENTOSA UTAMA
Eartom Commervial Ceutor, JL. Gn, Pandermna Kav, 08, Clban = Clikarsng Selatan, Bekusd - Juwn Burst
02129617777 | www.mellnrts.com
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No

: KONFIRMAS!I PESANAN W

Tanggal Booking

SECTION A: Informasi Pemesan
Nama Lengrap Pemeran AMBAN SYAMINUL ARIEF tmall R —
No Mandphone ~ No. D Deal Closer TIRETATI00NY

SECTION 8: Satuan Unit Yang Dipesan, "UNIT PESANAN™

Blos Tower Lantal

Luas ()

Blok £3006 Tower 7 A Lantasl 52 SN 61A1

Perumtutan [ Peaggunasn Unit - Sanssun Hunian
Selesai dan Slap Serah Terima | 11 October 2019

SECTION C.1: Harga [Rp)

)
Cash Kevan KPA
Hargs sebelum PPN [ 638100000 [ 638100000
Descount Khusus £2.00% 000 000
Harga vetalah Doscount Khusus

Discount Cash Keras BN

Hargs setelah Discount Caah Kerin
L

PPN 10%
Total Marga wntelsh PPN I74539.1

Tanggal latuh Tempo
Aooking Fee 19 Aug 2017 [ 2,000,000| | 2.000,000]
Down Payment 03 Sep 2017 | 35,453, 918] | 34.675,241]
Pelunasan 03 Oxt 2017 | 317,085,258] | 148.077,169]

SUMIuh chellan ket hal 272

SECTION C.10: Mlihan Cara Bayar
Cara bayar yang wdah dipdih

2
3

SECTION C.MI : Cara Pembayaran

Nama Rank NOBU
NO. Vietes Acc AR 251 41006 0064
SECTION D: Syarat & Ketentuan
1 e Metale TN Balis Perwnr ot Duder e irriah parg batan) Blayer Sa waled 02 W e, dee waphl (Masye wbetng ile
g e
BT 0ngah) N s Sl e Ao e - Pvaan [ Perge W Nah g e e ) A s e

R L L e e e L e e N R e R ]

weeh Mlioyer aele s lar Boutrg Poe wherd UF, 0t s napst ast yorg 1olah Shamrten be o Woget s |10 dapust (180t hatt o dopants Perrenss

Fhumes A pERan s By APA eter et pescar i KPA Glef) Levnbiag s Pee iy cwvgadl L ggong mwat foveas wepeaivegs

N ASutile punts et (e Lo b as Paanan [TUF] i Pame s Dain merngne s T Soniser ool W Pagk (IWIT | sk Serteas s Seeges sk NRGE
s A whg Wt T s ts b beria T g e engesl 67 i

B AGuiils Pemrenar thtad menge st b NPWE Gacs mab T sarg Ieleh SRestan & sten ek s Perean S o 1l 4 Awn
Seha Nibu™ e ST Taisk e ot a0 brtiadae NOWE berietad

MR R T e e e e e T e L e e e T T e )
-t ~ Mot gy a0 W Iranar | Peage L R L ]
Fernwne dan Fvrama | Nrgw L F iU beserty wram wriips pads Yo tanggel wm & TRt pang shae SBert st naan retail ukeege
WG BRTTTAMN (Tt prnel (e i st Peresang Pruaser [ Pengeadeny

B Agutols acte pertarpaan stas 1 i ks taturyg! cal corewr (1)) JURLTTTT 4P vv merghal Permeses das femetang Pesanan [ Pengantiaeny
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PROPOSAL PERDAMAIAN
PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA

Pada har ini, Selasa tanggatl 15 Desember 2020, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Neger
Jakarta Pusat. dengan ini;

PT Mahkota Sentosa Utama merupakan persercan terbatas yang didrikan di Indones:a,
beraiamat di Easton Commercial Centre Jalan Gunung Panderman Kav. 05, Kelurahan Cibatu,
Kmmca:msmm Kabupaten Bekasi. daiam hal ini diwakil Reza Jazwin Chatab
dan Indryar iden Direktur dan Direktur dari dan oleh karenanya sah
mewakili PT Mahkota smou Utama, {seianjutnya disebul “Perseroan’), yang telah
ditetapkan dalam Penundaan Kewajban Pembayaran Utang Sementara berdasarkan
Penetapan No. 328/Pdt Sus-PKPU/2020/PN.Niaga . JKT PST tertanggal 09 Nopember 2020.

Menyampaikan Prop Perd ian sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG
1 Bahwa telah ditelapkannya putusan PKPU Sementara terhadap Persercan No
3MWKPUQOZOIPNNWMN tanggal 9 Nopember 2020 ("Putusan

. sampasdengansaalml" ¥ teiah berkembang jadi satu kota baru dan
i pusatl pemukiman. p dan rek ‘uungan-‘ ktur yang baik,
mm&pwmwmlooomnp\nuhnbu)magamqa
memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi dan

termasuk seluruh pemangku kepentingan, Perseroan tetap berkomitmen
kan dan yelesaikan pengembangan dan pembangunan proyek yang
sedangbevhngsmg

4 Bahwa dengan demikian, PmoondanParaKmdnordengannupdmmk
membuat dan menandatangani Proposal Perd: ) (s
Perdamaian’), mahmmmummmmmnmmmd
bawah ini

Hadwemon 10 aar 49 Putcsan Nooxe: 12850 Sus FPRPULOGTN teogs i Ps teogodi 18 Desemder 2020
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al-hal lain yang tidak diatur dalam ketentuan I1.2.3 tetap mengacu pada Perjanjian
'samalAgreement danfatau Perjanjlan Penyelesaian (jka ada) yang sah
gani oleh pihak yang berwenang secara langsung berdasarkan anggaran

.

[\ZAUhngomomhlgoanKthmm

1ang Outsourcing Dan Kilaim Karyawan adalah utang kepada petusahaan penyedia

nagakeqalo«xswrmg termasuk management fee, upah, komisi penjualan, dan
kiaim/reimbursement karyawan

11.2.5. Utang dengan Eks Pemesan

Seluruh perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, antara lain
Unit yang dipesan. spesifikasi, Harga dan cara pembayaran berkut aturan-aturan yang
wajib ditaati  termasuk  ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan  berdasarkan
penanjian yang tefah ddandaeangam oleh PEIESAN sebelum dubacakamya
disebut “Peneg:

ol hucdod HUUTY

Catam 1 ins, Eks P memiliki kriteria sebagai benkut

Halsman 13 dan 49 Pupssan Nomor J28/PR Sus-PRPUNIZIPN Naga Jat Ps tanggel 18 Desember 2000
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1. Pemesan yang melakukan kelaiaian sehingga pesanan uniinya dibatalkan,
sesuai pasal 102 Penegasan Pemesanan, tetapi masih memiliki sisa dana
sebesar nilal pemesanan dikurangi dengan kewajiban dari PEMESAN yang
belum terpenunl (jika ada) sebagaimana diatur datem Penegasan Pemesanan

2 Pemesan yang sudah menandatangani Pembatalan Penegasan Persetujuan
Pemesanan Unit (P4U) yang tefah disetujui Persercan;

3. Pemesan yang sudah menandatangani form penjualan kembak yang dikeluarkan
oleh Divisi Rental dan Secondary Sales

Katentuan penyelesaian Utang dengan Eks Pemesan adalah sebagai berkut:

1. Untuk utang sampai dengan Rp 100.000.000.- (seratus juta Rupiah) akan dibayar
selambat-ambatnya bulan ke-12 (dua belas) setetah Tanggal Homologasi

2 mmmmuwamw4mwamabaympwammw
24 (dua puluh emp iah Tanggal Homolog:

3 Oibayarkan dengan b ‘perjangan yang tetah ada dan
m&hakanbeﬂakusetelah?roposalPerdmmn ini

4 Untuk yang sudah menandatangani form penjualan kembali akan dibayar
selambat-lambatnya 30 {tiga puluh) han setelah unit terjual

lil. HUBUNGAN ANTARA PERSEROAN (selaku PENERIMA PESANAN) DAN PEMESAN
Berdasarkan Proposal Perdamalan ini, Perseroan selaku PENERIMA PESANAN akan
te(ap melaksanakan Hak dan Kewajbannya sebagaimana diatur dalam Konfirmasi

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dalam Penegasan dan
Pe;utu;uan Pemesanan Unit antara Perseroan dengan PEMESAN, beserta lampirannya
yang beriakuy dan mgdwmmumumpmmuum kzsatuandan
bagian tak terpisahkan dan Proposal Perdamaian, sebagaimana tert dalam Prop
Perdamasan ni ("PPPU").

Kriteria PEMESAN berdasarkan Proposal Perdamaian ini adalah
PEMESAN yang sudah memiliki dan menandatangan Penegasan Pemesanan.
meumasa pembayaran sesuai Penegasan Pemesanan, atau yang telah memenuhi
nya diatur dalam Penegasan Pemesanan
2 PEpESAN yang Mah memilki dan menandatangani Penegasan Pemesanan
] meskipun belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Penegasan Pemesanan
i tanggal Proposal Perdamaian ini. namun kemudian melakukan pembayaran yang
unggak sehingga pada tanggal 30 April 2021 menjadi PEMESAN yang berstatus
dan dengan demikian selanjutnya berlaku ketentuan PPPU.

Perdamaian terkait PEMESAN dan PENERIMA PESANAN, adaiah
mengembalikan Hak dan Kewajiban PEMESAN berdasarkan PPPU yang berlaku dan yang
disahkan oleh Majelis Hakim Pemutus sebagal satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Proposal Perdamaian, yaitu sebagai benkut:

Datam Proposal Perd: ian ini, kategori PEMESAN akan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok
yaitu:

1 KELOMPOK |
PEMESAN yang sudah memenuhi kntena PEMESAN diatas dimana progress
pembangunan struktur gedung yang dipesan sudah mencapai 20% (dua puluh persen)
atau lebih berdasarkan laporan Penilal Independen yang ditunjuk oleh PENERIMA
PESANAN

2 KELOMPOK Il
PEMESAN yang sudah memenuhi kniteria PEMESAN diatas dimana progress
pembangunan struktur gedung yang dipesan belum mencapai 20% (dua puluh persen)
atau lebih berdasarkan laporan Peniial Independen yang ditunjuk oleh PENERIMA
PESANAN dan/atau yang menefima surat pemberitahuan pengalihan Unit (untuk
selanjutnya disebut “Surat Pemberitahuan”)

111.1. HAK DAN KEWAJIBAN PEMESAN

Hak dan Kewajiban PEMESAN berdasarkan PPPU yang disahkan oleh Majelis Haxim
PKPU MSU

Hakaman 14 man £9 Piutussn Nomor: 328 Sus-PRPURGI0PN Naga Sk Fs tanggel 18 Desember 2020
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.1.1. KELOMPOK |

111.1.1.1 Kewajiban PENERIMA PESANAN

1. Membayar denda keterlambatan pembangunan dan serah terima Unit.

2 Dalam hal Unit telah siap untuk dserahtenmakan kepada PEMESAN,
PENERIMA PESANAN dalam waktu 14 (empat belas) harl kera sebelum
penyerahan fisik tersebut dilakukan akan menginmkan pemberitahuan kepada
PEMESAN melalul media yang dianggap cukup oleh PENERIMA PESANAN,
untuk datang ke tempat dan pada hari seta tanggal yang akan ditentukan
kemudian oleh PENERIMA PESANAN. untuk menandatangani BAST atau

Serah Terima Pinjam Pakai

3 PENERIMA PESANAN akan gun serta yelesakan pembangunan
Unit dan menyerahkan Unit kepada PEMESAN sesual dengan nilai pemesanan
Penerima P akan yerahterimakan Unit dimulai sejak bulan Maret

2021 dan paling lambat akhir bulan Desember tahun 2025
4. Membuat dan menandatangani AJB atas Unit dihadapan PPAT, dalam hal telah
dipenuhi seluruh aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 PPPU
111.1.1.2. Hak PENERIMA PESANAN
1. Menagih dan menerima pembayaran Harga. pajak-pajak. biaya-biaya. bea-bea.
dan blaya-blaya lainnya yang menjadi kewsjiban PEMESAN berdasarkan PPPU
dan peraturan perundangan yang beriaku, serta sesuai dengan jadwal yang
tercantum daiam PPPU
PENERIMA PESANAN akan membentahukan PEMESAN pada saat Unit telah
selesai dan siap untuk diserahterimakan kepada PEMESAN
2. Memastikan kepatuhan PEMESAN untuk memenuhi hak dan kewapban yang
telan diatur dalam PPPU, Peraturan Tata Tertib Sarusun dan Peraturan Tata
Tertib Komplek maupun peraturan tata tertib lainnya, beserta perubahan-
perubahan yang berlaku dikemudian hari.
‘i, 11,3, Kewajiban PEMESAN
1. Memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran Harga pajak-pajak yang
. berdasarkan peraturan menjadi beban PEMESAN, baaya-baya Notaris, bea-bea
dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban PEMESAN sesuai PPPU. dan
peraturan perundangan yang berlaku, sera sesual dengan jadwal yang
tercantum dalam PPPU
Pada tanggal yang ditetapkan daiam pemberitahuan serah terima Unit
PEMESAN wajib menerima dan menandatangan! BAST Unit atau Serah Tenma
Pinjam Pakal {apabiia masih ada angsuran yang beium jatuh tempo saat jadwal
yang ditentukan dalam pemberitahuan serah terima Unit).
3 Mematuhi semua syarat-syarat dalam PPPU. Peraturan Tata Tertib Sarusun
dan Peraturan Tata Tertib Komplek maupun per tata tertib lainny
4 Mmmmm:uamummmwu.mmmmmw
seluruh aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 PPPU

111.1.1.4. Hak PEMESAN

1. Datam hal PENERIMA PESANAN memberitahukan keterlambatan penyel .
Unit maka PEMESAN berhak menerima pembayaran denda dari PENERIMA
PESANAN atas keterlambatan pambangunan dan serah tenima

2 PEMESAN berhak mendapatkan pemberitahuan penghitungan denda

riambatan penyerahan Unit per 3 (tiga) bulan dari PENERIMA PESANAN

selambat-lambatnya hari terakhir di bulan ke-4 (empat).

3. Seluruh hak PEMESAN berdasarkan PPPU. Peraturan Tata Tertib Sarusun dan
Peraturan Tata Tertib Komplek maupun peraturan tata tertib lainnya

4. PEMESAN berhak menerima penyerahan hak dan penguasaan fisik Unit dimulai
sejak bulan Maret 2021 dan paling lambat akhir bulan Desember tahun 2025
Serta memperoleh parbakan dalam hal terjadi k kan atas Unit sel. Masa
Jaminan

5 Menerima AJB atas Unit dan Sertipikat yang didaftar atas nama PEMESAN
apabila telah dipenuhi seluruh aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1
PPPU

1i.1.2. KELOMPOK it
Hak dan Kewajiban PEMESAN dan PENERIMA PESANAN KELOMPOK | dinyatakan
beriaku |uga terhadap PEMESAN dan PENERIMA PESANAN KELOMPOK I, kecuali
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ketentuan mengenai wakiu serah terima pada tahun 2021-2025 dan dengan
ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut:

11.11.2.1. Hak dan Kewajiban PENERIMA PESANAN

1. PENERIMA PESANAN memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajbannya
kepada PEMESAN. Dalam hal ini. PENERIMA PESANAN berhak uniuk
memenuhi pesanan tersebut dengan cara menyerahkan kepada PEMESAN unit
yang berada didalam K Meikarta dengan nial yang ekuivalen/setara
dengan niai p van dikurangi dengan kewajban dari PEMESAN yang belum
terpenuhi (jika ada) sebagaimana diatur dalam PPPU. Untuk selanjutnya nilal
pemesanan dikurangl dengan kewajiban dari PEMESAN yang belum terpenuhi
(jika ada) sebagaimana diatur dalam PPPU disebut *Nilai Pesanan’.

2 PENERIMA PESANAN akan mulal melaksanakan pembangunan selambat-
lambatnya bulan ke-24 (dua puluh empat) sejak tanggal Proposal Perdamaian ini,
dan akan menyerahkan unit mulai dan 30 (tiga puluh) bulan dan selambat-
lambatnya 55 (ima puluh lima) bulan iah pelak P 9 dimulal
("Periode Pembangunan dan Serah Terima’).

3 Dalam hal pemenuhan kewajiban dengan cara penyerahan unit dengan nilal yang
ekuivalen/setara  dengan Nilai  Pesanan, PENERIMA PESANAN akan
memberikan 3 (tiga) opsi unit kepada PEMESAN dengan ukuran unit yang
ekuivalen/setara atau nilai yang exuivaler/setara berdasarkan harga rata-rata
dari price list yang beraku selama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Surat
Pemberitahuan PEMESAN wajib memiih dan menenma opsi selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan, Setelah
periode tersebut terlampaul, PEMESAN dianggap tefah memberikan kuasa
kepada PENERIMA PESANAN untuk menentukan unit yang akan diserahkan
kepada PEMESAN

% . 4 Apabia nilai unit yang dipilih lebih rendah dari Nilai Pesanan, maka PENERIMA

N\ PESANAN akan berk komp i atas perbed ! selisih Niai
.. Pesanan. ditambah bunga dan seluruh kompensasi dengan total maksimum
% iseb 5% (lima p ) dan selisih Nilai Pesanan yang akan dihitung sampai
| dengan tanggal Surat Pemberitahuan serah terima unit yang ditetapkan tersebut,
dan dibayarkan setelah tanggal serah terima

Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan, PEMESAN

secara tertulis menciak opsi unt yang diberikan, dan memilih untuk metakukan

refund maka PENERIMA PESANAN akan melakukan refund sesual dengan Nilal

Pesanan, yang akan dibayarkan secara bertahap selambat-lambatnya 6 (enam)

bufan terhitung sejak berakhirnya Periode Pembangunan dan Serah Terima

11.1.2.2. Hak dan Kewajiban PEMESAN

1. PENERIMA PESANAN memiliki tanggung jawab untuk memenuhl kewajibannya
kepada PEMESAN Dalam hal ini PEME berhak penyerahan unit
yang berada lam K Meikarta dengan nilal yang ekuivalen/setara
dengan Nilai Pesanan

2. Dalam hal pemenuhan kewajban PENERIMA PESANAN dilakukan dengan cara
penyerahan unit dengan nilai yang ekuivalen/setara, PEMESAN berhak
menerima pembertahuan 3 (iga) opsi unit yang diberkan PENERIMA
PESANAN dengan ukuran unit yang ekuwvalen/setara atau nilai yang
ekuivalen/setara berdasarkan harga rata-rata dari price list yang berlaku selama
3 (tiga) bulan sebelum tanggal Surat Pemberitahuan PEMESAN wajib memiih
dan menerima opsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari seteiah tanggal Surat
Pemberitahuan. Setelah period but terlampaul, PEMESAN dianggap telah
membenkan kuasa kepada PENERIMA PESANAN untuk menentukan unit yang
akan diserahkan kepada PEMESAN

3 Apabita nifai unit yang dipilih lebih rendah dari Nitai Pesanan, maka PEMESAN
berhak menerima kompensas: atas perbedaan / selisih Nilai Pesanan, ditambah
bunga dan seiuruh kompensasi dengan total maksimum sebesar 5% (lima
persen) dari selisih Nilai Pesanan yang akan dihitung sampai dengan tanggal
Surat Pemberitahuan serah terima unit yang ditetapkan tersebut, dan dibayarkan
setelah tanggal serah terima

4. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) han setelah tanggal Sural Pemberitahuan,
PEMESAN secara tertulis menolak opsi unit yang diberikan, dan memiih untuk
melakukan refund. maka PEMESAN berhak " fund i denga
Nilai Pesanan, yang akan dibayarkan secara bertahap selambat-lambatnya 8

Halaman 16 dan 48 Putusan Nomer 32850 Sus PKOURGZOPN Mo 4 Ps tanggn) 18 Desembar 2020
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{enam) bulan terhitung sejak berakhimya Periode Pembangunan dan Serah
Tenma
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KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT UMUM
(selanjutnya disebut “Ketentuan dan Syarat™)

Pasal 1
DEFINISI

Definisi-definist teknts yang digunakan dalam ketentuar-keteatuan dan sysrat-syarat umum mi, kecualt
koateksnya secarn tegas mengartikan lam. menpunyai arti schagirimana dijelzskan di bawahni:

13

14

L5,

Lo

L7

18

19.

L10,

“Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga™ atau disingkat *AIVART™ adalah Anggeran Dasar dan
Anggaran Rumsh Tangea Perhimpunan Penghuni, baik yang disctapkan olch Perhimpunan Pemilik dan
Penghuni Sarusun Sementara (PISRSS), stupun Perhimpunan Pemilikdan Peaghuni Sarusun
(PISRS), termasuk setinp perubahan dan penambahannys dikemudian hari,

“Area Parkic” adalah qualvu putu' i dakam Komplcklmk yang terletakds ruang terbuka maupan &
dalam godung parkir, baik yang jadi beberapa Lot Parkir yung
dwnhkaﬁmyuk:w&.&hmdnd&chh:mMmhnokhm
Perparkiran.

“Booking Fee atau disingkat BF” adalah scjumlah uang yang disctor oleh PEMESAN kepada rekening
Bank atas numa PENERIMA PESANAN schagsé syarat untuk bisa memiliki Unit yang akan dipesan dan
besamya ditentukan sepenuhnyn oleh PENERIMA PESANAN.

“Blok™ adalah pernbangunan real estate | properti yang letaknyn di dalam Klnster pada Komplek mawpun
SdKn-MmmﬁanWMpkmnhm(mmm)mm
(office, mall, rumah sakie, sekolah, hotel, convention hall, club, theater, dan jenis mnln-mlnmra yang
diperunnskan selain wituk hunian ataw yang sering dischut sebagai non b ). Blok
dlm‘l‘“mnmdm(nmdalau)nmmbadmduhul.aumm(mml
wse), sebugumana tescantum dalem Tamah Bersama yang dikchurkan oleh instansi yang
berwenang atsu gambar yang dbuat olch PENGEMBANG,

llgiulenm adalah bagion ramab susun yang dimiliki secam tidak terpisah untuk pemakaian
dalam & fungsi dengan satuan-satuan Rumah Sugan, antars lain fondasi, kolom, balok,

ditding. lustk, stap, tleng alr, mngga, lift, selassr, saluran, pipa yang secara tegas menipakan satu Kesatusn

dan bagian yung tidak terpisahkan dart runwab susun, Jaringan listnk, gas, don telekoommikasi yang tidak

menjadi sata kesatuan dengan Unit, bukan merupakan Bagion Bersama

“Badan Pengelola atw disingkat BP™ adalah PT Megatama Global Mandin, yung bertugas melaksanakan

tormasuk namun tidak terbatas kepads pengelolsan, pemclibanan dan pengoperasian baik & dalam
Komplek. Sub Komplek, Klaster. Blok, Tower muapun Unit.

"Bank" acakah lembaga pembiaysan perbankan yang detunjuk dan yang bekenasama dengan
PENERIMA PESANAN

“Benda Bersama™ achish benda yang bukun merpakan bagian dan Rumah Susun melamkan bagian yang
dimiliki bersama secara nu-kwpmmmmmm.mpmm tananun,
bangunan pertamanan, banguman surana sosial, ibadah, porks yang
wmuhmum,uu&qmunﬁmthmgmnnhmlmulimummmm
Ketentuan dan Syarat i

“Berita Acara Serah Terima stou disingkat BAST™ adalah borita scara mengenai

penyerahan dan
penerimaan Unit yany ditandstangars olch PENERIMA PESANAN dengan PEMESAN pada Tanggal
Serah Terina

“Blays Penggunaan” adalah beays-biayn dan pengelussran-pengeluaran yang dikelusdom PEMESAN atay
Pemilik, Penyewa stons Penghuni pada Unit milik PEMESAN schubungan dengan penggunun Unit dan
fasilitas-faslitaanyn, sesunt dengin pemakassn, mamun demikian tidak terbatas pads pernakasn telopon,
Histrik, air, gas, TV, internet, nsuransi barang-barang yang ada di dakan Unit dan lain-latneya, yang wajib
dibayar lasgsung kepoda pihak ketiga Biaya Penggunaan tidak termasuk dalam tgihan  luran
Pengeloluan dun luran Dana Cadangan sertabiaya untuk memelibaradan mengeenankan Tanah

PRILASLE 002 PT. MANKOTA SENTOSA UTAMA
Easton Commarcial Cantar, JI. Ga. Pandetman Kay, 05, Cibaty - Cikarang Selstan, Bekasi - Jawa Sarat
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L4

L1s

LI6.

L

LI8

Bersama, Baglan Bersama don Benda Bersama di dalum Blok.

“Divist rental dun secondary sales anu DRSS™ adalub pihak yang dmuuuk oleh PENERIMA
PESANANPENGEMBANG tmiuk melakukan peny penjuslan terhadap
Properti kepada pihak lain.

“Force Majeure” memiliki arti schagaimana didefinisikan dulam Pasal 221 Ketentuan dan Syarat

“Faskitas Bersama Komplek™ adalah fasititas-fasilitas yang tersedia pada Komplek termasuk s tidsk
terbatas pada antars lain ; Centrul Park, Intemational Olympic Sport Center, Life Science Park, Health
R h Center, Medical Instatutions, dan fasilitas laismyn yung mungkin akin ado & dalam Komplek.

“Hak Tagihan Pesanan” memiliki srt sehagaimanss didetinisian dalam Pasal 4.9 Ketentuan dan Syarst
inl.

“Harga" adaloh haga yang harus dibayarkan oleh PEMESAN kepada PENERIMA PESANAN untuk
pemesanan atas Unit yang besarmya dan cara pembayarannys schagaimana ditentukan dalam Konfirmasi
Pesanan.

"Harga Net™ adalah harga setelsh dikurngl semua potongan bargn (discouns), tidak termasuk Pajak
Pertambahun Nilai (PPN),

“luran Pengelolaan™ (atau discbut jugn sebagal “Service Charge™) adalah biaya pempelolsan dan
pemelibaraan unk mengopernsikan atas Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama,
melqnm n-nmudak lntm- kth biayn n-u;emcn pcnp:‘oh. m)nkpuﬂc yang terkait dengan

kepoda lstrik, ir, asurunsi (bukan
mnnnmnkhragmxhk ibadi), kebersiban dan perbaikan ringan dans kecil, keammnan finghungan
{xecrizy), dan sclarub blaya administrasi bcrkmmdmpcmhhn baik pada Klaster-Klastor, Blok-
Blok, Tower-Tower, Unat-Unit maupin kostobuss laran Pengelolaan pads Kemplek, Sub Komplek dan
Faslitas Bersama Komphek, yang pembayarannys waiib diboyar oleh PEMESAN,

“luran Dana Cadangan (atau discbut jugn scbagai "Sinking Fund”™)" adalah daa cadungan yang akan
dipergunakan untuk melukukan porbaskan, (ponambahan yang sifatnys besar, tiduk rutin dan taban
lama, yang mebiputi namun tidak terbatas k bagian luar gedung, overhaul, penggantian
baru /ife, penamshabian 1/, pengadasn canopy dan I.m-lnn)\. yung ada pada Klaster- Klaster, Blok-Blok,
Tower-Tower, Unit-Unit maupan kontribusi luran Pengelolaan podi  Komplek, Sub Komplek dun
Fasilitas Bersauma Komplek, yang pemboyvarunnya waph dibsywr oleh PEMESAN dun tidak dapat
dikembralikan apabela Unet diulthkan kepada pihak lain,

“Key Plan dan Floor Plan™ adalah denah lokasi Unit sehagaimans ditentukan dalam lampiran don dan
yang menjadi satu kesatuan dergan Penegasan Pemesanan,

“Klaster" adalah banguan-bangunan godung bertingkat yung terdini dari beberups bagian Blok dan Tower,
baik berupa jems human maupan non husian,yang merupakon begian dan Komplek staon Sub Komplek.

“Komplek™ adalab suaty kewasan yang datasnya berdin banguman-bangunan godunyg bertingkat, bisa terdiri
dart satu stau Jobuh Klaster, Blok dun Tower , yang dimilikl, didesain, dikembungkan den dikelols secars
penuh oleh PENGEMBANG, yang meliputi pembangunan namwn tidak terbatas antarn lnin: Apartemen,
shoppimg sall, hotel, perkantoran, rumah sakit, sckolah, dan fasiltas bersama antaralum © Central Park,
International Odympic Sports Center, Health Research Center, Medical Institutions, serta schuruh fasilitss
termasauk tapt tidak terbatas kepada jalsnan, tanaman, dan lain-lain yang akan dilakukan pembangunannys
secarn bershap, dalam waktu dan carn yang tidek bersamuaan serta tidek beruratan pembangununmya (tidek
ada urutan mana yang akan dibangun terlebih dahubu),

“Keonfirmusi Pesaman” adalah koafi i Unit olch PEMESAN yang merupakan
lmmmmwmmrm Pemesanan.

“Lembaga Pembinyuan™ adalah suatu lembaga perbankan st perusahann pembayas yang memberikan
fasilntas kredivpembiayoan kepads PEMESAN untuk pernesanan Unit. Dualam ol ik ada

FrPLIMSL L 02 PT. MANKOTA SENTOSA UTAMA
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Bank atnu Lembogs Pembiaysan yang memberikanfusitites pemsbiayaan, moka PENERIMA PESANAN
berhak ldmhimmmpdwkmljbm)m&mmubdumﬁfpuwaymwmﬂmhh:
memiasiliasi penyedisan pembiayuan yang diakan nleh Lembaga Pembtaysan yang ditunjuk olel
PENERIMA PESANAN  atuu Iy mibity securn bertuhap  dengan  opsi
PENERIMA PESANAN berhak untok mengalifikan hak mwhn(hnk atas angsuran ) kepada pshak lain
sctinp sut tanpa diperfokan persetujuan dari PEMESAN. PENERIMA M\mdqd(dmb&m
menapakan  kewajiban) fasilitasi  pembésy olch Lembagn Pembiay dutunjuk  oleh
PENERIMA P!SANAN bagi PEMESAN yong memilih pombayacan angsaran mehlm tunai bertahap
Pasal 4.5.2 Ketentuan dan Syarat.

Lo ¥

124, “Luas Brute discbul jugs Luas Gross” M&hmhmhmmpdnbduﬂndhgmlw
termasuk Bagion Bersama dan Bends Bersama yang dihitung secar prop I, tidak k Arca
Parkir. Apabila tidak dumuknumkhmudﬂml&ﬂutuudus’wim. )-u.dmukmddelw
lusss wnt scfalaby Luss Gross.

125, *Luas Net™ adalob hurs arca karpet

126, “Luas Semi Gross” adalah loas unit sotars Luas Bruto dan Laes Nett, yang dapat dihatung dengan
perhinungan Luas Bruto dikurung: dengan luss proporssonal dun kondor bersaaa, tidak termssuk 1if), tangga
darurs dan shaft.

127, “Luas Strata™ nhhhhmkdundmpﬂhmpndﬁpﬁﬂ)mmymdm oleh Kantor
Bodsn Pertanshan Nasional (BPN) dan dicantumkan dalam Sertipikal

128 “Lot Parkie™ sdakab satu bagtan dant Area Parkir yung hanya dapet diganakan untek | (satu) nit kendarnen
rods empat atas kendaman roda dua milik PEMESAN.

129, *“Masa Juminan" adulah suatu jangks waktu dimana PENERIMA PESANAN masih bertanpgung swab
atas perbaikan cacat -cacat yang teryudi pada Unit seperti yung tertulis pada BAST yang akan berakhir secara
owmatis  spabila jungha  woktu yang  discbutkan telah lewat dsnatan PEMESAN  melakukan
perubabian renoviss setelabh BAST delakukon.

130, “Niai Perbandingan Propersional” (sclanjutnys disebut “"NPP*) berari ungha yang menunjukkan
puhnﬁpnmn&ummhnhphkumlqhu Bersama. Benda Bersama dan Tanah Bersama
yang dihitung berdasarkan nilai S wang bersangkutan terbadap jumlah nilai S socara
kescluruban yang dibitung dan diteatukan oleh instanst pemerintah yang hu\\mg.

131, *Nilai Sisa Pekerjaan™ odaloh nilsl s bugin pekegjann konstruks: yang belum disclesaikon
pemhangunannyy  oleh  PENERIMA  PESANAN, atss Unit yang dipesan PEMESAN  yang
diperhitungsnnya dilakukan oleh lembags atuy pibak independen yung dtumjuk olch PENERIMA
PESANAN.

1520 “Para Pihak” adalah PEMESAN, PENERIMA PESANAN danun PENGEMBANG.

133 “PENERIMA PESANAN" adubsh perscroun terbatas yang dischutkan pods kompansi Penegasan
Pemesanan, schagat suatu baden wsaha milikswastn yung memiliki tansh, mengembanghan, membangun
dan menerima pemesanan Unit dun memiliks kewenangan untuk mengelola operasional seselub seruh
tenmia. PENERIMA PESANAN aclah jugn PENGEMBANG, kecuali dinvatakan secaramogas sehagai 2
{clua) pahak yang berbeda

134, “Pencgasan dan Penenj-n Pemesanan Unit atsu disnghat PPPU, yang dischut juga Penegasan
Pemesanan ™ termasuk Ketentuan dan Syarat ind adalab kesepakatan yang mengikat PEMESAN dan
PENERIMA PESANAN, yung benisi ketenfuan-ketentuan dan syarst-syaral duri kesepakatan seperty
u:mnmm pada lumporun Penegasan Pemesanan dun pusal-passl daamn Ketentuan dan Syarat & bawah

, antara lain Unit yang dlpeum. spesifikasi, Harga dan cara punlx)m berikut sturan-aturan vang

wnjh ditanti P P h ko jusal bels.
1.35. “PENGEMMN(." ndalaly ptbl yang mniukulum percacanasn dan koordinator peluksima pembangunan
LT Peng ctelah p g2 peng f | dari Klaster, Blok,
FRPLMSL L 02 PT. MAHKOTA SENTOSA UTAMA
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139,

140

148

Tower. Unit, Sub Kemplek mavpun Komplek sccara keseluruban.

“Penghuni ~ adalah perorangan atau badon hukum yang memsakal atay fsation atau b pat tmggal
dalam Unit,

“PEMESAN"(dischut jugs “Pemilik™ atas “Pembeli™) adabh perorangan atau bodan hukum yang
memesan dan yang akan memiliki (ermasuk yang menerima pengilihan bak) atas Undt. Pemilik dapat yuga
mengach Penghunl. tetaps Penghuni belum tentu adalah Pem itk

“Perteluan™ adalsh denah danutae potongan yang memunpukkan dengam jelas b kal dan
horizontal dari Undt dan'stau tata Ietak dari Bagian Bersama per Blok, kesemuanya dinyatakan dalam
bentuk gambar dan urassn vang dbuat olch PENGEMBANG yong disahkan oleh mstansi pemerintah yang
berwenang, dengan tupaan untuk menjelaskan bak kepermlikan stas area yung telah dipertelakan tersebut,

“Perhl-qnnu Pemilik dan Penghuni Sarusan Sementara® ymg jugs disebut "PISRSS™ adulah

P P yang akilt scluruh Pemilik Unit PENGEMBANG bertindak scbagai PISRSS samnpai
dengan serbentuknya Perhimpunan Penghuni. PISRSS i bisa sendiri dan dan membawaly lebib dari |
(satu) sub PISRSS dari masing-masng Blok dalam satu Klaster.

“Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun™ (sclanjutnya dischut "PISRS™) adalah perhimpunan
yang mewakili selurah Pemilik Sarusun yung dibentuk oleh Pemilik atwa pihak lain yang mendapat
ks kewenangun dani Pemilik Sarusun melalid sustu Rapat Umum P3SRS, yang memnenubn syl
schaga pomepang Sertipikat stas Unit berdasarkan (1) Peraturan Perandung-undangss mengenal Rumaly
Susum, (1) peraturan yang telah ditentukan oleh PENERIMA PESANAN. PISRS im bisa terdin dan dan
membawahi Iebth dari 1 {satu) sub PISRS dan masmg masing Blok dalaum saty Klaster.

“Peraturan Romah Susun™ adalah semua peraturan perundang-endingan tentang rumal sasun yang

berlaku di Negars Republik Indonesia, schagaimana dmncl dibnwuh i dan peraturan yang akan diretapkan

odch pemenntah dikemudian har, k sctiap p penyensy dan penggantmya, serta

p«mnn pelaksarsanmyn, duntanya ©
Undang-Undang Republik Indoocsia Nomor 20 Tahun 2011 g Rumah Susun (“Undang -
Undang Rumah Susun ),

1 Permuran Pemerintah Republik Indonesta Nomor 4 Tahun 1988 1emung Rumah Susun;

it Peraturan Budan Pertanahan Nasional Nomor 2 Talun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian
Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rummsh Susun;

v Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomaor £ Talun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan
Buku Tauh serta Penerbitan Sertips

v.  Peraturan Menteri Pekerpaan Umurn dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.23 Tabun 2018 testang
Perhumpunas Pemilik dan Peaghuni Sarusun Semenstara (P3SRS)

“Peraturan Tata Tertib Komplek™ adalah peraturin tata tertib yang diberlakukan oleh PENGEMBANG
dun'stan pihak yaog ditunjuk olch PENGEMBANG schagal pehak yang melakuban pengelolsan atas
Komplek, schingga dapat menciptakan Komplek vang tertata raps, oy dan aman. Per Tata
Tertib Komplek menupakan bagian mtegral dan tidak terpisabkan dan ketentuan- Ketentuan dan syarat-
ayarat Peraturan Tata Tertib Sanvsun, Penegasan Pemesanan, muupon Ketemtuan dan Syarat dan Ak
Jual Beli (AJB).

“Peraturan Tata Tertib Sarusun sclamutnya discbut Tatib Sarwsun™ adalab peraturan tata tertid yung
diberlakukan oleh PENGEMBANG dmutau pllok yang duunjuk oleh PENGEMBANG. Peraturan
Tm'l'udhm-mbgmnmhlw isahkan dan k b dan syarat-
syarst Penegasan P Msmdn:undnmhgmdmhﬂmn

Tata Tertib Komplek, yung ammm bersamasn  dengan  penandutanganan  Penegasan
Pemesanan.

“Perusabasn Perparkiran” adalah PT Saraea lotan Gemilang yaitu muu pmudl-n yang meucﬂuu
pcn)mnhnn kepemilikan Area Parkir, menguasas Arca Parkar, 2 oy

“PPAT' adulah scorang Pojabat Pembuat Akia Tawh yung berkeduduban & wiliysh  dimans
Klaster/Blok/Tower berada dan berwenang untuk memboat akta jual beli schubungan dengan Unit
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Sarusun, yung ditunjuk oleh PENGEMBANG.

“Properti " ndaluh beada ndak bergerak yang bisa terdini dan tanah saja mau tanab dan bangunan, baik
berupa bengursan yang bordin terpisah (vand alome) stau berderet (sonm howse), jagh bagtan dan banguean
vertikal (discbut jugs Tower), yang peruntukkarmys sehagal tempat tinggal, yang dimiliks dan Gk haoya
alech PEMESAN atau yang ditunjuk oleh PEMESAN

“Satuan Rumah Suwsun juga disingst Sarusun™ Mbm:mpd:nbcmw yang dibangun dalam
suaty Tower yung terbagl dalam bagian-bagian yang distrul gsional dakam arah horzontal
maupun vertikal, yang merupakan satuan-situan yang masing-masing dvu dimiliki dan digunakan securn
terpisab, yarg dilenghops dengan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama, scsuai dengin
gambar dun peruntukan yang dibuat olchPENGEMBANG,

“Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumab Susun atsa dischut juga Sertipikat” adalah seripikat tanda
bukti kepemilikan Uit Sarusun yang dikelharkan olch mstansi yang berwenang,

“Spesifikasi Unit”™ adaloh spesifikasi dusir setap Unit schagaimana ditentukan dalam lampiran dart dan
vang mengadi satu kesatuan dengan Peoegasan Pemesanan.

“Sub Komplek™ adalah merupahan salah satu tibupan fase pengembangan dart sebash Komplek, yang
diburgun sckaligus dalam beberapa {asetshapan oleh PENGEMBANG, yang terdinl dart satu atau
beberapa Klaster, Blok dan Tower

“Tanah Bersama™ adalah sehidang tmah tementu & atas mana Sarwsun didinkan, vang dygunakan olch
Pedlkwnlmmhkbu;-msmmhlmmhm Ketentuan Tanah Bersama im

kepoda gambar wwal hahaemyn (bilamana ada) yang
dlmuln oleh PENERIMA P!‘SANAN dan/utan PENGL\IMNG dan sepanjang Tanah Bersama i
telah & dan disablon olch | | yang berwenang.

w

“Tangeal Serah Terima™ adalah suuty tenygal penyeruhan Unit yung ditentukan dalam Koafirmasi
Pesanan dimmbab 18 (delupanbelas) bulin masa tenggang waktu perpanjangannya.

"Tanggal BAST" adalah tangyal penandatangusns BAST oleh PEMESAN, astau oleh PENERIMA
PESANAN berdasarkan kuasa dant PEMESAN

“Tower” adalah bungunan godung-podung bertingkat mwumm-mmm
Komplek atau Sub Kemplek, sesuan denga kan yung duentukan  olch
PENGEMBANG, masing-masing depat memiliki fasilitas secara m&nacudm terpisah atau dipakai
secara bersama-sama dalams suaty Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tuoab Bersama.

“Usng Muka dischbut juga Down Payment, dungka (L] uhlnh se_;umhh uang vang disctor oleh
PEMESAN kepoda PENERIMA PESANAN schugai v atas g Unit yany telah
dipiliby, sebelum PEMESAN melunasi sisa Harga

“Unit™ achkb Properti yag dipesun oleh PEMESAN kepada PENERIMA PESANAN, yang secirn
spesifik discbutkan pada Konfirmasi Pesanan serta Key Plan dan Floor Plan yang merupakan samn
kesatuan dan Peaegasan Pemesanan i

Pusal 2
UNIT YANG DIPESAN

PENERIMA PESANAN dengan ini benanji dan mengikatkan din untuk memenuhi pesanan dlani
PEMESAN, dn PEMESAN dengan inl benamjy dan mengikatkan diri untuk manemn kqwh
PENERIMA PESANAN, Unit yang dischotkan dalam Kenfirmasi P sesuni dengan Harga dan
cara pembayaran yong telah disentukan dalam Koaflrmasi Pesanan, sertascsunl dengin Spesifikosi Unit,
Key Plandan Floor Plan, sertaketentuan-ketentuandan syarat-syarat seperth yang tercantum pada pasal-
pasal Ghawab ini.

Para Pihak tertmbarmi dan menpgakul bisa lerjods perbedaan referenst pengukuran antaea brosur,
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dokumen Penegasan Pemesanan dengan Sertipikat, dimana brosur, dokumen Penegasan Pemesanan
menggunakan perhitungan Luas Gross, sementars Senvllul mﬂm whwnuu uuNm yang

dilakukan olch mstansi pemenintah yang menggunakan yang berb y
PEMESAN mencrima apa adanyn (ar is) kiasan Unit terscbut dan tidak iummd.iuim lunmmmpcm
kepada PENERIMA PESANAN dalam bentuk apapun juga dikarenakan yu perbedaan luas K

metode perhitungan yang berbeda tersebut, termasuk apabala tegadi perbedaan dalam penamasn dan
penomoran Umnit mdqmdeh PENERIMA PESANAN berbeda dengan Sertipikat yang dikeluarkan
oleh instanss yang berwenang.

PEMESAN dengan ini yadury, hami dan gakul balwa scluruh dokumen awal penmusaran,
termusuk mumun tdak terbatas pada: brosur, flyer dan dokumen media pemasaran lainnys.
gambar perencansan awal dan PENERIMA PESANAN danutay PENGEMBANG, dengan demikian
PEMESAN menyadari, memohamd dan mengukui babwa perencasasn awal tersebut daput berubaly tanpa
pemberitabuan terfebih dabulu kepads PEMESAN. Namun demikian PENGEMBANG daolam melakukan
pembhangunan berusaha semaksimal mungkin untuk 1etap mengacy kepada gambar perencanaan awal dan
standar yang berlaku yang tidak terlale membebani Turan Pengelolaan yang wupb dibayar
olch PEMESAN, Khusus terhadap Unit PEMESAN, perubahan hanys dapat dilakuicon  dengan
pemberitahuan dan PENERIMA PESANAN dan'atou PENGEMBANG,

Penyedsann fasilitus-Fasilitas termasukdan tidak terbatas pada ssrana transportast, den Fasilitas Bersama
Komplek dinyatakan dalom media pemasaran terschut distas ditentukan sepenubnya oleh
PENERIMA PESANAN dwnvatay PENGEMBANG, serta tergantung pada persctujuan dari otoritas
mstansi yang berwenang.

PEMESAN menyadari dan memaban bahwa di dakem sustz Komplek yang padat dengan bangunan gedung-
godung bertingkat memungkinkan tminlu)n pnlnu uddara maupun polusi suarn, termasuknamun tidak

batas pada; kebisingan dan ) 1an yung b 1 dan 7 ¢ umum (antars lun kereta copat, bus,
automate people mover (APM) maupun transportasi umwm lainnye), termasuk pembangunan gedung-
godung bertingkat yuny dilakukan secara tery us yang dapat mengainggu kenyamanan PEMESAN
untuk melakukan aktivitas di dalam Komplek dan karcnanya PEMESAN membebaskan PENERIMA
PESANAN dan segala tuntutan, gugatan dan kiaim sehubungan dengin hal terscbut distas,

Para Pihak menyndan dan memahami resiko dengan melakukan pemesanan sebelum konstruksi dimalal,
dopat mengakibatkan teradinyn pershalan atay ditindokannys Unit yang dipesan, termasuk nanwn tclak
terbatas padac letak, lnmwhmumnlimhm&mn.mwm\ﬂmmmwm
rencana pembungunan k hat yang berboda dengan p awal Apabila hal tnd terjudi, ks
PENERIMA PESANAN atas pertimbangannya sendin duan olch schab apapun juga berhak melakukan
pemuindahan Uit yung telah dipesan olel PEMESAN, dengan tipe, atsu demah luas vang sama, ston Harga
Unit minimal sama dengan Unit yang telah dipessn oleh Pemesun,

Lokast Tower danvatau Unit yong dipesan oleh PEMESAN akan ditentukan dan ditempatkan scsual dengan
ketentuun dan peruntukan yung ditetapkan oleh Pemetintah danut PENGEMBANG.

Pasal 3
PERUNTUKAN

PEMESAN melakukan pemesaran Unit dengan sadar dan hanya akan dipergumakan seperti yang 1elah
ditentukan dalam Konfirmasi Pesanan scrta mengetahui bahwa peruntukan tidak dapat diwbah karcoa
alassn apapun untok selamanya,

Apabala PEMESAN atau pitak yung menerima pengalihan kepemilikan/pemakaian mempergunakan Unit
untuk tujuan kain don msclanggar ketentuan tentang penggunaan pads Pasal 3.1 distas, maka hal tersebut
menjadi tanggung jawab PEMESAN scpenshaya dan membebaskan PENERIMA PESANAN dan segala
tuntutan stay gugatan dart pitak manspan jugs, termsasek sanksi hkuen dan pihak yang berwenang, baldcan
dupat berakibut dibatalkannya Penogasan Pemesanan, mengacu pada ketentuan pembatalan pemutusan
Pasal 10 dibawah ini
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Pasal 4
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

4.1 Pemesaman Unit discpakati dengan Harga, tata carn dan tahoapan pembayaran schogaimana dirinci dulam

43,

44

46

47

4%

Konfirmasi Pesanan, D1 dalum Harga tersebut belum termasuh. pajak-pajak dan biaya-biaya seperti namun
tuluk terbatas pach Pajek Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah/PPn BM (bilamana
ada), biaya pembuatan Akt Maal Beli PPAT, biayo uniuk proses pemocahan | perselaan dan pengurusan
babik numa Sertipikat ke atas nana PEMESAN, yung terdins dur biayu resens yang dsteatukan oleh Badan
Pertanahan Naswomal (BPN) ¢ Bea Perolchan Hak Atas Tunah dan Banguman (BPHTB) serta sy
pengurusan oleh Notarls/ PPAT, pajak-pojuk serta pungutm lain-lain yang skan ads seetaditagih debendsan
hari baik olch PENERIMA PESANAN dan‘atan instansi yanyg berwenang serta perubabanpenyesuaiun atas
ol pagak yang relub berlaku pads ssat ini, luran Pengelolaan Blok, Klaster maupun Komplek, Blays
Penggunaan dan luran Dana Cadangan Blok, Klaster muspun Komplek, kecuals ditentukan lam poda
Koofirmasi Pesanan.

Apabila setclab penandatanganan Pencgasan Pemesanan, Femenntah mengeluarkin sustu Peraturan
Pemerimtah/kebtjakan yang barw dan berlaku surat stau mempunyai penafsirun yang berbeda dengan yang
digunakan di dalam Penegasan Pemesanan, yang meliputs tetapi tidak terbatas pada pajak-pajak maupun
pungutan-pungutan yang monapakan beban serta wajib dunggung sepenubnyn olch PEMESAN, maka
PEMESAN sctuju dan bersedia untuk menanggung tambahan biaya-biays, pajak maspun pungutan terscbng
dan melakukan pembayaran sekaligus stas tambahan tersebut dan scgera setelah ditagih olch PENERIMA
PESANAN

Semus pembuyiran Harga dan pembayuran-pembayuran kannya sepakat dalakukan dengan muta uang
Rwd&uhn-dahhubmmm&dmhpmwmkwdmduubbmnn&mwmw
schubungan deogan p ¥ It bebun duan tnggung pewab PEMESAN.

Apobils Harga pada Konfirmasi Pesaman menggunakan mats wing asing, maka setiop koavensi
pembaynran ke rekening Rupiah PENERIMA PESANAN, menggunakan kurs jual Bank Indonesia (B1)
pada saat tanggal pembayarun. Dalam hal Bl tidak menetapkan kurs jual, maka kurs vang dspergunskan adalah
Ky juald rata-rata pada 2 (dua) Bank.

Untuk sctiap pembayaran Harga dimakssd tidak diperlukan lagh suoti tagshan dan peringatan oleh
PENERIMA PESANAN kepads PEMESAN dan karenanya PEMESAN mengikathan  duri untuk
melakukan setiop pemb cbut & dalam jumiah dun pads waktu yany tepat sesuas dengan jadwal
pembayaran yang lercantum pods Konfirmasi Pesanan.

Untuk memudabican dun 1 b selanjutnya, setiap pombayann yang belum jatuh

tempo, m\wﬁmﬁdmnﬂimphh\mm

461 membuat perintah asno debet pada Bank, dengan tetap memperhatikan ketersedioan dananyn pada
saat tanggzal dilakudom perintab

462 surat peristah (vionding instenction) transferke rekening PENERIMA PESANAN, utsu

463, memberikan Giro yang harus disi lengkap dengan data<lata antara lain, tanggal harus disesuakan
dergan tanggal fatuh tempo pembayaran, nomor rekenimg harus duixd sobagaimana dicantumbkan
pads Konfirmasi Pesanan. Di belokang giro bilyet dilengkups dengan data-data antars lain numa
PEMESAN dan nomor Koafirmasi Pesanan

Sctiop pembayaran dari PEMESAN yang diterima olch PENERIMA PESANAN akian diberikan kuituns
yang dikinmbkan secara elektronik ke abamat surat clektronik (e-mnll) PEMESAN schagaimana tercantum
i Penegasun Pemesanan, kustansi asli bamya dikirim ates permintasn kbusis PEMESAN dengan bays
pengiriman dan bea maternt seiusi Ketentuan yang berlaku akan dbebankan kepada PEMESAN, yang
dibuktikan dengan tanda terima pengiriman.

Pembayaran Hargs dapat dlakukan dengan 2 (dua) can, yaity @
481 Tumai

Harga dikurangi BF dan DP, sssanyn waplb dibayar sekaligus lunas, ndak dapar dlangsur,
mengikuts tata cara schagaimana Pasal 4 ayat 12 dibawah ms,
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Angsuran
Harga dikuraogi BF dan DP dan sisanya dngsur secara bulanan;
o, pada tanggal dan jumlah yang discpakati dalam Konfirmasi Pesanan;

b PEMESAN memberikanperintah pada Bank untuk auto debet ke rekening bunk PENERIMA

PESANAN,

Pembay melahu de angs dapat dilakukan melali 2 (dua) cars yad
h) sngsuran melalul waal bertabap kepada PENERIMA PESANAN, dan
(1) sagsurun melalui Lembaga Pembiayaan

Dalam hal mesode pembayaran yang dipilih PEMESAN udalah angsuran melabus tunas bertahap
kepads PENERIMA PESANAN:

o PEMESAN yang memilih metode pembayann nanat bertahap dapat melakukan pelunasan yang

atas sisa Harga dongan terlebibdabulu mendapatkan persetujuansertulis dan

dipercepat
PENERIMA PESANAN.

b PEMESAN berkewagiban untuk msenandstangani Pajam Pakal pada st peniyerahan fistk Unit
sehagaimana diatur dalum Pasal 6, yang berart] sebelum Harga lunss, PEMESAN meminjam
pakai atas Unit dan PENERIMA PESANAN 1ctap memgadi pemilik atas Unit tersebut sampai
dengan pelunasan Harga yang pada saat sudah dilakukan pelamasan pembayaran dianggap telab

diserabkan kepadn PEMESAN

[ PtNERl\iA ’MANMlhbthmmwhn) sewakiu-wakin memfostlitasi
peny wan yang discdiakan olch Lembaga Pembiayaan yang ditunjuk olch
I‘ENIZRIMA rmm bagi PEMESAN yang memilih pembuyaran angsuan melalul tuns
bertahap, yang telah memenuhs syasnst berdasarkan pertimbangan PENERIMA PESANAN
Penunjukon tersebut merupakan  kewenangan  shsolut PENERIMA PESANAN yang tidak

dapat digangyr gugat

Dalam hal PEMESAN merupakan pibak yang ditunjuk oleh PENERIMA PESANAN sebagal
pihak vang hevkesemy unruk mengikur prosex pembiayaan vang disediakan olek Lembaga
Pembiayaan frut o retap rhatikan ketentuan butie (c-gr di dawak ini,
PEMESAN BERKEWAJIBAN DAN 107 VDL'K (raenpuar syarat damtanpar ditarikkembati) unsik
mengikuri segala proses yang dipeesyaratkan olek Lfnk‘a Pemblayaan tersebur termasuk
namin tidak terbatas itk menandatangan segala pecjangian, dokwmen, akte. surat-surat
dan yeyals bentk doky fainmya yany diperiukoan sehubungan dengan pesmbiayann

tevsehw,

Untuk menghandan keraguan, pemberian fisilitas penyediaan pembaaysan fersebut tidak
ditawarkan kepada sena dan sctiap PEMESAN yang memibih angsenn melalui tunai bertshap.
PEMESAN yang tidak ditawarkon fesilitas pembiaysan tersebut dengan ini mesyataken dengan
tegus dan tonpa ditank kemboli ustuk membebaskan dan mebepaskan segala hak untuk
mengaukan gugatan, keb tuntutan, kg Keluhan (baik scears pidana donyaton perdata
dodam bentuk apepun dan jumbsh  berupepun) techadop PENERIMA  PESANAN serta
membebaskan PENERIMA PESANAN dari dan terhadap setiap semua kerugian vang terjad
bersangkutan.

akibat tidak citswarkan fasilitas pembiaysan kepada PEMESAN yang

d  Dulam hal PEMESAN diranjuk schagai pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas
pembiayaan melalul Lembagn Pensbiayaan, PEMESAN sccammandinn berkewajiban ustuk
langsung menghubungl Lembaga Pemblayaan yung bersangkutan wuk memenuhi semma
pensyaratan yang disyanatkan olch Lembaga thl-)m. Untuk menghindan keragu-saguan,

untuk menyetujui ata menolak  atau

memberikan jaminan, dulungm (Mmmwt. ul’mm ﬂ.lh'l. atas kemmampoan dan

g PEMESAN dun Lembaga

Pembiayaun. Lembaga Pembiayuan ba!nk mclnlmk-s mnlun can kagian secara indepersden

PENERIMA PESANAN tidak  dalam

kapasitas keuangan sertapelak kewnpban

terhadap PEMESAN dalam rangka pemberian fasilitas pembiaynan
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Segala pembicarnan, negosass, dun segala bentuk komumakas yang terjodi serta bubungan
hukum yung terjadi ontarn PEMESAN dun Lembaga Pembiayaan merupokin tanggung awab
pribads PEMESAN dan Lembagn Pe-bh)-l-n yoew bersanghutan. PEMESAN dan Lembaga

Pembinysan secara sendini-sendiri dan by bebaskan dun melepaskan segala
bk untuk mengajukan guagstan, keberatan, mntutan, laporun, kelulm(hikiccmwhm
devatou perdata dalam bentuk apapun & jumish b fudap PENERIMA

PESANAN serta membebaskan PENERIMA PESANAN dun dm terhadap satiap serin

kerugian yang teniadi akibat bubungan yang terjadi antara PEMESAN din Lembuaga
Pembiayaan

Scpanjung fasslitas pembraysan belum disetujui olch Lembags Pembeayaan, PEMESAN ctap
borkewagiban unsuk hay mwmnmmldmxumm

Dulom hal PEMESAN dan  Lembaga Pembiayaan tclah  oweoedsanganl  peyunjian
pemblaymn konsumen i PENERIMA PESANAN telah menerima  pembayuran dar
Lembaga Pembiayaan (in good fund), maks PENERIMA PESANAN menyatakan dan
berjanji uemuk tctap melaksanakan scluruh kewsjiban-kewajiban berdasarkan  Ketentuan-
ketemtuan dan syarat-syarat yang berfaku dalam Pesegasan Pemesanan dan PEMESAN
menyatakan dun beriang melaksansakan selurub kewajsban berdusackan ketentuan-ketennun dun
synrat-syurut yang berlaku di dalam perjanjian pembisynan konsumen dan Ketentuan dan
Syarat, termasuk namun tidak terbatas pada kewagiban pembayaran,

DnhmhuleESANanunmnhpcnyam duyarstkun oleh  Lembaga

Pembiaynan, PEMESAN teup hnﬁmnphm manmum ketentuan  Penegasan
Pemesanan termasukpemenuhan kewajiban g y ' tunal sesusi dengan
Konflrmasi Pesanan

49 Dalam hal metode pembayarn yang dipalih sdalah angsunn melalv tunad bertahap kepada PENERIMA
PESANAN. PEMESAN setuju untuk memberikan hak kepads PENERIMA PESANAN

49.1.

402
493

494

408

496

L RR LIRS

mu‘iﬂtnh‘ahghm(hkmmmyq masih mhnng oleh P!M&\qu-h
PENERIMA PESANAN berdasark di
Tagihan Pesaman”) kepads pihak I|u| mup snl Dengun Immnuwun dan kerugian llltnjlh
tmggungan FENERIMA PESANAN,
mengalibkan (memberskan hak sub ) ustuk p
peagalitum Hak Tagihan Pesanan tersebut tidak memerlukan pencu)un dan PEMESAN. Scaciah
PENERIMA PESANAN mombenkan pemberitahuan pengalibhan Hak Tagiban Pesanan kepada
PEMESAN, PEMESAN tetap borkowsiben uotuk melsksanakan kewagibun  PEMESAN
berdasarian Penegasan Pemesanan termasuk di antarsnya kewajiban pembayanin angsursanys
kepada pilak peneoma pengaliban yang ditunjuk oleh PENERIMA PESANAN scsun dengan
sachwal pernbayanan hmi-ln Koafirmasi Pesanan
PEMESAN bersedi o, bkan dokumen dan melakukan pemutakchirun
(updatc) data pribads yang diperiukan saat dnlukulm pongaliban,

PENERIMA ﬂ'.SANAN Muk bcﬁmnjim membasilitass PEMESAN vang memilih angsurun

tursu bertah yung disediakan olch Lembaga Pembiayaan yung
ditunjok aleh PIWERI‘\IA PESANAN wbgamduwdulm Pasal 482
Kusas wntuk PEMESAN yang memilih metode persbay dengn falud sunai

mmmmmm»m.mrm\mhmm
dokumen-dokumen yung dipedukan sesum dengan persyaratan yang ditentukan pads wak
melukukan pemesanan Unit, antaen bain KTP (suami dan (s, Karty Keluarga, akta/surat nikah,
slip gaji 3 bulan terakhir, rekening korantabungan 3 bulen terakhir, NPWP pribadi, surat
kcmn;m penghastlan, surat ijinprakick, kanu lamoun pmfea (untukpesbodi dan profesil,
ipin-ijin p haan, profil p hy kevangan (kbusus untuk
r Terbatas) dan dokumen-dokumen latnnya yung dwluha serta mndnmm
dokum:wdnhnm yung dipersyaratkan pleh Lembaga Pembiayaan yang ditumpuk olch
PENERIMA PESANAN, termasuk dabamn bal deperfukan menandatangani Perjanjan Pengikutan
Jual Bels (PPIB), Dalam hal PEMESAN uduk bcnedu memwubl lrl’n;!hln dokumen-dokumen
yany ditentukan dan menandatangans & kan olch Lembaga
Pembiayann yung diunjuk olch PENERIMA PESANAN, m-ka PEMESAN wajsh menentukan
pilikan carn hayar laimays selain jangka wukiu terscbuat dalmn
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o s

Ketermamn- Kotentian des Symo-Syara Lmeam
10 dan 2v

ayat ik,

Dengan metperhatikan ketentuan Pasal 9.5, 9 7 dan Pasal 156 Ketentwan dan Syarat tetap mengikat dan
berlaku bugi PEMESAN dan pihak pesserima pengaliban yang ditunjuk oleh PENERIMA PESANAN,

410, PEMESAN yung melakukan pembayaran secars angsuran disnggap batal dengan sendinnya, dalam hal;

4101,
4102,
4103

terdapat salub satu angsuran yang tertunggak seperti pada Konfirmasi Pesanan,
Jumlah ungsuran tdak sesuai dari yang discpakati seperti pada Konfirmasi Pesanan,
denda keterlambatan pembayaran belum dilnkukan pelunasan

Untuk ketentuan pembatalan ini berlaku ketentuan Pasal 10 dibawabs i,

411 Pembayaran Harga dengan fusilitas pembiaysan melolus Lembagn Pem

ERINE

4112

4113,

4104

biayaan

Apabila sisa pcmhn)tnn yang -H-ya olah PSMKSAN kcpth PENERIMA PESANAN
dilakukan & i Lembaga Pembiaynan, moka
PEMESAN wqtb wpern mengurs fasilitas pcmbil)nm tersebut sehelum stau segena setelah
pemesanan dilakukan, agar tidok terjodi keterlambatan pencairan dan masok ke rekening
PENERIMA PESANAN fepat waktu.

PEMESAN warib memastikan pomnbayarsn den Lembaga Pembiayaan kepadn PENERIMA
PESANAN socara tepat wiktu dan jimlbah seperti pada Koofirmasi Pessnan. PEMESAN harus
menerbitkan  “instrukst pembayaran yang tidak  capar ditarik  kembal" kepadn Lembaga
Pembiayaun yang dengan cura mentransfer vang sccarn olomatis ke rekening PENERIMA
PESANAN

Apubila proses permohonan fasilitas pembiayuan ditolak olch Lembags Pembiayaan Larcna
alasan apapen juga, maka PEMESAN wajib memilih salah satu dani cara pembayaran lainnya yang
dﬁww&nolch PENERIMA PESANAN yang saut iy sedang berlaku, namumn jika PEMESAN
b § antuk tutalkan Penegasan Pemesanan, maka PEMESAN mengakn dan
menyetujm babwa seluruh pembayanan vang telah diterima oleh PENERIMA PESANAN tidak
dapat Btank kembali (dikembalilan) karena schab apapun ssasu alasan apapun din mengadi bk
dan PENERIMA PESANAN.

Dalam hal PEMESAN lalai daksm melukukan pesy kepads Lembaga Pemby yang sfas
keserlambatan tersebut cukup dibuktikon d:qun pmlmuhuun oleh l.mhgn Pembiayaan
kepada PENERIMA PESANAN muka selurub ketentunn dan syuwrat mengenal keterhambatan
pembayarun yung ditur dalan Ketentuan dun Syarat menjads otomatis berfaku dun mengikal
PEMESAN,

412 PENERIMA PESANAN serta WMMWWM&MW yml dilakukan oleh

PEMESAN kepada PENERIMA PESANAN harus ih

RPN

4122,

4123,

4124,

4126,

PIPLUMS LT o2

Agir PEMESAN tidak dikenakan denda keterlumbatan pcmhnyam Karena pn»e- kliring, muka
PEMESAN dimints membuka rekening pada Bank, ugar dapat dilakukan permtah auto debet,
schingga PEMESAN cukup memastikan bahwa telsh tersedia saldo dana yang mencukupi pada
saat tanggal jatub tempo pembayaran.

Pembayuran dengan bilyet giro harus diserabkan hanya pada Kasr & kantor PENERIMA
PESANAN

Pembayuran desgan transfer dingjukan ke rekening bank PENERIMA PESANAN dilsi dan diberi
penjclasan dengan data-data antara lain © nama, nomor Kenfirmasi Pesanan dan mengirimbkan
fotokopt bukts transfer kepads PENERIMA PESANAN dengan email.

Pembayuran secarn tumu harus &lakukan oleh PEMESAN kopada Bank umtuk dingukan ke
rekening PENERIMA PESANAN. PEMESAN (idak diperbolehban vtk menyverahian vang
tunal kepacda kasic naupus plhak sapapun yang mengates namskon  PENERIMA PESANAN.
Pembayoran baru dianggap telsh diterima oleh PENERIMA PESANAN jikn uang yang
dikliringhan/detransfer acs dananys don telah masuk ke dalam rekening PENERIMA PESANAN.
Apsbila pembayaran yang dilakukan olch PEMESAN kepads PENERIMA  PESANAN
menyimpang dari carn-cara diatas, maka PARA PIHAK sepakat balwa cara pembayarsn tenschul
bukan spakan suatu pembayarun yang sah dan oleh karenanyn menjodi resiko dan tinggung
Jawab PEMESAN seperuhnyn dun PENERIMA PESANAN dibebaskan dan segala tuntutan
danvatau gugatan dan PEMESAN berkennan dengan hal-hal tersebut
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Kerennaan-Ketentnan dan Syweal-Syare Uam
M=t 11 dan 29

MEIKARTA
Pasal §
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
Bilamana PEMESAN dengan alasan apopun termyuta tidak dipat atay terlambat mefakoanakan saty atus beb

pembayacun kepodn PENERIMA PESANAN schaguimuna ditetapkan di dalom Pasal & Ketentuan dan Syarat llL
muks PEMESAN wujib membayar denla keterlumbatan sebesar 0,.5% (setengah persen) per bulun dard
Jumiah yang belum ditayar don sudah jatub tempo dan wagib dibayar oleh PEMESAN dengan seketika dan sekaligus
lunas. Ketentuan dends keterlambatan b thdduk 2l hak PENERIMA PESANAN untuk

v o

memutizskan/ membatalkan pemesanan ini, ﬂbapnm-u duatur pacla Pasal 10 Ketentuan dan Syarat it

Pasal 6
PENYERAHAN FISIK

6.1 PENERIMA PESANAN jjamin dan ikatkan dirl untuk b serta besaik
pembungunas Undt, untuk itn PENERIMA PESANAN mengikatkan dirt untuk mycuhhn kepada
PEMESAN, Unit scxuai dengan Spesifikasi Unit dan dalam jangka woktu paling lambat pada Tanggal
Serah Terima.

6.2, Yang dwmakax) dengan penyel pembungunan adalah Uit yang dipesan sclah  disclesaikan
panbamunyn dan hnpm telah berfungsi/dapat dipergunakan dengan sebagaimuna mestinya, yang
dinding pemb pentu-pinty, lantad, plafon, sesual dengan spesifikasi yang ditentukan
dlhmrucpln Pemesanan. Apabila terdapat kekurmgan dan‘atsn benda-benda yang tndak berfumgsi
mwmmmyn.mhhdltmbmmﬂ unsuk dilakukanmyn scrob terima, akan
tetapt mengn pada k mengenai jaminan atas Unit (Warranty) scbagaimans ditentukan dalam

Pasal 7

6.5, PENERIMA PESANAN ahan menyerabkan Unit kepado PEMESAN, dengan ketentuan PEMESAN vang
memilih carn pembayaran tanal atau pembiaysan dan Lembage Pembiayaan telah  melumst selursh
pembayarannya du/stou melaksanakan segals kewnjshan kepada PENERIMA PESANAN,

Dulam hal metode pembayamn yang dipilih PEMESAN adalah sagsuran tanal bertahap  kepada
PENERIMA PESANAN dan dalam hal PEMESAN masih mempunyai tunggakan-tunggakan, denda- denda,
kewagiban-kewajibun berpapun jumishnys dan  spapun bentuknya, maka PEMESAN  wapb segera
melunast dan monyelesaikan sampal st dalam wiktu 14 (empat belas) hart terhitung sejak Tangyal
Serah Terima alais tanggal Lun yang tercantum dataen surat undungan serah terima, apabili ewat duri batas
waktu sersebut, jika belum diselesaikan juga, maka kewagiban dan jangi scrah terima seperti yang discpakati
pads Konfirmasi Pesanan atau tanggal loin yang tercantum dobum surat undangan serahterima, makn
serabterima dianggap sudub dikiksanakan dengan balk oleh PENERIMA PESANAN wapa memerlukan
tandstmgan PEMESAN dan tidok_ods kewapban  begi  PENERIMA  PESANAN untuk menyerahkan
penguasaan dan kuncikunci Unit kepoda PEMESAN sebelum didlakukannys pelunasan dan penyclesai
kewajiban-kewajiban, sedangkan kewajiban PEMESAN untuk ki meranggung dan membayir luran
Pengeloluan, luran Dana Cadangan, Binya Penggunann dan iran- suran lsmya tetap berlaka dan wapsh
dilunaas dan Masa Jaminan berlaku sojuk Tanggal Serah Terima

64, Untuk PEMESAN yang memihih cara pembayarmn apagun, bila sampas dengan Tunggsd Sersh Terima
sebagaimana ditentukan dalam Konfirmasl Pesanan stau tanggal lain yasg sercantum dalam surat undangan
scrabi terima, kewajshan perbayaran telah dipenubi oleh PEMESAN dengan tepat wakiu dan tidak ads
tunggakon pembayanm kowaliban apapun, maks Unit skan disernb tenmakan, namun PEMESAN yang
memilih carn pembayaran angsurun melslui tanai bertahap wajib i Pimjam Pakai, yang berarti
schelum Harga lunss, PEMESAN meminjam-pakal atas Undt dan PENERIMA PESANAN tetap menjadi
pemi!lk:hllnll tersebut ssmpai dengan  pelumasan Harga, pods sast sudsh slokubon pelunasan

tidak diperlukan lagi adanya proses serah terima,

68 Apabila oleh sebab spupun, Kecualy;

654 karcna adanyn permintann dan PEMESAN sendin untuk perubahan-perububun pada
Unit;

650 karcna schab-schab schagnimana demakax] Pusal 22.

PENERIMA PESANAN melafaikan kewajibunnya tidak dupat menyelesaikun pemb dan

wmmuwmmm;WimhmmnmmudN
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LI

6.7,

({88

69,

perpangangan, maka atas kelulaian tenchut :
6.5.1, PEMESAN secarn tertubis dapst memints PENERIMA PESANAN untuk menyerahkan Unit
dengan kondisi apa udanya (as is).

652, PENERIMA PESANAN akan menghitung denda koterlambatan ponyershan Unit setiap 3 (tiga)
mdnmbmmummmmmmmwuwpmwww (dua
palub), apabila tinggal 20 (duapalub) jatuh pada hari libor, maka pemb, dilakukan pada
hari kerjaberikumya

653 PENERIMA PESANAN sk memperhitungkan denda ketetlambatun ponyeralan Unit sebesar
0.5% (wetengah pemen) per balan maksimal 5% (lma persen) dan Nilai Sisa Pekerjaan otas Unit
milik PEMESAN, vang dibitung sccara proporssonal terhadup baglan Unit yeng  belum
terselesaikan terhitung seyak Tanggal Serah Terima sarpai dengan tanggal undangan serah ferimsa
pertama yang dikicim PENERIMA PESANAN

654 Bagl PEMESAN yung momilih pembuyaran melalul angsuran tnal bertabap ke PENERIMA
PESANAN dimana massh terdapal sisa Hargs yang mash haros disngaar, maka denda
keterlumbatan dihitung 0.5 %% (setengah p ) per bulan makssmal $% (lima persen) dan Nilal
Sisa Pekerjaan atas Unit dikalikan dengan persentase (%) nilal Harga Net angsuran yang sudah
terhayar terhadap total mla HargaNet

H5.5 Bap PF.MESAN yang memilih nuna melalal Lembaga Pembiaysan yang sodah melakuban

an'p dana ya kepodo PENERIMA PESANAN dan tadak oda tunggakan
mqundmﬁ.uuhdmhkﬁnhmbnm penyershan Unit dopat dsbayurkan sesuai dengan
ketertuan butir 6.5.2 diatas.

6560 Pembayaran denda keterlambatan penyerabon Unit sebagainsina discbatkan dalam Pasal 6.5.2,
653 d 654 akun dilukuban olch PENERIMA PESANAN pada Tanggal BAST dan tclub
menerima sarat undanmn serab terima, deagan Kesentuaun tidak ada tunggsicn dan kewajiban apapun
durt PEMESAN serta PEMESAN axiah melskukan pelunasan pembayann sepemihoya atas Harga,

Pasal i hanya berlaku apabila keterlambatan penyerahan Unit tersebut tdak diberttabukan sebelumnya

oleh PENERIMA PESANAN kepada PEMESAN.

Dengan memperhatikon Pasal 6.3, dalam wakta 14 (emgut belas) hart kerja sebelum penyershan fisik
terschut dilakukan, PENERIMA PESANAN akan memberitahukan secarn tertulis dan dibukttkan dengan
tanda penginman kepads PEMESAN untuk datang ke tempat dan pads ban serta taggal yang skan
ditemtukan kemudian oleh PENERIMA PESANAN, unmik menandatangani BAST. PEMESAN dopat
engpjulon penundas penyerahan fisik pabing lama 14 (eenpat belus) hari kalendar dengan pemberitahuan
palsg lembat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal seeaby terima yang tercantum dalam surat undangan. Delam
hal PEMESAN tidak hadir pada jangka waktu yang  dischutkan  diatas  maka PEMESAN dengan ini
mmw.wmmmmmwkmmuswmm
ustuk bertindak atas nams PEMESAN monandatangan semua dok vang berhubungin dengmn BAST
terschut.

Serah terima ats Unit kepada PEMESAN sebugainuans dimaksud pads Pasal 6.6 diatas, dianggap telah
terinli secara otamatis karena kelalsion PEMESAN, schingga tidak ads kewnjiban bagi PENERIMA
PESANAN untuk menginimkian kembali surst undongan maupuen menyershkan kunci atss Unit tersebut
kepada PEMESAN, sampal PEMESAN sendin yung dateng dan mengambil kunct di kastor PENERIMA
PESANAN atau tempat bain yang disepakati.

Terhmtung scjak tanggal BAST atau tanggal dimgyap telah dilakukan BAST, PEMESAN/Pemilik st
Penghuni wagib mesngpung dan membuyar Biaya Penggunann maupen luran Peagelolaan, luran Dana
Cadangun, buk yang bogseng terkait dengan Klaster, Blok, Tower, Unit, Sub Komplek smi Komplek
dan Faxilitas BersamaKomplck.

Apabila sctelab serah terima timbul tunggakan, dendapenalti keserfambatan pembayarsn stas Harga,
termasuk biaya dan denda atss Turan Pengelolaan, Turan Dans Cadangan dan baindam tagiban yang
timbal dan belum dilikukian pelinasan olch PEMESAN, maks Masa Jaminan 100 (scratus) hari vang
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610

6ll

612

AN

72,

73

74

75.

diberikan oleh PENERIMA PESANAN schagaimuna Pasal 7 dibawah ini menjadi tidak berlaky.

Apabila PEMESAN bermaksad melakukun modifikasi segers setelah serah terima dan sudsh mesunjuk
kontraktor, maka kootraktor dapat menandatangani BAST mewakili schagai kuasa PEMESAN, Dengan
demikian kewajiban PENERIMA PESANANPENGEMBANG atas Unit tersebut berakhir dan beralib
kepada kontraktor yung ditunjuk oleh PEMESAN,

Meskipun teluh didakukan serab terima Unbt, akan tetapi pelaksanaon pembangunan di dalom Komplek
dilakukan secara bertahap, tidak ads wratan dan dalom waksu serta curs yang tlak bersamaas, maka
PEMESAN menyadart tobwa okan ada pekergaan komstruksi yang akan terus beskelanjutan dan dopat
mesimbalkiun polus: bask udern mumipen s, sehingea dipat menygangpo Peaghoni tntuk beraktivitas &
dalam Komplek.

Apabiln terjadi keadnan momaksa (Force Majeure) sehagaimana dimaksud Pasal 22 Ketentuan dan Syarat
inl yang dapat mengaksbatkan keterlumbatan penyerahan Unit oleh PENERIMA PESANAN kepada
PEMESAN, maka PEMESAN dengan mi melepaskan hak untuk menuntut pidana, perdata, dan

Jutau pembayaran denda atau ganti rugl atau bisya luin dalam bentuk apapun kepada PENERIMA
PESANAN

Pasal 7
JAMINAN ATAS UNIT (WARRANTY)

Masa Jananan yang dsberskan oleh PENERIMA PESANAN adalah selamu 100 (seratus) hari kalender
berturut-turut sejak Tanggal BAST atas Unit, sesua dengan sposifikasi dun berfimgsinya fasilitas- fasiltas
yung ada di dalam Unit seperti saluran air bersah, asr kotor, listok dan bain-lom dalam jangka waki terschut,
Juga untuk perbuikan perbaikan atus hal-lal yang sertulis di dalam BAST.

Sclaruh jaminan #tas Unit tdak berloky lag secara otomatis jika Unit telsh divbabydirenovasi oleh
PEMESAN supun Penghunl. Jamsnan hanya berlaku selama Unit masih dalum kondist standar atau
seperts kondist semuly pocds ssst Tanggal BAST.

Apabiln dalaen Masa Jaminan, PEMESAN menemukan kerusakan-kerusakan otas Unie dan'atau tidak
berfungsinya fasalitas-fasiltus dulam Unit otou pekerjaan sda yang belum laxelaatltm. PEMF.\AN
herhak meminta PENERIMA PESANAN untuk memperbaiki kenssak

yung telab discdinkan oleh PENERIMA PESANAN, perbaikan mana harss telsh tmutss ditaksanakan
sclambat-lambatnys dalam 7 (tujuh) ban kalender scjak PENERIMA PESANAN menerima formulbir
permohonan perbadan yang telah diisi leaghap

Kewajsban PENERlMA?!SANAN&hmMmJ-.hn ini dibatasi oleh desain dan sposifikasi Unit
dan cﬁ- dibuktikcan batwa ) ke an-) chut dan‘atau tidak berfungsioya fasilitas. fasilitas

bukan dischabkan olch kesslohun danvatau Kelaluban PEMESAN atau Penghuni, termasuk
kesalohsn dan‘oton kelaluion yang timbul stas pekerinan kontrakior yang dumuk oleh PEMESAN
schagainsana dratur dabam Pasal 610,

Segals porubahan danatay penambahan yung delakukan stas Unit harus memperoleh persetuyuan securs
termulis teclebib dahulu durt PENERIMA PESANAN dan harus dilaksasakan oleh kontraktor yang ditunjuk
oleh PENERIMA PESANAN dan/utos konwaktor PEMESAN yang 1elah disetujul oleh PENERIMA
PESANAN sccara tertulia, dengan ketentuan bahwa semua bays yang timbud schubungan dengan perubuabun
dan'stsy penambahan mengadi resiko dan tnggung jawab PEMESAN  wallon perubsban dan stau
penambahan tersebut tdak menimbulkan ganggoan ataw kerugian bagi Unit lainnya. Apsbila timbul
kerugian, maka PEMESAN hanus bertmggungjawab sepenuhnya.

8
PAJAK-PAJAK DAN BIAYA-BIAYA

Pajak-pajak wajib dibayar dan dipangent oleh Para Pilak sesuai dengan kan yang berlaku,
lmkmuummmmemmwmhm
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84

35

9.1

2

923

a4

denda-denda.

Testapat bermacam-macam pajak-papsk yang terkait dengan p Unlt, pembay DP, angsuran
maupunt st jual beli, baik yang menjadi beban PEMESAN PEMBELD nuupun  PENERIMA
PESANANPENJUAL, dun suga ada pajak-pagak yang terjadi setclah jual beli, setapi wajib dibayar oleh
Pemilik danvatau Penghuni yang berlaku sejak dilakukannyn serah terima Unit, termasuk mamun tidak
torbatas pacda Pejok Bumi den Bangunan dan Bea Perolehan Huk Atas Tanah dan Bangunan,

Tmhpn(pmhh biayn yang harus dibayaran lan;un;oich PEMESAN Pemilik atau Penghuni, seper
biayn pemukman listnk pada Unit atsy dibayarkan secarn woal dan dikoordinasikan oleh
PENERIMA PESANAN, PENGEMBANG. BP, sepertibaya pamhhn listrk pads Baghan Bersama,

Terdapat jiza pagak dan brayu yang sudsh menjadi satu di dalam Turan Pengelobaan seperti baya keamanan
any heran Dana Cadangun, seperti baya overdand 1if), perpanjangan HOE Tanah Bersama, tetap ada juga
yang ditagih secara terpisah, seperti sewa pemakaian Benda Bersama untuk keperfuan pabadi Penghuni.

Jika karena suatu p k stmu kead PENERIMA PESANAN teluh membayas
lebih dabwlu (namun PENERIMA PESANAN tidok berkewajiban untuk melakukan hal tersebut) suatn
pagak, minwn, retribusi, baya, ongkos maupss kewajdhan pmlbaym hmynmmmnpdnbchndm
tangguay jowab PEMESAN, maka PEVIESAN wajsh untuk segers
schetika dun sekaligus lunas, dalam wakiu maksimal 30 (tiga puluh) han kth PENERIMA PESANAN
atas pemberitahuan pertama dan PENERIMA PESANAN, dan apabils PEMESAN tidak jugs melakukan
pembayarun, maka PENERIMA PESANAN berhak mengerakan denda | 0/00 (satuper mil) per bar untuk
tiap-tiap han keterlambatan sampai dengan dilunasinys kewajiban terschut dan proses pengalibas hak serm
Akt Jusil Beli tadak dopen dilabukan, tanpn mengutangi hak PENERIMA PESANAN wntuk molakudon
sankxi-sunk s lain yany dEstur dslam Ketentuan dan Syarat mi.

Paxal 9
PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI (AJB)

Para Pikak berjunji dan mengiatkan din uotuk membual dan menandatangani AJB atas Unit dibadapmn

PPA'I' dalam hal tedah dipemubi selurub aspek-aspek sehogai berikut:
PEMESAN telah melunusi selurah pembayann Harga, kewajiban-kewajibannys, desdda, sunksi
administrasi dan biayn-biaya lninnya, rermasuk tetaps tidak serbatas pada luran Peogelolaan don luran
Dana Cadangun.

i Telah dlakuken BAST dan tdak ads tunsutan/ gugatan apapuen mmmkmmakml-ml’a.ebhll.
Turan Dana Cadangan dan blaya-biaya lumnya stis Unit yaog discrahkan tersebut

i, PEMESAN tclah memenuhi seluruh peesyaratan’ peraturan |/ kewajiban ymg disctapkan olch
pemerintah atuu instansi vang borwenang, ADVART Peraturan Tats Tertlb Sarusun Peraturan
Tata Tertib Komplek:

. Sertipikat teluh diperoleh dan Kuntor Badan Pertanshan Nassoanl (BPN),

v.  PEMESAN tclah melunasi seluruby bixya untuk proses pengunasan balik nama Sertipikat keatas mma
PEMESAN, yany tesdini dari baaya resmi yang ditentukan oleh Badan Pertanaban Nasional (BPN) dan
Bea Perolehan Hak Atas Tansh Dun Bangunan (BPHTH), pajak-pajak lain yang skan ada dikemudian
han yang ditentukan oleh Dircktorat Jenderal Pajak, perabahan atas milal pagak yang teiah berlaka poda
sxt i, jasa pengurusan oleh notaris/PPAT, biaya-biayn lainayn untuk dupat dilakukannya proses
pengurusan balik rama Sertipikat ke atas nama PEMESAN.

PENERIMA PESANAN akan beritahuk Tix kepads PEMESAN untuk datung ke tempat
pd&mmpulhchpldnhm«hnugﬂmimdlmkcmnldl PENERIMA PESANAN

Segera setelah dilakukan perssrsdstanganan AJB dibadspan PPAT, nuka akan dilskukan proses balik nama
Sertifikat menjadl atas nima PEMESAN olch PPAT.

Apabiks PEMESAN membeli Unit dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan,
maka pads sant pelakumaan AJB dibadspan PPAT, dilsksmakan jugs  penandotanganans Surat Kuiss
Membebunkan Hak Tangpungsn (SKMHT) danistay Akta Pemberian Hak Tanggangan (APHT) serta
dokumen luin yang diperdukan. Selanjutnya PENERIMA PESANAN ahun meaverahkan
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926,

97

98

9.9,

10,1,

sclurubashi dokumen sehubangan dengan jwal beli Unit, teemusaknidak terbatas pada dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan Unit tersebut scbagsl peninan kepada Lembagn Pembiayaan pembent Gasifites
pembeayaan.

Apubdds delumn jungha woktu 15 (limabelas) han efektif terhitung sejak st seharusaya dilaksanikon

AJB dibadapan PPAT. PEMESAN tadak dapat hadit atau mengutus wikil kussanya dan
tidak members kabar wntuk day i Al bat, maka PENERIMA PESANAN akan (fctapi
tiduk berkewagiban) menginmkan pcmb:mnhun kodun sccarn tertulis kepada PEMESAN  ueuk
memndatangan AJB dihadupan PPAT.

Dalam hal kewnjiban PENERIMA PESANAN smtuk memberitabukan secarn tertulis kepads PEMESAN
untuk menandatangam ASB schagoimuns dimaksod dalam kesentuan Pasal 9.2 Ketentuan dan Syarat iclob
dipenuhs, maka PENERIMA PESANAN dupat melakukan tindakan sehugai berikut:

. Apabila PEMESAN memenuhi undangan namem tiduk maa menandatangeen AJB, maka PENERIMA
PESANAN akan menyerabkun asdi Sertipikat terschut kepads PEMESAN yang masih atas pama
PENERIMA PESANAN dan/stos PENGEMBANG untuk disimpan sendinl oleh PEMESAN, Dengan
dserbkannys b Sertipikat terschut kepada PEMESAN, maka segala rosko menjads tngguagiawab
PEMESAN sendeni dan membebaskan PENERIMA PESANAN dan otsy PENGEMBANG dan segula
tntutangugitin yang timbul termasukresiko perpanjongsn Sertipikat dan biaya-biays yang timbul
menyads bebun Pembell.

il Apabila PEMESAN odak memenshi undangan unbuk  menandutangars AJB  meskipun  telah
Uiberstahulonn  secarn seralis sehanyak 3 (tiga) Koli, muka PENERIMA PESANAN  dun/atau
PENGEMBANG skan mengenakan blaya penitipan stun peayimpanan atas Sertipikat eesebut kepoda
PEMESAN

Daalam hal stk dopant dilakukin (memenahi syarat ) perandatanganan AJB dan PEMESAN telab divnclaey
untak menandatangans AJB dilsadapan PPAT, yang dibukeikan dengan bukti pengiriman surst undangan dani
PENERIMA PESANAN pamun dengan alasan spopun tidak  melakukan ponmdatanganan AJB Unit,
maka apabils terjads selisth Dasar Pengennan Pujak akibat dari kensskan Nilai Jual Objek Papk (NJOP)
Pajak Bumi dan Bangusan (PBB), maka sehuruh selisih pagak danatau pajak-pajak yang timbul tersebut
menjadi neggungjawab dan wijih dihayar olch PEMESAN,

PEMESAN sepmdmyabummp\wbmmm_ ko' k ian-kerugian' biaya-biays yang
dlnhnu PF.\I:R!MA PESANAN schub lalaian PEMESAN cibim melsksanakan ASH

baxya) b ’(&n)hh&nb-yaﬂn):m&dmmmhw»hyn
mscpmmn diterima oleh PENERIMA PESANAN termasuk namun tidak terbatas Pt tidak clagprat
dicairkunnyn dana milik PENERIMA PESANAN oleh Lembaga Pembiayaan
Aphdll‘(&nHu)hhupldeMB'ﬂledmnumdManh
PEMESAN dengan ini b hoya kepoda PENERIMA PESANAN berdasarkan
K«nlulm»wmmwknwmmmﬂmmmmbkm yang
borhubungan dengan AJH tersebot.

Para Pibak sctwju batwa walmpun Para Pihak telsh memenahi kewnjibarsys dalem Penegasan
Pemesanan dan selab menandatangani AJB, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Ketentuan dan Syarat
mmmmmmmmuwmmma karena ity PEMESAN wuph

merandasingan permy peneg; gan penandatanganan AJB.

Pasal 10
PEMUTUSAN PENEGASAN PEMESANAN

PENERIMA PESANAN berhak untuk sctiap st memutuskan dan membatalkan Penegasan Pemesanan
secars sepiluk, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

I0.la  PEMESAN lalai untuk hi kewajib b ch diatur dan discpakati
dalam Konfirmast Pnunluhnkehluun hu hahugsung terus ullmﬂmluhbhnbmw
turut ferhitungseiek sant sch h diluksarakan (jatuh tempo), &
Mwhmwuﬁanmuﬂmphhhuymwhphke%nu?mmm
tnpa diperfukan lagh suaty susat peringatan secan resmi atas surst lain yang scrupa deogan (.

10,1 PEMESAN yang menggunakan fasilitas pembasyaan dari Lembaga Pembiayasn wajib
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10,14,

10.1e

1015

101g

102 Akibat yang timbul dari adanys

Ketestusn- Ketentuan dan Syers-Syatst Utinen

Hal 14 dart
mengurus sendiri kepada Lembaga Pembianyuan age pencairan fasilitas pembiaynan tidok
melewnti tnggal jatuh empo sesa pembayarin. Keterlambatan pembayunun batk yang discbabkan
oleh keterlambatan pengumasan maspun penolakan permohonan fasilitas pembiaysan menspakan

berkti yang cukup atas kelalotan PEMESAN tinps diperfukan suatu surat peringatan securs resmi
atuu surat lain yang serupadengan it

PEMESAN bosk atas permoh diri ataw atas permohonan pikak lain dinystakan pails atau
ditarub di bawah pengampuan (curatele) dun masih ads sisy kewagibansya kepads PENERIMA
PESANAN atay PEMESAN mendapat larangan dari instanst Pemerintah yang berwenang untuk
melakukan kegintan usahaoya

Dalam hal PEMESAN:

(i) adalsh scorung indrvicy, maka apabila PEMESAN meninggsl dunia dan dalam jangka wakiu
60 (crsam palub) han kalender scjak saat meninggalnya PEMESAN, para ahli warisaya tdak
mscrnatubi kewijiban sebagamana ditentukan dalen Passl 12,10, e dengun lewatnys
walktu 60 (enam paluh) hari kalender terhitungscjak tanggal PEMESAN meninggal dunia,
sudah merupakan bukt vang cukup akan ketidak sanggupen parn ahli waris melanjutkan
kewnptan  bukum PEMESAN scpanjong masih ode kewajiban. kewajihan yang harus
dipenuhi oleh PEMESAN kepads PENERIMA PESANAN,

(i) sdaloh schual baden Inkum, maks sast PEMESAN dinyatakan pailit oleh pengadilan yang
berwenang, atsu pormsegang ssham (atau yong setarn dongan itu) PEMESAN nsengaminl
kepatusan pembubann

Selursh atau salah satu kegintan PEMESAN dibubarkan dan, kekay PEMESAN disita,

Geambi) alih stou dikenakan tisdukan Lain oleh pengniilan dan'atay instansi pemenintah lainnys

das'ntou pikak ketiga kannya dan PEMESAN tidok mampa mengambil tedakanamdakan untuk

mengamankan kepentingan PENERIMA PESANAN dalam wakiu 14 (empat belas) hari kalend
terhitung sepak adunya permbubaran, ponytaan, peagambelalihan ataw pengensan tindskan lainnya
terscbut di atas, sepanjang masith ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi olch PEMESAN
kepada PENERIMA PESANAN.

Bagi PEMESAN yang memilih carn memboyur angsurn dan‘atsu pembayamin atas Unit dengan
menggunakan fasilitas peent lalut Lembags Pembinywan. dalam hal PEMESAN lala
(wanprestasi) melunasl hutsmgnys tersebut kepads Lembaga Pemblayaan, PENERIMA
PESANAN sclaku pibak yang ditunjuk odch Lembags Pembiaysan dape moempergunskan
hal kewenangamya termasuk ramun tidak terbatas pada pemutusan  Penegasan Pemesanan
secars sepihak.

PEMESAN tidak memenubi lmnjim chnmm mcllnulr salah satu ketentuan yang tercantum
dalam Penegasan Pem b P P y

Penegasan Pemesanan olch PENERIMA PESANAN schaga

pemutusan
akibat kelalaian PEMESAN schagaimsann dmaksud dalam Pasal 10,1 Ketentuan dan Syarat ini, mska:

10.2a
02h

rUMsU a0l

BF, sclurub DP, dun 10% (sepulub persen) dari Harga Net uduk dopat dikembalikan, dun

merupakan ganti rug atas pembatalan,

Pengembalian sisa vang okan  dlakukan dengan mengurangi biaya-blays  schaguimana

dischutkan dalam Pasal 10.2.0 diatan, denda keserlambatan utas pembayaran Unit dan hadiah

promos: yang didapatkon Pemesan  pada saat memesan Unit (apabila ada). Pengembalian sisa

wang hanya dapat dilakukan dm ketentuan schagai berikat :

10.2b.i. Setelah ik i selurub pajak-pajok sesuai ketentuan perpajukan yang berlaku,

lozbusaulbwmdqumbdldcbpmImuuuuud:n.ms)w.kmdm
cara, waktu dan harga yang sepenulinya ditentukian dan delaksarukon secara sepshak oleh
PENERIMA PESANAN serta pemhayaran lunas telah diterima oleh PENERIMA
PESANAN,

PEMESAN menyetajui untuk tilak menunt padana, perdata danatan kerugran moncter apa pan

kepada PENERIMA PESANAN dun perusatnmn afilisasinya termssuktetapi tidak terbatos kepada

karyawan-karyawan perusabaan.

Udlmmn&obyckh:m?m Pemesanan i, yang suchh discrah

maupan  diping pakmkan tetap merupskan milik PENERIMA PESANAN
seperiuhnys dan oleh kurenanyn PEMESAN berkewajiban untuk menyorabkanya dalam keadaan
kosong dan bask {tidak ada kerusakan spapun) kepads PENERIMA PESANAN
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103

104

105,

sclambat-lambatnya dalam wakt 14 (empat belas) han knlmda mﬁnumak hart dun tanggol
Penegasan Pemesanan mengadi batal dan selurch blaya ghan Unit dun
mmmwmmmmmmmamn

Apabili dalam gangka waktu 14 (empat-belas) ban terhitung sejak jatub waktu pengosongan PEMESAN
masih belum jugs menyerabkan Unit dalam keadaan kosong dun baek (tidak ads kerusakan apapun) kepoda
PENERIMA PESANAN, muks PENERIMA PESANAN dengan inl diberikan izin (tanpa syarat dan tepa
dapat dlitartk kembali) dan hak serta kuasa yang tidak dopat dicabut kembali dan tidak skan berukhir karena
sebab-schab dalaen Pasal 1813, 1814 dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indosesta oleh
W.MWMUdIMthhMWpMm;mMM
mekakukan semun spaya hukwn apapuen yang diperfukan otk menguisai kembali Undt dengn ketentuan
h&w-xphmpwﬁmwnbuyum baaya-binya dan resiko yang timbul sebubungan dengan
' pengosongan dan perbaskan Unit terscbut yang dilakukan oleh PENERIMA PESANAN menjadi
wm,uwrmmwwu Paru Pehak dengon tegas sepakat hulwa tindakan pengosongan dan
yang dilukukan olch PENERIMA PEMESANAN diatur dalam Pasal ini bukan
dnnndaktemmnt dalam pecbuatan sebagaimana diatur dalsen Pasal 167 Kitab Undang-Undung Hukum
Pidana
PEMMdmpwmaMﬂmP&WMAPESANANdmwh(mmdnmmm
Fpap -nsh! buat (lermasuk maumun tidok terbatas pada 4 pidana) dan
dengnmm berikan pembebasan, pemls wmpdmumrmmlmnsmmmu
ef decharge). Schubungan dengan bl terscbut,  PENERIMA  PESANAN berbak  pula  untuk
perhitungkan  dan i kepads PEMESAN tormasuk namun tidak terbatas pads  dersdn
mwmmknknhnhwhyuhmnnmmﬁmmmmm

pengosongan Unit.

Bagi PEMESAN yang Unit 193 dan menggunakan Unit berdesarkan Pinjam Pakai
dlmd-luml'mlbdum.mwwm kammm 1750

- 1751 Kitab Undang-Undng Hukum Perdata sepanj ks untuk suatu

muhmmmmmummmmxummm sewakiu-wakiu oleh
pemilik baraeg.

Jika PEMESAN tidek segera mengosongkan Unit dalam jangka waktu telah ditentukan pasal 10.3, muka
PEMESAN dengnn ini membenikan hak, kewenangan dan kuasa yang tidak dupat dscabut kembal: dengan
alasan apopan jugs kepada PENERIMA PESANAN  umtuk  mematikan alirun listnk don  aliran air
bersibvmmam, sambungan telepon mavpun menwtup akses ke Unit tersebut, PEMESAN tidak berhak
untuk menumtutmenggugat suaty kerugian dalam bentuk apapun dan jumlah berapapen, dan apabils
PEMESAN masih belum pagn memperbaiki kesalahan dan belum menanti surat permgstan dalom waktu
30 (tiga puluh) e sejak tangeal surat permgatiun tertulis ketiga, maky schagal akobat dany pelanggran
peruntikan Unit terschut, PENERIMA PESANAN, berhak untuk membonghkar selurub isi dan Unit,
Scluruh biaya-buys danutau kerugian yang timbul untuk pembonglarn tersebut adalash tanggung jowab
PEMESAN dan wajib difunas seketika dalam waktu | x 24 jam kepada PENERIMA PESANAN.

PEMESAN dengan persctujuan terlebih dahubu dari PENERIMA PESANAN dapat mengakhun Pencgasan

Pemesanan apabila terjadi keterlambatan penyershan Unit atou akasan lain sebagaimang diatar dalam

Ketentuan dan Syarat ini karcna discogaja, dengan ketentuan PEMESAN senantiasa memenuhi seluruh

kewnjshannya termasuk mamun tidak pada pembaywran dan/atau snguran atas Harga, denda- dends, dan

baya lain-lainnys kepada PENERIMA PESANAN sccara tepat waktu, tidak pernab ado tunggakin atsupan

dends dalam bentuk  apapun PENERIMA PESANAN. Nanmwn  demikian dengan tetap

memperchatikan ketentuan Pasal 1§ Kctutul dan Syu'u inl PENERIMA PESANAN bendosarkan

pertimbangan kbusas skan berikan usaha terb untuk b PEMESAN agar dupt

mengalthkan kepemilikan Unit kepada pihuk Lain dengan Iwumlmn

1052 PEMESAN terlobih dahuly mendaftackan pengalihan Uit np-umsapoms dapuat sogern
melakukon pemasarun Unit. Sclama masa p dengan pengalihan Unst. PEMESAN
tetap wagib antuk memenuhi selurub kﬂuMa chhm'm Pemesanan,

105b  Pada taogeal efckeifl pengalihan kepemilikan Unit kepada pibak lain, PEMESAN wajih
menyerbiin kembali kepads PENERIMA PESANAN seluruh dokumnen-dokumen dan bukti-
bukti pembayaran yang ashi, dan kunci-kunci dan akscs otas Undt yang selab diterbitkan oleh
PENERIMA PESANAN don mesandatungam Addendum Penegasun Pemesanun;

105.c Jumlah wang yang diterima oleh PEMESAN adalsh scjumish miksi pengalilian Unit yung desetuyu

olch PEMESAN dikwrangi pajak-pajok, biaya-blayn schubungan dengan  pengalihan Unit dan
dikurang) denda-derxla (jika ada), dikum waktu paling lambet 30 (tigs puluh) hari kerja
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terhitung sejok tanggal Addendum Pencgasan Pemesanan dan pembayaran lanas diterima oleh
DRSS

106, Dengan dtanda tanganinnya Addendum Penegasan Pemesanan schagaimans disehut dalam Pasal 105
maka bubungse bukum Para Pihak berdasarkan Penegasan Pemesanan menjadi berakhir dan PEMESAN
bebuskan dan melepaskan hak untuk mengajukan gugatan, keb tuntutan, bap keluhan (baik
mmmmmummmm;wuw)mmm
PESANAN serta membebaskan PENERIMA PESANAN dun dan terhadap setiop semua kerugan yag
terjadi akibut pelaiksanaan hak PENERIMA PESANAN, termasuk namen tidak torbatas pads pelaksanan

hak PENERIMA PESANAN schogaimana diatur dalam Pasal 10,1,

107, Para Pihak dengan ms setugy bahwa pemutusan Penegasan P sccara sopahak mi dapat dilakukan
tanpa diperlukan campur tanyan Hakim Pengadilun Negeri dan kareranyn pars pilok dengan ini socara
tegas melepaskan ketentuan-Xetentuan yung distur dalum Pasal 1266 kmb Uncung-Undang  Hukum
Perdata kbususnya yang mensyartkan kepunssan hakio unik suatu pembatalan suats pesjanjian’perikatan
dan Pusal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pasal 11
KEWAJIBAN PENERIMA PESANAN

Kewajiban-kewajihan PENERIMA PESANAN berdasarkan Penegasan Pemesanan adalah dshatasi sebagn
berikut:

1 Mmymumunumrmmx

12, famb pembangunan dan serah terima Unit (jika ads).

113 Mcmuhl-un AJB atas Unit dihadupan PPAT.

114, Menerima dan menjalankan kussa-kuasa yang diberikan oleh PEMESAN berdasarkan Ketentuan dan
Syarut ind

Satu dan lain dengan tidak mengurangl kewajiban-kewajibon PENERIMA PESANAN lainnya yang secara tegas
descbutkun dalam pasal-pasal Ketentusn dan Syarat ini beserta sclurudy lampiran Penegasan Pemesanan,

Pasal 12
KEWAJIBAN PEMESAN

Kewajihan-kewa|iban PEMESAN berdasarkan Penegasan Pem adalah dibatast sebagas berikut:

121, Memenuhi kewajibasnyn untuk melskukan pembayaran Harga, pajak-pajsk yang berclasarkan peraturan
menjadi beban PEMESAN, biayu-biaya Notaris, bea-bea yang menjad: kewsgibun PEMESAN, baik yang
sudah dihitung seperti pada lampican Penegasan Pemesanan maupon ying bonu sk timbal dan wajib
dibayar dikemudian hari.

Py
-

Membayur denda keterlambatan

| 4
-

Menerima dan menandatangani BAST Unit, Serah Terima Pinjam Pakas apabils masih ada angsuran yang
belum fatub tempo sat serab terima Unit sudsh Syt dilakukan. PEMESAN dalam posisinya sebagat
peminjam pakai atas Unit, wajib memelihara Unit sebagai peminjam palkal yang berikad baik.

124, Mempergunakan Unit sesual dengan peruntukksenys.

125, Menandatangani AJB atas Unit dihadapan scornng PPAT.

126, Menaati Peraturan Tnn Teﬂl: s-um dun Peraturan Tata Tertib Komplek maupun peraturan tuts

tertih la yang di szt Penegasan Pemesanan ditandatangam beserta peruhuian-
paubnhnnmb«h&ud&umhnhm.

127, Memjadi anggota PISRS,
128, Menyetujui penunjukan BP, sesun dengan kondisi dan syarat-syarat yang telah discpakatt atay dibuat
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w bk

WMNMM%M ¥ .3 Y

data data yp debwatadiban dari
Mummmwmmﬁhmwmmum
PEMESAN b ool wakoh wny sah bateys 00 (enam pubdd) han Kalesder
mmqnmwmmmw—mmu
mhmmn yenah ‘_‘4 wmu—tn‘mmmu
berkew ajthan y an, mengangathan dan ki Ketentunn dan

muwmuum
FEMESAN

Dialum hal PEMESAN menulih 2 h lalus oune beriatiap dun PENERIMA
WMMWMMMCO F-nll’ldnmht-n
mmmwhumwoﬂuwmﬁnm‘mm
M—lm-mmuhmmm btk wognbe bk
QRN kb 1&& mn&udﬂ—u

St dan Maio o ihan FEMESAN luineya yung sovars togas disobutkan
pﬁpﬂ*ﬂﬂmmhw-dauhm-dﬂmmm

PFaxal 13
HAK FENERIMA FESANAN

Hak-bak FENERIMA PESANAN dibatast sobagni berkm

(AN

na

na

Meaorima pemmbayaran Margn. pugeh pugah Diays ayo dan bes bes yag menpsdi bewagiban FEMESAN,
Daik yung socad dibsituing seport) pada Lampean Penegasan Pomesanam (mapan g b dhas il
diwng dan My Shomntion har, sess & . Galan Ketonwtuam dan Ssarst o
g perindangan yang Ierial

Meoninmib Notans PEPAT yimy berwonuny usnik miclabaanukan AN Unbs yang wban disndsangan oleh dan
duantiars Pars Pihak berdasarhan Kotemuen- K esentuun dun Synm Sy st me

wmam—nm-..-—nmvmmm wWlah doerana oleh

PEMESAN bordosarban Ketentunn dan Syaret iod, Mwssoys ke PEMESAN mongsbusban sl
g dant PENERIMA PESANAN Daban hal s posist FENERIMA PESANAN adalah pdiak yung
dinagikan

Membangun Sob Kemplek dan Kompleh tormamuk  seburudy  pombungsman  Deilitas.  sorans  dan
pentangiian sclund) Wlek yang ade dalan Kompleh socaru bortalap semini dongan wokti yung hanys
daernuhan obeh PENGEMNBANG

1. MQMM&-MIMM secira heselurub
b nastan sk terhatas hepeda ek MMMMMMWM
ke detuk Ut oni bk PEMESAN dan wenpa porsetsyaian terlebih dahibo deet FEMESAN PENGEMBANG
Dertash wntih menermiban schind ponauban dan ditensstis ponhengaesn deden Sub
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(3 & L e dan & - wpelods scpemmbimya as Tamah Bervama Nagian
Bervams dn Benda Ber Niok P harub & Sab Kompheh G Komphek cormaeck
{NTIF TR PPN ey
131 ) Memunta PEMENAN spabnla dad s bk dem Lowaphan yang ickad Satwr delery Ketentusn dan
s g k. souiii & » ’ AL . yung Surleh

hhh*“mﬂ“nmnm‘“_m“*m—
dolermn pamal pasal datam Ke dan S © Procgaan Pemesanan

Pasal 14
HAK FEMESAN

Mumxn—a—m

(L8] Kk da o fisih Unit dars PENERIMA PESANAN. sorts mempersich
.-ﬁ-—u-u-pnn-n--m-a—u-.u—

2 ¥ dends dan PENERIMA PESANAN o beverfambacan pombarss
h—&-n-.

4 Menermes Sertipikat yung Julefior stuy marms PEVESAN apubels scluruh bowapdun toish torponady

Sam dan Lein dengan tadah mucngurang hob hak PEMESAN lammy 2 yong sccirs wes docburian dutem pasal -
el Suleess Ketentuas dan Syarst ow boerts sclurub Lunpe s Pesegacan Pemesanss

Pasal 15
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJBAN

(5N ) m—ummw——-ﬂ-"u“u-m
m#u—u—t—u_--‘ e ates n e el ~
ok sk A Unit aciciom dilaladk !
*"&T i ’* = # Suk -lnhp*“uﬂ*
hod (hodus) Merhitung scok vogpel Pencgasan Pemessass, dan spubils pomdupaeran Unit hopads
mmusnu&-q_ﬁ-.um&_—h--‘-m
pengabhun atas pomendaban hak PEMESAN hans mensdagud fes terietnh dobube dan
mrmmxm—u-ummm#m iy danar
yuny ke week remobiima N pongalidun ston poemeslibn wotiap stan sohurvh bk @ bewapian
m“-*—m—&&mm%‘mm‘
Semgmm L e dan e yang tdeh dpat bt bombeh dongan al e popsas
”&# n.\nau mw—a-—-‘-a—m-—-—.—
ahses be Unin est s [ dan
PENERIMA PESANAN mumw-m. clepuash ook a1 meng g s buh
perdata dan wan pafane dsdem bentuk ap dan uenizh Lopads PENERIMAPESANAN.
!“-—-ﬂ-‘-*—* hh*m-‘ﬂu
ey AJH dbudipun PPAT, mads PEMESAN s socars tertals
w“mmma—mw mt‘ Aapands prbak Letigs hams
dperbubebh bon Uit yong Sibols, ek bolch dialibiom hamya schagrin wjs (dipocal
schagan)

B mm-—unn-mm chagran Smanys wonggunshan (ssditss pombe dari
Lembags Pemblaysam. dan ol Satan AJB schag hh“!
m-—u—n—.mx*#mm&m
PESANAN st permutase Lembags Pemibiay Shokor Unit b Fika PEMESAN
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otk bk horbomann dengian Ut maks PEMESAN waph weriebi dabuly Aaprasth =
terilis dant Lemibags wan pombort fasilites torsitnt. PENERIMA PESANAN selangitnya

e

188

memperobih bonfumas ders Lembags Pembinynam hdoay macslah wlah soless

Setelah meepervleh persetunn PENERIMA PESANAN stos pengabiban termaksid pods Pasal 1951,
PEMESAN v i scyala hewaphan adivin ctray 2 diontuban oleh PENERIMA
PESANAN, dan membay e by s wd b 5% (e 1 s Hmege diswmbiah pagak - pajak
pading bamvibat § (himia) bt hovis sejab porsetinguan dart PENERIMA PESANAN dan scburuls pevbuy uran
Marge dan deviba Capatata mba) bebah unas hev sl avabibe bevcrtivmn pemgaliian bub stiagsimans hetent uen
Pasel 151 ek (hponudu oleh PENERIMA PESANAN msk s 0% (ngapuiah porson) durt Wargs shom
Iorrgnis atans 1adak dipsortuitunghan sebagse poenbay Margn. avae jiha pemgalidin fub sersebut doschabdom

PEMESAN
Somgan prongatihan terscbt
Piliah Letign yoang menerimia prmgal b termiab sod pads Pasel 151 dart PEMESAN ter o socnrm otomatis
seiuk tanppa! rusun pongalitees yang seh sopordusys pads b dalan Penegusan Pomesanan dan

diperiuban wmuk dataigane omibs dan sy urat ayatet ini

Ehngan tangu mionp whon b Pusal 49 atas selanviln hirwagiinam peonshay PEMESAN yuny
Dacburn sk jotudi dempo boribot donds dan selisdh hargn pilihen cars b (ke adu), PENERIMA
PENANAN hortuad s imeng ohibd an b tag il sorhasdap bow apban PEMESAN sersobiot bepads piub lom
g, Sepn diperiukan sdens persenguen dent PEMESAN. Saclsh PENERIMA PESANAN
memiberihan  pomhoritabisen PEMESAN. PEMESAN totap  bohewuplban et
o Lokt hew agitaan Penvgasan Fomeranan torninsuh dumatany s how s ban
by hopada piliak penctumapengaliban yang Stk oloh PENERIMA FESANAN
bordaswban Konfirmast Pesanan PESANAN jugs berbioh wneh melobaian sebosr itinas

Passl 18
PERNYATAAN DAN JAMINAN FENERIMA FESANAN

PENERIMA FESANAN yarshan dan ehags berik

n
162

n4

PENERIMA PESANAN ety staban babres Unit song shoer Sl dan Bisershibham PEMESAN
v » oh bl o bib dan dihasmsal secmen sah oleh PENERIMA PESANAN
scperuibiy . dan At dijusl oleh PENERIMA PESANAN, dun pods sam dibust dan
WAt angaiany s dinakund Pasal 9 ek sodang bernda debim senghetadan Ttk
dikorwban s ) oleh yong b g dan PESANAN  mombubaskan
PEMENAN Qi wgala tantutan pidana peridats dan berug g titeal Dibenvatomn har i

Ut yang sham dounl dan diworaddoan bepmdn PEMESAN shan diverahban dulam bosdasn tak dan Loy sk
Tt dat PENERIMA PESANAN Qg o o dan b ya whan bt dany etiap dan
selirub howaphan At dan dioct didalum Penogasan Pomesanan tnps ade yung

Ak ocustibham b i hal Moy u poristiwe Foree Moy

Doaberns Noal serfinidl pongabibus Tk tagih wleh PENERIMA PESANAN, sk schursh ol dalam
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menpads tangpengen PEMESAN wendirt yang dengam i mesnbeboadon PESANAN da

o srachet dum harcona hal orscbut vl borugaan pads PENERIMA PESANAN
Aermgian ottt haras Gl PEMESAN

PEMENAN g e A e M dam acraats setiap dan schuruh botemtusn

Sovemtuan dan 1y st vy 00 whagsaniana Biremo dedelam Lerng e beevkt Lang Loy g

wds vang dobocwsldban
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ks PEMESAN Gld s “ = f seria =t

bopads PENGEMBANG
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laen termusech dimntarars o wiind Gadah A mongidas L T 14 gl
R el ) g etaher meevhe Nt vamg Slehid s dihew musgnm dubalen Tower

PENGEMRBANG sl songasaasiban Tower den bhagies bagramns, pale suste sas heborpe
' yamg bty dibdk uban wct b b pvrrdrganen Tewer s e domgan
Bk ey s pesverdian Gk Tomer wtageans donsbosd Perstursn Rumah S Lepods PISKAS

l

182 Sovap sseranns sebupearans ok sad Fasel (|8 1 alubeh s bosrakior off rish dan dovmsased sscrunst
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dutcrtuhan oleh PENERIMA PESANAN durs waktu ke woktu don Proms  asssansd sehogaimanas
dimuk sud Pasal 15 | sepenahnya menyads bebun dan tanggungan PENGEMBANG.

N—ku&gdﬁhmwhh—!d‘ harus dipergunaban aenk
b Tower & yooy sakarms & han, schinggs
Tindiesn Wetins- dun b P llilllid-i I Arer e o Sanlicey
resiko

T-nﬁmwh—ﬂn-&tfmdmﬂ-h—h'm mauka segals

Dertady beralib seears PEMESAN, s
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<p ik ok

ki
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—u—mmm-—-n-pm

lurss Peagelalaan den lursn Dass Cadangan lenctut wupd By oleh PEMESAN Ponilih st
Peoghuni terhitung sepak tinggpal dilokukan BAST atas Usnle. Dalan hal PEMESAN ndek borkebondak
mediksanakan BAST padi ungyal yang telah datenmiban, maka berfaku k Pasal 6.6 diatas.

u—mmmoummm*—.n”wu noesor ek enang
et shom Bberikan hemmadian oleh BPF dus stsu PENCEMBAN Dermibian pegs vond luras Duns
Cadangan wiph ey o bersamaan dengan luran Pengelolaan
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turan

PENGEMBANG berbuak A aunl e dem umnak mclahshan st b dert PISRS
a-nhm,qw—phwrm

Pasal 20
PERMIMPUNAN PEMILIK DAN FPENGHUNI SARUSUN
DAN BADAN PENGELOLAUNIT SARUSUN

PEMESAN moengrtabus dun menyvetige tubws & doben Klaeter g tendinn dan beberaps Blsk vang
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MWMM-—MMG&MWC~"~M m,qmmn
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PFasal 21
PARKIR UNIT

Db hal datentuban badiwa PEMESAN mwolapathon Lot Parkie, s berlahe chugim herik

2 la PEMESAN mmmmmmwmm
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